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‘Abstrak

Konsensus politik dari Pasal.83 UuD 1945 mencakup tuju-
an untuk meningkatkan kesejshteraan masyarakat. BUMN merupa-
kan manifestasi dari pasal ini, dimana pemerintah melakukan
kentrol terhadap sektor ekonomi vital.

Perkembangan ekonomi mengharuskan pémerintah melakukan
pembenahan BUMN. Langkah yang diambil adalah restrukturisasi
BUMN 'yang berwujud perubahan status hukum perusahaan dan
privatisasi. Hal ini didorong karena kebutuhan untuk menda-
patkan keuntungan dari kegiatan BUMN dan meningkatkan keman-
dirian BUME. Tindakan ini menimbulkan berkurangnya fungsi
sosial BUMN. Permasalahan yang timbul mengenai konsekuensi
yuridig dari restrukturisasi BUMN dalam hubungannya OenSsss
pergeseran fungsionalisasi BUMN, konsistensi kebijakan peme-
rintah mengenai restrukturisasi BUMN terhadap landasan kon-
stitusional BUMN, dan pembenahan BUMN dalam upaya meningkat—
kan kinerja BUMN.

Pens=litian ini menggunakan pendekatan yuridis norma%if
dengan penarik%n sampel bertudjuan, selanjutnya data disadi-
kan densgan memzsunskan metods analisis normatif-kualitatif.

Hasil penelitian menuniukkan bahwa, konsekuensi yvuridis dari

restrgkturisasi BUMN adalah pemerintah membentuk peraturan-




peraturan vang dapat mengakomodir semua tujuan dan kebutuhan
BUMN. Kebijakan pemerintah tetap konsisten dalam melakukah
penyempurnaan mekanisme kerja BUMN tetapi tidak konsisten
dalam mempertahankan fungsi sosial BUMN. Korporatisasi dapat
dijadikan alternatif peningkatan kinerja BUMN. Prinsip dasar
korporatisasi adalah menyerap manajemen sektor swasta ke da-
" lam sektor publik, vakni memberlakukan fungsi komersial ke-
pada BUMN sementara pemiliknya tetap berada d4i tangan peme-—

rintah.




ABSTRAK

Politice Agreement of UUD 1945 article 33 coversd alm
to increase public safety. BUMH is the manifestation of ar-
ticle 33, where the goverment controls important economic
sectors. |

In economic prosperity, the goverment forced to make
some improvement over the BUMN. The measures are - restructu-
rization, by changing the status of enterprise and privati-
zation. Those steps of improvement caused by the need of
making profit of BUMN and the intent to increass itg autono-
my. These are caused decrease social function of BUMN. The
problems are juridicai consegquencas from reatructﬁriaation
in relati@nship with moving up the functionalization of
BUMN, consistency of goverment policy about restructuriza-
tion with constitutional BUMN and improvement in order to
increase BMY productivity.

The ressasprch  uassd normaiive juridical approximation
with purposive sampling and data were offering with norma-
tive - qualitative apalitic method. The research result show
that juridicdl congequence of restructurization is the go-
verment makes rule that it*s can accomodate aim of BUMN. The

goverment’s policy consist to do mechanism BUMN but uncon-




sistenly defend B =z function. In improvement,

tion conduct to et sector mrivate management

corporisa-~

into public

seator and do commercial function for BUMN while the gover-

ment stay as the owner.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau disebut Jusga
Perusahaan Negara (PN) sebagai unit ekonomi tidak terpi-
sahkan dari sistem ekonomi nasional. Eksistensi BUMN di-
perlukan sebagal penyvedia barang dan jasa untuk pemenu-
han kebutuhan konsumsi atau untuk keperluan prdses pro-—
duksi. Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah
pésal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan konse-
kuensi logis bahwa DBUMN Dberfungsi untuk mengelola
cabang—cabaﬁg produksi vang penting bagli negara ﬁan vang
menguasal hajat hidup orang banyak. BUOMN juga berfungsi
uﬁtuk mengelola salufan kekayaan alam yang terkandung di
dalam bumi Indonesia dan dipersgunakan untuk sebesar-—
besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pem-
bangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivi-
tas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional
perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannyé
dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optfgal

bazi kesejahteraan masyarakat.




BUMN bergerak hampir diseluruh sektor ekonomi. BUMN
memegang peran yvang strategis dalam perekonomian nasio-—
nal. Data dari Departemen Keuangan menunjukkan bah%a
sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 BUMN mengelola
aset sekitar Rp. 461,6 trilyun, beberapa diantaranva
bahkan menguasai industri yang vital di hulu, oleh ka-
rena itu BUMN sangat dibutuhkan bagl perekonomlan nasio-
nal. Terlebih lagi pada BUMN yang menguasai industri
hulu, sebab kinerjanya menjadi‘penentﬁ tingkat efisiensi
industri, bahkan secara luas ekonomi nasional. Namun
BUMN sering diidentikkan sebagal unit usaha yang tidak
ofisien. Rata-rata ROI (return of investment) dan ROE
(Feturn on egquity) BUMN menunjukkan angka relatif ren-
dah, di Dbawah cost of capital yaitu padar akhir tahun
1997 masing-masing 3,5 persen dan 9,6 persen. Aﬁgka ter—
sebut menuﬁjukkan tingkat utilitas aset yang rendah dan
biayva produksi yang relatif tinggl.

BUMN merupakan badan usaha yvang seluruh modalnya
dimiliki mnegara atau badan usaha yang tidak seluruh
sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan
dengan BUMN, yaitu BUMN yang merupakan patungan antara
pemerintah dengan pemerintah daerah, BUMN yang merupakan
patunsan antara pemerintah dengan BUMN lainnya dan BUMN
yvang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta

nasional atau asing dimana negara memiliki saham mayori-



1 Penekanan dari pengertian

tas minimal Bl persen.
mengenai BUMN ini adalah pada faktor modal.

Modal merupakan faktor utama bagi suatu kegiatan
berusaha, karéna modél sebagal sumber energi baik untuk
kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-—
badan usaha pada umumnya.z) Dalam konteks permodalan,
modal BUMMN terdiri atas keuangan negara yvang dipisahkan
dari neraca kekayaan negara, namun selanjutnya ditegas-—
kan dalam Penjelasan Umum Undang—Undéng nomor 9  tahun
1969, bahwa BUMN harus dapat berdiri tanpa memberatkan
budget negara, oleh sebab itu BUMN harus dapat mencari
berbagai alternatif agar tidak memberatkan negara.

Kemandirian BUMN belum dapat diharapkan, sebab sam-
pail s@saat ini BUMN belum dépat menunjukkan kinerja vang
memuaskan menurut kriteria kesehatan Departemen. Keuang-
an.9? Penilaian kinerja BUMN berpengaruh terhadap kepu-

tusan vang diambil pemerintah bagi BUMN yang bersangkut-

an.

1) Periksa pasal 1 avat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 740/
KME. 00 tahun 1989.

2) Sri Redjeki Hartono. Heberapa Aspek Tentang Permodalan FPerseroar

Terbatas, makalah dalam Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya
UUPT. Kerjasama Program Pendidikan. Notariat UGM-Undip. Yogyakarta

30 September 1995.

3) Pandji Anoraga. 1995. BUMN, Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku

Fkonomi. Pustaka Jaya. Jakarta, hal. 91.
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Keputusan Menteri Keuangan nomor 740/EMK.00 tahun
1989 menetapkan penilaian BUMN dilakukan selama tiga ta-
hun terakhir, vang meliputi kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba (rentabilitas), kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewadjiban jangka pendek (likuiditas) dan
kemampuan perusahaan untuk mémenuhi semua  kewadibannya
(solvabilitas). Dari penilaian ini, akan digolongkan
apakah BUMN tersebut termasuk yvang sehat sékali, sehat,

kurang sehat, atau tidak sehat, kemudian satu alternatif

dapat dilaksanakan.4)

Data dari Departemen Keuangan pada tahun’ 1995 me-
nunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 178 BUMN,
namun sampai saat ini pemanfaatannya belum optimal, ter—
natat hanya 49 BOMN (27,5 persen) vang sehat sekall, 43
BUMN (24,2 persen) sehat, 37 BUMN (20,8 persen)v kurang

sehat, dan 49 BUMN (27,5 persen) tidak sehat.

4) Langkah-langkah pengembangan BUMN adalah sebagai berikut :

— Kondisi sehat (8) atau sehat sekali (55) dapat dipilih salah satu
alternatif, antara lain: melakukan penggabungan (merger), melaku-
%an konsolidasi, memasyarakatkan sshamnya (go public), menerima
penvertaan langsung (private placement), melakukan Kerja Sama
Operasi (KSO) dengan instansi yvang terkait, membentuk perusahaan
patungan (Joint venture).

- Kondisi kurang sehat (KS5) dapat dipilih salah satu alternatif,
antara lain: melakukan penyederhanaan struktur organisasi, mela-
lmikan penggabungan (merger), balk antara BUMN maupun swasta, me- -
mecahkan perusahaan menjadi BUMN, melakiukan kontrak manajemen,
mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui penyertaan lang-
sSung. ’

- Kondisi tidak sehat (T5) dapat dipilih salah satu alternatif, an-—
tara lain: dijual, dilikuidasi.

(Sumber: Pusat Data Bisnis Indonesia).




Berdasarkan ‘data dari Departemen Keuvangan per 30
Juli 1997, jumlah BUMN yang dikatagorikan tidak sehat
berjumlah 78 (sekitar 50 persen). Kemudian pada awal ta-
hun 18998, berdasarkan Pusat Data Bisnis Indonesia, . Jum-
1lah BUMN berkurang menjadi 159, dimana kondisinya meng-
kuatirkan, karena‘lebih dari 70 persen dinyatakan kurang
dan tidak sehat. Jumlah BUMN sebesar 158 ini terdiri da-
ri 119 perseroc tunggal, enam persero publik dan 34 per-
seroc patungan. Jumlah BUMN yang tidak.sehat masih mung-
kin mengalami peningkatan, akibat adanya krisis moneter,
khususnya kondisi likuiditas vang berat, sehingga dapat
mempengaruhi solvabilitas perusahaan.

Untuk. mengatasi kelemahan BUMN, pemerintah dalam
hal ini Menteri Negara Pendayagunaan BUMN menyusunlstra—
tegi dengan pendekatan perlakuan pemerintah .terhadap
BUMN dan perilaku BUMN dalam menjalankan usahanya. BUMN
diperlakukan layaknya suatu korporasi, diantaranva harus
memilikil profit dan ekspénsi‘usaha, Jelas dalam otoritas
dan otonomi, monitoring yang efektif, ada penghargaan
dan sanksi. Sedangkan dari sudut BUMN hendaknya manaje-
mén vang ada mampu berwirausaha dalam bersaing mengha-—
dapi pasar dan melepaskan ketergantungan dari pemerin-
tah, mampu membangun budaya usaha vang kompetitif, baik

secara internal maupun eksternal.



Strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi
dan produktivitas BUMN dilakukan melalui restrukturisasi
perusahaan. Restrukturisasi perusahaan negara yang ber-
kembang saat ini-berwujud perubahan status hukum BUMN ke
arah yang lebih menunjang pehcapaian maksud dan tuduan
perusahaén.5)

Perubahan status hukum BUMN ini berlangsung sejak
tahun 1990, dimulai dari perubahan status hukum Perusa-
haan Jawatan (Perjan}_Pegadaian menjadi Perusdhaan Umum
(Perum) Pegadaian. Selanjutnya diikuti 39 BUMN yang ber-
ubah status hukumnya., dan belum lama ini Perum Kereta
Api mengubah status hukumnya menjadi PT. Kereta Apil
(Perusahaan Perseroan/Persero) .5’

Selain pengubahan status hukum, ada pula BUMN vang
merger, salah satu contohnya adalah PT. Dok dan Galangan
Kapal Nusantara merger dengan PT. Kodja Bahari. Restruk-
turisasi BUMN pupuk jusa terjadi dan telah dilaksanakan
dengan pengambilalihan saham pemerintah kepada PT. Pupuk

Sriwidjaja, BUMN pupuk tersebut adalah PT. Pupuk Kujansg,

5) Periksa Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 740 tahun 1989

5) Perubshan status hukum Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian
berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 tanggal 10
April 1990.
Perubahan status hukum Perum Kereta Api menjadi PT. Kereta Api ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1998 tanggal 3 Pebuari
1998. ‘
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PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kaltim, dan PT.
Petrogas. Selain pengambilalihan saham juga terjadi 1i-
kuidasi (dibubarkan) pada PT. Kertas Niaga yang seluruh
asetnya dialihkan ke PT. Dharma Niaga.7).

Selanjutnya. kebijakan pémerintah adalah peningkat—
an kemandirian Persero, termasuk juga memberi kemungkin-
an basgi Persero untuk-menjual saham kepada masyarakat
(go public). Melalui Instruksi Presiden nomor 5 tahun
1998 +telah terbentuk landasan hukum bagi privatisasi
BUMN, baik dalam bentuk divestasi (menjual kembali seba-
gian sahamnyva ke bursa dengan ketentuan pemerintah tetap
memiliki minimal b51% saham) dan go public. Sedangkan
yvang menyvangkut kepemilikan akan diwujudkan dalam kon-
tribusi penerimaan hasil privatisasi, sekaligus memacu
pencapaian tingkat efisiensi dan profitabilitas.

Privatisasi PBUMN di Indonesia telah dimulai pada
awal dekade 1990-an, dengan tujuan untuk membayvar cicil-

‘;an utang pemerintah yvang cukup tinggi. Pada saat 1tu
telah terjual saham milik enam BUMN yaitu PT. Semen
Gresik, PT. Aneka Tambang. PT. Telkom, PT. Indosat, PT.

Bank BNI dan PT. Timah.

7) Merger PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 13 tahun 1992 tanggal 18 Maret 1992.
Restrukturisasi BUMN pupuk dilaksanakan pada tangegal 16 Maret 1997.
Likuidasi PT. Kerta Niaga berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28
tahun 1998 tanggal 25 Pebruari 1998.



Dalam tahun anggaran 1998/18980 éelaras dengan kese-
pakatan Dana Moneter internasiqnal (IMF) tanggal 4 April
18885, pemerihtah merencanakan melakukan‘privatisasi ter—
hadap 12 BUMN. Lima diantaranya merupakan upaya lanjutan
dalam arti menjual saham lanjutan BUMN yang sudah listed
yaitu PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Semen Gresik, PT.
Tambang Timah dan PT. Aneka Tambang. Sedangkan 7 BUMN
yang lain, antara lain PT. Krakatau Steél, PT. Jasa
Marga, PT. Perkebunan Nusantara IV, PT. Pelindo 11, PT.
Tambang Timah Batubara Bukit Asam, PT. Pelindo ITT dan
PT. Angkasapura II masih harus diidentifikasikan. Priva-
tisasi ketujuh BUMN tersebut akan didahulukan juga pada
tahun angsaran 1998/1989 ini.

Kencana pemerintah atas 12 BUMN itu sendiri sudah
muncul ssejak lama. Pada tahun 13996, pemerintah memben-
tuk Tim Privatisasi BUMN. Berawal déri Kabinet Pem-
bangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan, rencana
holding company BUMN juga telah diawali dengan langkah
pengalihan BUMN dari instansi departemen teknis ke kan-
tor menteri pendayagunaan BUMN. Privatisasi ini ditar-
getkan selesal selama tahun anggaran 1998)1999.

Sebagaimana terjadi di banyak negara, maksud didi-
rikannya BUMN adalah untuk menguasai bidang usaha vang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dan penting bagi

negara atau untuk mengantisipasi kekuatan pasar dan



sebagail alat pendukuns kebijakan pemerintah. Namun demi-
kian, BUMN sebagai aset negara bisa merupakan sumberipe—
nerimaan negara dan sebaliknyva pula sebagal unsur biaya.

Dengan melakukan privatisasi atau menjual sebagian htau

seluruh saham pemerintah ke pihak swasta, maka pemérin—

tah akan mendapatkan uang hasil penjualan tersebut &ang-

akan digunakan untuk membayar utang ataun untuk fpem—
bangunan.

Privatisasi BUMN menimbulkan masalah. Masalah iterm
sebut berkisar mengenal peranan BUMN sebagai pemégang
fungsi sosial dan pergeseran/beralihnya struktur ﬁemi—

!
likan modal dari negara menjadi swasta. Motivasi §1hak
cwasta membeli saham BUMN adalah mencari keuntuﬁgan,
oleh karens itu golongan ini baru akan membeli %aham
Jika memang saham BUMN tersebut sehat. Kepentingan dntuk
menoafi keuntungan semata sering berlawanan dengan§ ke
pentingan untuk melavani masyarakat (fungsi s&sial
BUMN)Y. Jika kepentingan tersebut tidak seimbang dan§ le-
bih mementingkan keuntungan, maka yang rugil a&alah
masyarakatb. ‘

Terjadinya perubahan status BUMN sampail dengan?pri—

vatisasi merupakan suatu kecenderungan adanya perge$eran
I
|

fungsionalisasi BUMN yang artinya perpindahan atau iper—

alihan fungsi BUMN, dari fungsl sosial ke arah kecende—

rungan pada keuntungan saja. Pergeseran fungqlonallqaql



BUMN akan menimbulkan permasalahan-vermasalahan baik vang

bersifat vuridis maupun soslio-ekonomi.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dapat disimpulkan
bahwa strategi pemerintah untuklmeningkatkan efisiensi dan
produktivitas BUMN dilakukan melalui restrukturisasi perusa-
haan. Restrukturisasi perusahaan negara yang diprioritaskan,
berwujud perubahan status hukum BUMN. Permbshan status hukum
BUMN yang selanjutnyva diprivatisasikan, merupakan suatu
kecenderungan adanya pergeseran fungsionalisasi BUMN. Perma-
salahan vang dapat dirumuskan adalah sehagai berikut:

i. Bagaimana konsekuensi yuridis dari restrukturisasi peru-
séhaan negara yvang berwujud perubahan status hukum peru-
sahaan, dalam hubungannya dengan pergeseran fungsionali-
sasi BUMNY

2. PBagaimana konsistensi kebijakan pemerintah dalam melaku-
kan réstruktnrisasi perusahaan negara terhadap landasan
konstitusional BUMN?-

3. Bagaimana restrukturisasi dan privatisasi BUMN dalam upa-
ya meningkatkan kinerja perusahaan, agar menjadi unit

ekonomi vang efisien?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan, tujuan vang ingin dicapai da-

ri penelitian ini, yaitu:



Untuk memperoleh analisa yang Jjelas dan sistematis menge—

nai konsekuensi yuridis dari restrukturisasi perusahaan

negara yvang berwujud perubshan status hukum perusahaan
dalam hubungann¥a dengan pergeseran fungsionalisasi BUMN

Untuk mempercleh analisa yang jelas dan sistematis menge-—
nai konsistensi kebijakan‘pemerintah dalam melakukan re-—
strukturisasi perusahaan negara terhadap landasan konsti-
tusional BUMN.

Untuk mempercleh analisa yang jelas dan sistematis menge-
nai restrukturisasi dan privatisasi BUMN dalam’ upaya me-
ningkatkan kinerja perusahaan, agar menjadi unit ekonomi
vang efisien.

Unhtuk memperoleh alternatif solusi bagi perkembangan Ba-

dan Usaha Milik Negara di masa mendatang.
Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagal berikut:
Diharapkan dapat memberikan sumbangan yvang berarti bagil
pembuat'kebijakan yvang bherhubungan dengan pertumnbuhan dan
perkembangan BUMN, agar tetap konsisten dengan ide awal
pembentukan perusanasn negara.

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan
hukum tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan

negara dan perkembangannya.



E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah

Penelitian ilmiah memerlukan metode pendekatan vyang
tepat, sesuai dengan permasalshan vang telah ditentukan.
Pendekatan‘ masalah vang dipilih dalam penelitian ini
mengsunakan pendekatan yuridis normatifg). Berdasarkan
pendekatan tersebut, penelitian ini meliputil lingkup pe-
nelitian inventarisasi hukum positif ﬁang merupakan kegi-
atan pendahuluan dan bersifat mendasar untuk, melakukan
penelitian hukum_In Concreto merupakan usaha untuk mene-
mukan apakah suatu peraturan yang telah ada, telah sesual
saat diterapkan pada suatu situasi konkrit. Penelitian
hukum in abstracto yvang diperoleh dari keglatan “inventa-
risasi hukum, untuk berfungsi sebagai premise minor. Me~—
lalui proses sylogisme akan diperoleh sebuah concliusio

berupa hukum positif in concreto yansg dicarig).

8) Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif di dalam
kepustakaan Anglo-American disebut sebagal legal-research dapat
dibedakan dalam tiga tipe, yaitu:

1. Penelitian vang berupa inventarisasi hukum positif;

2 Penelitian vang berupa usaha-usaha penefiuan asas—as5as dan dasar
falsafah (dogma dan doktrin} hukum positifs

3. Pepelitian vang berupa usaha penemuan hukum in—-concreto yvang
sesual untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum
tertentu.

Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 10

9) Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 22
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Pergeseran fungsionalisasi BUMN merupakan satu kasus

vang terjadi dalam perkembangan perusahaan negara. Dalam.

kenyataannya, pergeseran fungsionalisasi BUMN menimbulkan
berbagai permasalahan dimana pada dasarnya permasalahan
yvang timbul seputar konsistensi BUMN terhadap ide awal
pembentukan BUMN. Hasil penelitian ini tidak memiliki
validitas yang berlaku umum karena hasilnya bersifat
kasuistis, sebab tujuannya tidak untuk membangun teori,
tetapli untuk menguji teori yang telah ada pada suatu
situasi konkritlo).
2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian iﬁi termasuk penelitian deskriptif. Seba-
gai penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini
ingin mencari informasi faktual yang mendetail untuk mem-—
peroleh justifikasi keadaan dan melukiskan realitas ada-
nya pergezsran fungsionalisasi BUMN di Indonesia ditinjau
dari kacamata hukum. Dari analisis dan interpfetasi arti
data vang diperoleh dari penelitian 1ini, diharapkan
diperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis dan akurat
tentans aspek-aspek yang ditimbulkan dari adanya perges-
eran fungsionalisasi BUMN.
3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan wilayah

tertentu sebagal lokasi penelitian, dalam penelitian ini

10) Ibid., hal. 23




ditentukan kota Bandung dan Jakarta sebagai wilayah pene-

1litian. Banduns dijadikan sebagai wilayah penelitian ka—-

rena PT. Telkom dan PT. Kereta Api Indonesia berkantor
pusat di Bandung. PT. PLN, Menteri Negara Pendayagunaan

dan Dermrtemen Esuangan RI berkantor pusat di Jakarta.

4. Teknik Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secars Jurpo-—
sive sampling. Penarikan sampel bertujuan { purposive
sameling) dilakukan dengan cara meng=atoil subyek didasar-—
kan pada tujuan—tujuan tertentull)-

Dazism penelkitian ini, BUMN yang dijadikan sampel
terdiri dari BUMN vang berdasarkan data dari Departemen
Keuangan telah berubah bentuk badan hukumnya dan atau te-
lah go pukiic. Sampel dalam penelitian ini tidak dikelom-
polklkan délam bidang usaha BUMN yang beraneka ragam,

karena bidang usaha BUMN bukan merupakan fokus penelitian

ini.

5. Teknik Pewngumpulan Data
Menzinost penelitian ini menggunakan pendskaban  yu-
ridis normatif, maka data yang dibutuhkan adalah data se-

kunder sebagal data awal, namun di dalam penelitian ini

11) Ibid., hal. &1
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juga membutuhkan data primer yans diperoleh dengan cara
wawancara.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan.
Data sekundgr di bidang hukum (dipandang dari sudut keku-
atan mengikatnyva) dapat dibedakan menjadi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekund&rlZ).

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang
berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktahir,
atauprun pengertian baru tentang fakta yang diketahui
mengenal suatu gagasanlB). Dalam penelitian ‘ini dapat
dibedakan sebagal berikut:

1. Bahan hukum pfimer, vang terdiri dari:
~a. Norma Dasar Pancasila;

b. Undanzg-Undang Dasar 19453

c. Berbagai peraturan perundang-undangan yvang berhu-
bungan dengan BUMN di Indonesias

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

e. Kitab Undang-Undang Hukum Dagzang;

£ Peraturan Pemerintah vang ada hubungannva dengan
BLIMN ;

g. Keputusan Presiden vyang ada hubungamya dengan

BUMN ;

12) Thid., hal. 24
13% Sarjono Soekanto dan Sri Madmudji, 1988, Penelitian Hukum Normatif:

Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 34
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h. Keputusan—keﬁutusan Menteri yang ada hubungannya
dengan BUMN;

i. Yurisprudensi-yurisprudensi yang ada hubungannya
dengan BUMN;'

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat ka-
itannva dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu
menganalisa serta memahami bahan hukum primer14), da~
lam penelitian ini meliputi:

a. Hasil-hasil penelitian tentang BUMN;
b. Tesis yang ada hubungannya dengan BUMN;
c. Kepustakaan vang ada hubungannya dengan BUMN;

3. Bahan hukum téfsier, yvang terdiri dari:

- a. kamus hukum;
b. kamus besar Bahasa Indonésia;
c. berbagai majalah dan surat kabar.

Untuk memperoleh data yang relevan, guna menJawab
permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas, di
samping dipelajari berbagal literatur vang ada hubungan-—
nya dengan objek penelitian -— karena yang divtamakan da-
iam penelitian ini adalah analisis terhadap data sekunder
~-, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk mempe-
roleh daté primer sebagai pendukung data sekunder. Sesuail
dengan uréian tersebut di atas, maka alat yang digunakan

untuk pengumpulan date adalah:

14) Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 12



1. Dokumen dari bahan hukum primer dan sekunder mnaupun

tertier seperti telah diuraikan di atas. Di dalam stu—-

di
ta

a.

dokumen. ini, antara lain dikumpulkan dan dikaji da-
tentang:

daftar perusahaan—perusahaan negara yang telah me-
lakukan restrukturisasi perusahaan dan privatisasi
terutama untuk mengetahui perkembangan kebijakan
pemerintah terhadap BUMN.

anggaran dasar dan Akta Pendirian dari salah satu
BUMN sebagai tolak ukur terutama untuk mengetahui
cksiatensi BUMN dan aktivitas perusahaan tersebut.
kegiatan-kegiatan PT Telkom, PT PLN dan PT Kereta
Api Indonesia, terutama untuk mengetahui konsisten—
si perusshaan terhadap kepentingan publik.
naskah-naskah perjanjian yang ada, seperti perjan-
Jian kerjasama perusahaan negara dengan pihak lain/
perusahaan lain, terutama untuk mengetahul bentuk-
bentuk pengembangan BUMN.

ketentuan—-ketentuan vyvang berhubungan dengan re-
strukturisasi dan privatisasi BUMN, terutama untuk
mengetahui aspek-aspek yuridis vyang pergeseran
fungsionalisasi BUMN.

posisi dan volume usaha PT Telkom, PT PLN dan PT
Kereta Api Indonesia, terutama untuk mengetahui ek—

sistensi dan kinerja perusahaan.

Di samping hal-hal yang dikemukakan di atas, dilakukan

studi pustaka untuk memperoleh data sekunder tentang
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bahan hulkum primer, bahan ﬁukum‘éekunder dan tersier
vang relevan dengan permasalahan penelitian ini,'
seperti misalnya pendapat-pendapat para ahli tentang
pergeseran fungsionalisasi BUMN. Pendapat para ahli
diperlukan seperti telaah ﬁeraturan perundang-undangan
yang difokuskan terhadap asas—asas hukumnyva, sistem
hukumnya, konsep hukumnya, pendapat. doktrin serta ba-
han hukum lainnya.
2. Wawancara

Wawancara, khususnyaldilakukan terhadap nara sumber
perusahaan dan instansi pemerintah, dalam hal ini Men-—
teri Pendayagunaan BUMN. Dalam wawancara dengan Pperu-

' sahaan dan Menteri Pendaﬁagunaan BUMN tersebut sebe-
lumnya telah dipersiapkan pedoman wawancara yang ter-
struktur untuk mempermudah memperoleh data yang dite-

litl.

6. Analisis Data

Pada tahap penyvajian data, seluruh data yang telah
diperoleh dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian di—~
susun dalam suatu susunan yang ktomprehensif.

Analisis data dilakukan secara analisis induktif.
Progsesnya dimulald dari premis—premls yang berupa norma
hukum positif vang diketahui dan melalui proses sylogisme

akan memperoleh kesimpulanl5). Di samping itu Juga dila-

15) Ronny Hanitijo Scemitro, Op., Cit., hal. 22
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kukan analisis dari sudut sosip—ekonomi-
.Dalam tahap penyajian data ini pula, digunakan meto--
de analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena peneli-
.tian inil bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada
sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimak—
sudkan analisis data vang bertitik tolak pada usaha-usaha
penemuan hukum dan informasi-informasi vyang bersifat

ungkapan monografis dari responden.
F. Eerangka Pemikiran

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana terkan-—
dung dalam Pembukaa# UUD 1945 adalah mewujudkan keadilan so-
sial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran lebih lanjut
dari tujusn tersebut ditegeskan dalam pasal 33 UUD 1945.
Pasal 33 UUD 1945 adalah sendi utama bagi tata ekonomi Indo-
nesia yang pada hakekatnyva merupakan tata ekonomi berencana
vang berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil
dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Perwujudan pasal 33 UUD 1945 ant (1) berupa bhangun
usaha korverasi, sedangkan bangun usaha vang sesuail dengan
perwujudan pasal 33 UUD 1945 avat (2) dan ayat (3) adalah
perusahaan negara. Di dalam pasal 33 UUD 1945 tersirat bahwa
perusahaan swasta masih mempunyai kesempatan yansg luas untuk
melakukan fungsi produksi yang bersifatb melengkapi secara

efektif yang ditujukan untuk memperbesar kemakmuran rakyvat.
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Di dalam usaha turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur
vang berdasarkan Pancasila, peranan ketiga bangun usaha ini.
harus dikembangkén secara serasi dan mantap.

Kerangka pemikiran ini dibatasi hanya mengenai perusa—
haan negara sebagal bangun usaha dalam sektor usaha negara.

Dalam bahasa asingnya BUMN atau perusahaan negara
adalah public enterprise; dengan demikian BUMN berisikan dua
elemen esensial vaitu unsur pemerintah (public) dan unsur
bisnis (enterprise). Keistimewaan karakteristik BUMN yang
tidak dimiliki oleh badan usaha lain, dirumuskan sebagai "4
corporation c¢lothed with the power of goverment but pos-
sessed the Fflexibility an initiative of a private enter-
prises’ artinya badan usaha vang "berbaju" pemerintah tetapi
mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan
swastai®).

Adanya elemen pemerintah karena di dalam perusahaan
ditanamkan modal milik negara. Perusahaan vang di dalamnya
ditanamkan modal milik negara ini, disebut perusahaan negara
vang sekarang dikenal sebagal BUMN17). Di dalam kepustakaan,

perusahaan negara dinamakan "Goverment enterprise” atau

“Public enterprise’.

16) Pandji Anoraga, 1995, BUMN, Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku
Ekonomi, Jakarta, Pustaka Jaya, hal. 2

17} Rudhi Prasetya, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,
Jakarta, Citra Aditya Bakti, hal. 83



BUMN +tidak murni pemerintah dan juga tidak murni bis-

nis. Berapa besar presentase masing-masing elemen tersebut

tergantuns pada‘jenis atauétipe BUMN. Jenis BUMN ada tiga,
vaitu Pepusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan),
dan Perusahaan Perseroan (Perseré).

Perum (disebut jusga sebagai public corporation) adalah
usaha vang menjalankan kepentingan umum (kepentingan produk-
si, distribusi, dan konsumsi secara keseluruvhan) dan sekali-
gus memupuk keuntungan yang pada umumnya memang bergerak di
bidang jasa vital (public utilities) yang berstatus sebagal
badan usaha yvang dapat dituntut dan menuntut dalam hubungan
hukum vang diatur dalam hukum perdata. Perjan (disebut
sebaéai departemental agency) adalah usaha “"public service"
dalam arti menjalankan pengabdian serta pelayanan kepada ma-
syarakat yang disusun sebagal bagian dari Departemen/ Direk-
torat dJenderal/Direktorat/FPemerintah Daerah, dengan ditun-
dukkan pada hukum adalah ussha yang dijalankan untuk memupuk
keuntungan. Keuntungan dalam arti, adanya pelayanan dan pem-
binaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis
secara business—zakelijk dan cost accounting principles, ma-
naéement effectiveness dan memuaskan memperoleh surplus atau
laba. Badan ini berstatus badan hukum perdata yvang berbentuk
PT vyang modalnya seluruhnya atau sebagian milik negara sSe-
hingga dimungkinkan diadakan Jjoinf atau mixed enterprise de-

ngan swasta (nagional dan atau asing) dan adanya penjualan



saham-saham perusahaan milik negara {(Instruksi Presiden nomor
17 tahun 1967 vang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang
nomor 9 tahun 1569).

Sebagali perbandingan dari tiga bentulk BUMN di Indone-

sia, Friedman mengemukakan sebagai berikutla);
"A comparative analysis will show that public enterprise
falls essentially under three types: first, the departemen-
tally controlled general administrative structure; second
the public corporation, i.e, a corporate public authority
established by statue cr charter, gensrally as an Instituti-
on of public law, third, the commercial company with state
control, indistingsuishable in form from any other business
enterprise. and subject to the commercial and ciyil law of
the country”

Perusahaan negara sebagai salah satu "soko guru” demo-
krasi ekonomi tidak dapat terpisahkan dari tata ekonomi In-
donesia. Konsekuensi logis dari perwujudan pasal 33 UUD 1945
ayat (2) dan ayat (3) dituntut bahwa segala perusahaan yang
menghasilkén barang-barang kepentingan umum (public utility)
harus berada di tangan pemerintah. Di samping itu juga per-—
usahaan-perusahaan yang mengelola cabang—cabang produksi
vang penting, seperti industri dasar dan perkembangannya ha-
rus pula berada di tangan pemerintah.

Dasar—-dasar konstitusional mengenai penguasaan publie
utilities oleh negara tampaknya cukup kuat, walaupun demiki-

an tetap tercantum pembatasan-pembatasannya, vaitu bahwa

penguasaan oleh negara dilakukan karena cabang-cabang pro-

18) Ibid., hal. 105
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duksi tersebut menguasal hadjat hidup orahg banyak dan pengu-

asaan bumi, air dan kekayaan alam tersebut adalah untuk se—-

besar-besar kemakmuran rakyat. Di sini ternyata bahwa pengu-
asaan oleh negara dilakukan karena cabang-cabang produksi
dan kekavaan alam tertentu bukanlah demi “penguasaan; itu
sendiri, melainkan karena penguasaan itu dipandang menjamin
perlindungan kepentingan orang banyak, dan demi kemakmuran
rakvat secara maksimal.

Dalam kenyataan, Jaminan periindungah kepentingan orang
banyak dan peningkatan kemakmuran rakyat secara maksimal
itulah, vang sering masih dipertanyakan pemenuhannya. Ini
ditunjukkan oleh pelayanan vang tidak efisien dari aneka ru-
pa usaha negara di satu pihak, dan oleh kurang adilnya dis-
tribusi pendapatan dan kekavaan nasional di pihak lain.

Adanya inefisiensi usaha-usaha negara dan birokrasi
pemerintah, telah mendorong pengambilan macam-macam kebijak-
sanaan vang mengarah pada swastanisasi atau privatisasi.
Upava-upaya ini dianggap merupakan langkah tepat pengembang-
an usaha negara vang diharapkan mampu bekerja lebih efisien.
Penyerahan berbagai usaha swasta di dalam swastanisasi meng-
andalkan pengendaliannya oleh pemerintah;r sampai tingkat
tertentu akan menghasilkan peningkatan efisiensi vansg di-
inginkan. Proses swastanisasi gseliarusnya memperhatikan per-—
timbangan—-pertimbangan kepentingan umumn dan hajat hidup
orang banyak, sehingga pertumbuhan sektor ekonomi swasta
kuat, tidak menjurus ke konsentrasi ekonomi yang mengarah ke

monopoli dan oligopoli yang merugikan masyarakat. Untuk
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mengadakan koreksi dalam hal ini perlu diterapkan prinsip-
prinsip dasar demokrasi ekonomi. -

Perusahaan negara adalah juga perusahaan yang bérarti
bahwa cara kerjanya harus tunduk pada prinsip-prinsip peru-
sahaan. Sebagai perusahaan, pertﬁmbuhan merupakan unsur yang
penting bagi perjalanan suatu perusahaan. Perkembangan dan
pertumbuhan perusahaan negara dalam mencapal target tetap
dengan pengawasan seperlunya oleh pemerintah agar perusahaan
negara tersebut tidak menyimpang dari fungsi utamanya.

Perlunya kebebasan dalam penyelenggaraan perusahaan ne-—
gara harus dilihat dalam kerangka perusahaan negara sebagal
perusahaan yang dikuasai untuk menggunakan alat-alat produk-
si negara, agar dapat menggunakan alat-alat produksi terse-—
but secara résional, séhingga dapat dihindari atau dicegah
adanya pemborosan—pemborosan.

Pengawasan secara efektif harus dilakukan secara kon—
tinyu oleh pemerintah, tetapi harus disadari bahwa adanya
campur tangan yvang berlebih-lebihan oleh pemerintah dalam
penyelenggaraan perusahaan negara hanya menjadikan perusa-
haan tersebut sebagai "dinas" VYang birokratis dan statis.
Campur tangan pemerintah hendaknya dibatasi dalam hal pene-
tapan target yang harus dicapail oleh perusahaan negara dan
tetap pada fungsi utamanya.

Pertumbuhan merupakan unsur penting bagi perjalanan hi-
dup suatu perusahaan, apabila tetap ingin tetap survive. Un-

tuk memungkinkan perusahaan negara dapat tumbuh diperlukan




adanya tambahan dana, baik yvang berasal dari sumber intern
maupun dari sumber ekstern. Sumber dana intern yang terutama
digundkan untuk ﬁembelanjai pertumbuhan perusahaan, berasal
dari pendapatan bersih yang dihasilkan dalam operasi perusa-
haan persebut. Sumber dana ekstefn vang juga diperlukan un-
tuk membelanjai pertumbuhan perusahaan negara, terutama ada-
lah hdtang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Baik pemenuhan kebutuhan dana dengan sumber intern mau-
pun sumber ekstern, perusahaan negara harus bekerja dengan
efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi per—
usahaan sehingga memungkinkan perusahaan dapat memperoleh
pendapatan bersih yang nantinya dapat digunakan untuk membe-—
lanjai pertumbuhannya lebih lanjut ataupun untuk digunakan
mengangsur hutangnya. Prinsip ekonomi perusahaan dilaksana-—
kan dengan‘kerja penuh, dengan pemakaian modal secara efi-
sien.‘Dengan demikian maka perlu diusahakan agar semua tena-
ga pimpinan dan pelaksana dalam perusahaan negara memiliki
kesadaran biava dan disiplin anggaran yang tinggl. .
Kemampuan untuk dapat menghasilkan pendapatan bersih
" merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan perusa-
haan hegara. Pendapatan bersih yang harus dicapal oleh ma-
singmﬁasing golongan perusahaan negara tidak sama, mengingat
bahwa' %tingkat dan luasnya kebutuhan masyarakat akan barang
atau jasa vang dihasilkan oleh setiap perusahaan negara ada-
lah berbeda. Bahkén dalam hal-hal tertentu berdasarkan kebi-

Jjaksanaan pemerintah suatu perusahaan hegara dapat hekerda
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dengan merugi kepentingan rakyat banyak, dan kerugian terse-
but ditutup dengan subsidi pemerintah. Tetapi kemudian peme—'
rintah harus mehgusahakaﬁ'agar perusahaan negara tersebut
dapat bekerja dengan tidak merugi lagi, sehingga tidak akan
memberatkan beban angéaran negaré-

Untuk mencegah adanya pemupukan modal di tangan perusa-
haan negara, maka sebagian dari pendapatan bersih vang diha-—
silkannya dipusatkan di tangan negara. Dengan demikian maka
pendapatan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan negara ha-
rus dibagi dalam dua golongan, yaitu bagian yang ditahan di
dalam perusahaan untuk membelanjani pertumbuhannya, dan ba-
gian lain adalah yang dipusatkan di tangan negara untuk d&i-

gunakan bagi kepentingan rakyat banyak.

G. Sistimatika
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BAB III
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERGESERAN
FUNGSTONALISASI BADAN USAHA MILIE NEGARA (BUMN)

A. Eksistensi BUMN dalam Sistem Ekonomi Indonesia

1. Beberapa Ciri dan Landasan Pikir Sistem Ekonomi di

Indonesia
a. Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945

Sistem Ekonomi adalah keseluruhan lembaga-lemba-
gsa ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakén oleh
suatuy bangsa atau negara dalam mencapal clta-cita
yané telah ditetapkanl).

Sistem ekonomi terdiri dari asas-asas, kaidah-
kaidah vang tersusun secara teratur vang bekerjasama
menurut tujuan tertentu, vang terikat dalam satu ke-
satuan vang satu sama lain saling mengait dan  fung-

sional. Yang membedakan sistem ekonomi Justru tidak

1) Soetrisno PH, Sekelumit Tentang Sistem Ekonomi Pancasila Ditinjau
Dari Segi Sosio Kultural, dalam Mubyarto dan Budiono (ed.), 1987,
Ekonomi Pancasila, Mubvarto dan Budiono (ed.), BPFE, Yogyakarta,
hal. 99



terletak pada lembaga-lembaga itu sendiri tetapi ter-—

letak di belakang lembaga-lembaga tersebut, vaitu fak- .

tor metaskonomis atau faktor-faktor non ekonomis?) .
Sistem ekonomi di berbagai negara sepanjang seja—
rah mengenal berbagail bentuk. Faktor-faktor yang mem-—
hedakan sistem skonoml tersebut adalah pandansgan hidup
suatu bangsa, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kebu~
dayaan suatu bangsa atau masyarakat yvang pada umunnya
disebut sehagal Weltanschauung3}. Selain itu, kiasi—

fikasinya tergantung pada cara bagaimana sistem itu

membuat keputusan-keputusan dasar tentang produksi, -

distribusi daﬁ atau kornsumsi. seperti apakah kekuasaan
mengambil keputusan akan dikonsentrasikan di tangan
hebarapa crang =aja atau bahkan satu orang saja, yang
dengsan demikian mendadi berkuasa mutliak, ataukah di-
distribusikan di antara banyak orang.

Pentuk-bentuk sistem ekonomi terssbut perlu dija-
barkan, karena untuk menganalisis bagaimana sistem
akonomi di Indonesia diperlukan pembanding dari sis-
tem ekonomi vang berlaku di negara lain. Atas dasar

klasifikasi dari cara bagaimana sistem itu membuat

keputusan-keputusan dasar tentang produksi, distribu-

23y Scetrisno PH, loc.cit
3) Soetrisno PH, loc. cit



-si, dan atau konsumei, akan ditemui bentuk-bentuk se-

bagal berikut:

(1) Sistem Kapitalisme

(2)

Istilah “kapitalisme” diperkenalkan oleh Karl
Marx {(1818-1883) untuk menunjuk pengaturan ekono—
mi yang menggantikan sistem feodal 'pada Zaman
Pertengahan. Dalam sistem kapitalisme pengambilan
keputusan didistribusikan secara luas, _makéudnya
pengambilan keputusan diserahkan kepada semua in-
dividu. Perekonomian yvang dipengaruhi aliran pe-
mikiran ini, dalam mana alat-alat dasar produksi
{(tanah, tenaga kerja, kapital) dikuasai oleh
swasta, maka produksi barang dan jasa secara mak-
simal akan tercapai bila campur tangan pemerintah
ditiadakan atau dibatasi sesedikit mungkin untuk
ﬁemberi kesempatan kepada setiap individu untuk
menggﬁnakan kekayaan atau tenaga kerjanya sebe-
bas~bhebasnva untuk keunbungan sebesar-besarnya
bagi dirinya sendiri. berekonomian vang diabtur
demikian biasa disebut perekonomian liberal (la-
issez faire)

Sistem Sosialisme

Sistem Sosialisme umumnya menghendaki pemilikan

alat produksi secara kolektif. Dalam sistem 1ini

" pengambilan keputusan terkonsentrasi pada kelom-
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pok yang berkuasa, sedangkan-pengaturan ekonomi
yéng dihasilkannya| yaitu kolektivisme. Bentuk
kolektivisme vang ekstrim ialah komunisme dengan
ekonomi berencana yang disusun, dilaksanakan dan
dikontrol oleh kekuasaan pusat.

{3) Sistem Tradisional
Dalam sistem ini pengaturan ekonomi dimapankan
menurut pola tradisi, yang biasanya sebagian be-
sar menyvangkut kontrol atas tanah sebagai sumber
terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Kon-
trol berada pada unit-unit kecil vang membagi
sumber daya atau hasilnya kepada individu dan ke-
luarga. Pada umumnya, sistem perekonomian campur-
an adélah perkembangan dari sistem tradisional

ini.

Dalam perkembangan sejarah, sistem ekonomi mempu-
nyal variasi amat banyak,-walaupun demikian dapat di-
golongkan dalam dua sistem ekstrim yaitu, sistem
liberal-kapitalistis dan sistem sosialis-komunis, be-
berapa ahli ekonbminya menyebutnya sebagai sistem
ekonomi “modern”.4) Sistem ekonomi “"modern” vansg di-

maksud adalah sistem ekonomi Vvang lebih bersifat

4) Mubyarto. 1987. Fkonomi Pancasila. LP3ES. Jakarta. hal. 25




"pra-modern-feodalistik”

sia dan kebanyvakan nesg

alokasi sumber daya i
atau “perencanaan sen
kebhiasaan kuno atau

mapan dan bersifat kaku

" seperti dalam kasus Indoneu
ara sedang berkembang, dimana
idak didasarkan pada ‘“pasar”
tral” tetapi pada kebiasaan-

ada stratifikasi sosial vyang

Saat ini banyak negara-negara barat tidak lagi

mengannt sistem ekonomi

vang bersifat ekstrim, seper-

ti Inggris, negara-negara Skandinavia, Amerika Seri-—-

kEat sebagaimana diketahui adalah negara-negara perta-

ma di dunia yang mengq

nut sistem Kapitalis ala Key-

nes.5) Amerika Serikat

besar di luar n=gara-negara sosialis-komunis,

nvai program-program

sebagai negara kapitalis ter-
mempu-

vang berbau sosialis dimana

dalam kenvabaannya pemerintah mempunyal peranan bssar

dalam perekonomian, baik dalam sektor industri maupun

sektor pertanian.G).

5) John Maynard Keynes (1883-1946)

‘dengan teori barunya nenvebutkan

bahwa sistem kapitalis Neoklasik masih dapat dipertahankan, tetapi

sifatnya vang terlalu liberal b

arus dihilanskan, karepa sistem eko-

nomi vang terlalu liberal tanpg campur tangan pemerintah secara
langsung bisa membawa kehancuran. Maka sistem vang lebih baik ada-
1ah dianjurkan peranan yvang bhesar dari investasi pemerintah (mela-

1lui kebijaksanaan tingkat bhunga
aistem ekonomi sosialistis-komu

8) Mubyarto. loc. cit.

dan perpajakan) tanpa harus menjadi
nis.
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Dalam kasus Indonesia, sumber ekonomi bangsa,
termasuk alat produksi dimiliki oleh individu atau
kelompok swasta, disamping sumber—sumber pemerintah
lokal. Sistem ekonomi semacam ini digolongkan dalam
sistem perekonomian campuran.7) Dalam sistem campuran
dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu sektor
swasta dan sektor negara. Di Indonesia, selain sektor
swasta dan sektor negara, dikenal pula sektor kopera-
si, berdasarkan Pasal 33 UUD 1845,

Di antara bentuk-bentuk ekstrim falsafah dan sis-
tem perekonomian, pandangan Indonesia terhadap sistem
ekonomi mempunyvail tempat tersendiri. Sistem ekonomi

" menurut Pancasila sering disebut soslalisme juga, te-
tapi bukan sosialisme radikal. Kualitas ' pandangan
Pancasila dan UUD 1945 dengan Jjelas dan tegas menolak
individualisme yang sepenuhnya tidak sosial yaitu
sistem kemasyarakatan vang terlepas satu sama lain.
Tetapi Juga menolak anggapan vang hanya melihat ma-
syarakat sebagai satu-satunya kenyataan dan individu-

sebagai dengan konsekuensinya dalam sistem ° pereko-

7) Sistem perekonomian campuran maksudnya adalah kekuasaan dan kebe-
basan berdampingan dalam kadar vang berbeda-beda, hal ini vang me-
nimbulkan berbagai bentuk campuran. Ada campuran yang lebih menge-
kati sistem liberalistis karena kadar kebebasan yang relatif besar.
Ada pula campuran yang lebih mendekati sistem kolektivitas karena
peranan kekuasaan pemerintah negara yang relatif besar dalam proses
ekonomi.
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nomian. Dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945, indi-

vidu dan masyarakat berada dalam keselarasan dan ke-

seimbangan:

Pancasila yahg bulat dan uvtuh itu memberi keyakinan
kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan
hidup akan tercapai apabila didasarkan atas kegela-

rasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia

Se—

bagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan alam,
dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain, dalam hu-
bungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalamagengejar

kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rokhaniah.

Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional untuk

kehidupan ekonomi menurut Pancasila dan JUD 1945

an—

tara lain tercantum dalam Pasal 27, Pasal 33 dan

Pasal 34 UUD 1945. Pasal 33 dianggap sebagal

pasal

terpenting UUD 1945 dalam hubungannya dengan pereko-

nomian Indonesia.

Pasal 27 avat (2) UUD 1245 menetapkan hahwa tiap-

tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidup-

an vang layak hagi kemanusiaan. Pasgal 34 UUD 19245 me-

netapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak vang ter-

lantar dipelihara oleh nagara.

Sedangkan Pasal 33 UUD 1945 dengan penjelasannya

berbunyi sebagai berikut:

8) Ketetapan MPR No. II/MPR/1987 Tentang Pedoman Penghayatan Dan
Pengamalan Pancasila {Ekaprasetia Pancakarsa)

m
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{1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berda-
sarkan atas asas kekeluargaan. :

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagl nesara
dan vang menguasai hajat hidup orang banyak diku-
asai oleh negara. ,

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan

Dalam Pasal 33 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi
dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilik-
an anggota—anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan ke-
makmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disu-
sun sebagail usaha bersama berdasar atas asas kekelu-
argaan. Bangun perusahaan yang sesual dengan itu ia-
lah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi
ekonomi, kemakmiuran bagl semua orang. Sebalk itu
cabang~cabang produksi yang penting bagi negara dan
vang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh
negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan

orang seorang yvang berkuasa dan rakvat banyak ditin-
" dasnva. Hanyva perusahaan yang tidak mensguasali hajat
hidup orang banyak boleh ada di tangan orang sSeorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam
bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu
harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk se-
besar-besarnva kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli- ekonomi di Indonesia telah merumus-
kan konsep-konsep yang berkenaan dengan sistem skono-
mi menurut Pancasila. Salah éatu sorotan ditujukan
pada 1lima ciri sistem ekonomi menurut Pancasilag},
vaitu:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan eko-

nomi, sosial dan moral;

9) Mubvarto, op. cit. hal. 53

i
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Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah ke-
ﬁdaan-kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuail
dengan asas—asas kemanusiaan;
Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan .per-
ekondmian nasional yvang tangguh yang berarti na-
sionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan skonomi;
Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan me-
rupakan bentuk yang paling kongkrit dari usaha
bersama;
Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara peren-
canaan di tingkat nasional dengan desentralisasil
dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin

keadilan ekonomi dan sosial.

Sebagai pembanding, di bawah ini dirumuskan kon-—

sep-konsep mengenai lima ciri khas sistem ekonomi me-

nuarut Pancasila

103 , vailtu:

{1) Peranan dominan dari koperasi, bersama dengan

perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan—-per-
usahaan swasta. Intinya adalah bahwa semua bentuk
badan usaha didasarkan pada asas kekeluaréaan dan
prinsip harmoni, dan bukan pada asas kepentingan

rpribadi dan prinsip konflik kepentingan.

10) Boediono. 1987. Ekonomi Pancasila. BPFE. Yogyakarta. hal. 10
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(3)

(D)

Y]
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Memandang manusia secara utuh‘

Manusia bukan melulu econcmic manr tetapl juga so-
cial and religious man, dan sifat manusia vyang
terakhir ini bisa dikembangkan setaraf dengan si—
fat yang pertama sebagal motor penggerak kegilatan
duniawi (ekonomi).

Adanva kehendak sosial vang kuat ke arah egalita-—
rianisme atau kemerataan sosial.

Diberikannya prioritas utama pada terciptanya su-
atu perekonomian nasional yang tangeguh. Konsep
perekonomian nasional, dan pemberian prioritas
utama pada kepentingan nasional untuk mencapail
suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan ter-—
hormat di arena intermasional, dan yang' didasar—
kan atas solidaritas dan harmoni di dalam negeri.
Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pe-
laksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimpangi
dengan perencanaan vang kuat sebagail pemberi arah
bagi perkembangan ekonomi (seperti yang) dicer-

minkan dalam cita-cita koperasi.

Perekonomian Indonesia hendak dibangun dengan

falsafah Pancasila, yang telah dikonfirmasi sebagal

Falsafah Negara Republik Indonesia, lengkap dengan

ketentuan—~ketentuan yvang diturunkan daripadanyva dalam

wujud keseluruhan pernyataan UUD 1945. Sebelum menje-




laskan perekonomiannya, periu dikajl cara pendekatan
Pancasila terhadap kehidupan masyarakat.

Panitia Limall) menunjukkan dua cara pendekatan
dasar yang terkandung dalam Pancésila dalam hubuns-
annya dengan kehidupan kemasyarakatan. Pertama adalah
cara pendekatan etis .yang memberi dasar moral. EKedua
adalah cara pendekatan politis, memberi dasar politis
kepada keseluruhan sistem sosial, ekonomi dan poli-
tik.

Dasar pendekatan etis yang dimaksud adalah sila
pertama dan'kedua Pancasila yvang menyatakan Ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Moral vang diturunkan dari kedua sila ini "menduduki
tempat tertinggi dalam hirarkhi nilai-nilai yvang me-—
“liputl seluruh daerah sosial dan kebenaran-kebenaran
politis yang terkandung dalam tiga sila lainnya dari
Pancasila vang dinyatakan dalam satu rangkaian, se—
bagai berikut: Persatuan Indonesia, dan kerakyatan
vang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu-
syawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

keadilan:sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

11) Panitia Lima terdiri atas Mcohammad Hatta (ketua), Ahmad Subardjo
Diojoadisurjo, A.A. Maramis, Sunario dan A.G. Pringgodigdo vang
talah menvelesaikan tugasnya memberikan penafsiran tunggal menge-

nai Pancasila.
Panitis Lima, 1977. Uraian Pancasila. Mutiara. Jakarta



Pendekatan politis yang dimaksud adalah pendekat-
an menurut kebenaran-kebenaran politis dan dengan
sendirinya sistem perekonomian juga berurusan dengan
apa yang menurut etika atau moralitas adalah seharus-
nya atau tidak seharusnya, baik atau tidak baik.

UUD 1945 menyatakan nilai-nilai itu dalam bentuk
yvang menjadi wewenang hukum dan perundang—updangan,
jadi moralitas publik. Moralitas publiklz) mengikat
seluruh warganegara dalam kehidupan kemasyarakatan-
nya, dan dengan sendirinya jusa mengikat kekuasaan
publik atau pemerintah negara, misalnya dalam hal ke-

bebasan dan keadilan sebagai nilai-nilal yang sangat

" erat hubungannya dengan objektif daril keadilan sosi-

al, vaitu kesejahteraan sosial.
Berdasarkan uraian—uraian di atas, dapat disim-

pulkan bahwa segala patokan, kaldah dan asas—asas

12)

Pasal-pasal di dalam UUD 1945 vang merupakan bidang moralitas pub-—
1lik waltu:

Kebebasan dan perlindungan yang sama di bawah hukum untuk semua
warganegara (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);

Zebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul (Pasal 28 UUD
1945);

Kebebasan beragama (Pasal 29 ayat (2) UUD 19453,

Hak atas pskerjasn dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(Pasal 27 avat (2) UUD 1945);

- Hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara (Pasal

30 ayat (1) UUD 1945);

Hak mendapat pengajaran (Pasal 31 avat (1) YUD 19456);

Hak akan bagian dalam kemakmuran (Pasal 33 UUD 1945);

Hak pemeliharaan oleh negara bagi fakir miskin dan anak-anak
terlantar (Pasal 34 UUD 1945);
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dari UUD 1945 dan Pancasila menunjﬁkkan ciri—-ciri da-
sar citra dimensional masyarakat vang dikehendékinya
sendiri. Cita~cita =osial yang terkandung aalam fal-
safah Pancasila, kemana perkembangan ekonomi Indone-
sia diarahkan, dan di atas mana pembangunan sisﬁémnya
diletakkan, tentunva dapat dikaji dari rumusan yansg
diturunkan dari dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut

sebagai satu keseluruhan yang utuh.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi Fkonomi di Indonesia

Dalam penjelasan autentik Pasal 33 UUD 1945, ter-
cantum "demokrasi ekonomi”..Demokrasi ekonoml merupa-—
kan cita—-cita sosial, dan dalam hal sistem perekono-
mian menurut Pancasila dan UUD 1945 harusléh sesuai
dengan cita—cité sosial rakyatnva. |

Demokrasi Ekonomi vang menjadi dasar pelaksanéan
vembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai beri-
kut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berda-
sar asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang Banyak dikuasai
é]eh negara. |

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergﬁnakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Sumber—éumber kekayaan dan kéuangan negara diguna-
kan dengan permufakafan lembaga—lembaga perwakilan
rakyat, serta pengawasan tefhadap kebhijaksanaannya
ada pada lembaga—lembaga perwakilan rakyat pula.
Warga.negara memiliki kebebasan dalamrmemilih 'pe—
kerjaan dan penghidupan yang lavak.

Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masya-
rakat.

Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap wargane-
gara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas
yvang tidak merugikan kepentingan umum.

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipeli-

hara oleh negara.

Dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan ciri-

ciri negatif sebagai berikut:

1.

Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eks-
ploitasi terhadapr manusia dan bangsa lain yang da-
lam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan
mempertahankan kelemahan strukfural posisi Indone-
sia dalam ekonoml dunia.

cistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur
ekonomi negara bersifat dominan serta mendegsak dan
mematikan potensi dan daya kreasi unit—unit ekono-

mi di luar Sektor Negara.



e

3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok da-

lam bentuk monopoli yvang merugikan masyarakat.

Deskripsi ciri-ciri dari Demokrasi Ekonomi terse-
but di atas, menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indone-
sia menginginkan titik ideal yang dianggap cocok un-—
tuk Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, harus ada
penempatan peran negara pada posisi sedemikian rupa,
sehingga mampu mengendalikan kegiatén—kegiatan ekono-
mi.

Kegiatan skonomi yang tidak terkendali yang dise-
babkan oleh kelcompok-kelompok yvang berkuasa dan bher-
pengaruh menyebabkan ada kecenderungan menuju etatis-
me, monopoli dan persaingan (liberal) vang ‘mematikan
golongan—-golongan skonomi lemah. Memang hak ﬁilik dan
kepentingan 'perorangan diakui dan dijamin, *tetapi
jika sudah menunjukkan tanda-tanda merugikan- kepen—
tingan umum, maka hak dan kepentingan perorangan ter-
sebut harus Jjelas-jelas dibatasi untuk memberikan
tempat lebih tinggi pada kepentingan masyarakat.

. Sistem ekonomi menurut Pancasila dan UUD 1945
memberikan tempat vang tinggli pada peranan perencana-
an sentral dan juga memberi keleluasaan pada bekerjé—
nya mekanisme pasar. Hal ini membutuhkan persyaratan
yang berat. Salah satu syaratnya adalah perusahaan

negara yvang diharapkan mampu menempatli posisi koman-
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do, harus bekerja sangat efisien; Perusahaan negara
harus mampu melaksanakan sendiri berbagai program dan
proyek yang ingin didorong perkembangannya secara
langsung dan membimbing satuan ekonomi individu untuk
menirunya. Hal ini berarti bahwa perusahaan—-perusa-
haan negara pada umumya diharaprkan mampu bekerja le-

bih baik daripada perusahaan-perusahaan swasta.
2. Landasan Konstitusional BUMN di Indonesia

Pada bagian iﬁi merupakan pembahasan Pasal 33 avat
(2) dan ayat (3) yang merupakan landasan konstitusional
PUMN di Indonesia. Pasal 33 ayat (2) menjelaskan bahwa
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yvang
mensuasai hajat hidup orang banyak dikuasail dan kekavaan
alam vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada ' Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia tidak merinci makna masing-masing kata. Yang
dijelaskan adalah kalau tidak dikuasal oleh negara, maka
akan dikuasai oleh orang-seorang vang berkuasa dan rak-
yat vang banyak ditindasnya. Demikian pula untuk ayat
(3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung
dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh
sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.




Bagi sebahagian masyarakat awan, cabagg—cabang pPro-
duksi vans penting basi negara adalah semua kegiatan
produksi barang dan jasa untuk menjalankan roda pemerin-
tahan vang jika tidak ada, maka pemerintahan itu  akan
terhambat. Namun jika direnungkan, dapat diﬁatakan hahwa
semua produksi barang dan jasa itu penting bagi negara.
Kata “penting” dapat diartikan béhwa Jika produk barang
dan jasa tersebut tidak ada maka akan terasa ketiadaan-
nya olsh semua orang.

Suatu cabang produksi itu penting bagi negara atau
tidak pada tahap pertama vang menilai warga adalah ma-
syarakat, namun hal ini tergantung pada kedudukan warga
nesara tersebut dapat menentukan atau tidak. S&lanjutnya
adalah dunia keilmuan (perguruan tinggi dan lembagsa pe-
nelitian). Tahap ketiga adalah kelompok masyarakat (or-
ganisasi massa, organisasi politik dan lembaga keagama-—
an). Dan tahap terakhir adalah pemerintah sendiri atau

majelis tertingsi di Indonesia. Pada akhirnya yang meni-

[0

lai penting tidaknya suatu cabang produksi itu bagi ne— -

gara adalah perimbangan kekuatan suara dalam masyvarakat.

Pengertian menguasal hajat hidup orang banyak adalah
semua cabang produksi barang dan Jasa yang hasilaoya di-
pakai oleh semua orang, atau hampir semua orang, sepertil
sandang, pPpangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan

pemberian kesempatan kerja, walaupun dari waktu ke waktu
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ada pergeseran status barang dari tidak menguasaif hajat
hidup orang menjadi menguasai hajat hidup orang banyak.
Sehingga yang dapat dijadikan pendekatan pertama adalah
indeks inflasi (indeks harga konsumen) artinﬁa barang
dan Jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak vyang
dipilih oleh konsumen. .

Pengertian dikuasai oleh negara berarti suatu iklim
atau kebijaksanaan ekonomi yang memungkinkan negara c.4q.
pemerintah untuk ikut berusaha atau menentukan dalam
proses produksi. Ikut menentukan tidak selalu memiliki
sendiri. Suatu cabang produksi dapat dimiliki oleh swas-
ta tetapi pemerintah mempunyai wewenang untuk ikut me-
nentukan atau bahkan sepenuhnya menentukan jalannya pro-
ses produksi.

Penguasaan oleh negara dapat mengambil berbagai gra-
dasi. Yang paling ketat adalah bentuk usaha vang dimili-
ki, dikeiola dan sepenuhnya diatur oleh negara (bentuk
usaha BUMN dengan varian Perjan, Perum dan Persero).
Sedangkan yang paling longgar adalah bentuk usaha vang
dimiliki swasta tetapi negara mempunyvai wewenang untuk

ikut mempengaruhi jalannya pfoduksi.
3. Konsep Dasar Bentuk-Benbtuk BUMN di Indonesia

Bentuk-bentuk usaha negara diatur dalam Undang-—

Nomor 9 Tahun 1869 vang menjelaskan bahwa usaha—usaha



negara berbentuk perusahaan. Déngan aemikian perusahaan
adalah usaha negara. Undang-Undang Nomor‘9 Tahun 1968
membedakan tiga bentuk perusahaan yaltu perusahaan Ja-
watan (Perjan), perusahaan umum (Perum) dan ﬁerusahaan'
perseroan (Persero).

" . Ciri-ciri pokok dari ketiga bentuk usaha negara ini
dapat dilihat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 17
Tahun 1987. Ciri-ciri yang ditetapkan di dalam Lampiran
Instruksi dan ditambah dari sumber léinls), adalah se-

bagai berikut:

.a. Perjan

1. Makna usaha, tujuan perusahaan: public service ar-
tinyva pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Status hukum : bukan badan hukum

0

Hubungan . organisatoris dengan pemerintah: seba-
gai bagian dari departemen/direktorat jendral (ti-
dak otonom?

4. Perjan mempunyai hukum publik

5. Hubungan usaha antara pemerintah vang melayani dan
masyarakat yang dilayani, sekalipun terdapat sig-
tem bantuan, harus selalu didasarkan atas hubungan

zakelijk.

13) Pandji Anoraga. 1985. BUMN, Bwasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Eko-

nomi. Pustaka Java. Jakarta. hal. 3 dst.




—
[

Pemilikan/penguasaan pemerintah: sepenuhnya dan
langsung seperti terhadap hagian departemen/ di-
rektorat Jjendral.

Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah kepa-
la jawatan yvang diangkut oleh pemerintah.
Pengawasan oleh pemerintah: langsung dan secara
hirarkis fungsional, pemeriksaan oleﬁ akuntan ne-
gara, neraca disahkan oleh menteri.
Kekavaan/permodalan: dari pemerintah melalul ang-
saran belanja tahunan. Dan seperti halnya dengan
badan/lembaga pemerintah lainnya, mempunyai dan
memperoleh segala fasilitas negara.

Status kepegawaian : pegawal negeri

Ruang lingkup kegiatan usaha: pada umumnya public

utility yang bersifat vital dan strategls.

b. Perum

1.

NI

Makna wusaha. tujuan perusahaan : public wutility
artinya melayani kepentingan umum dan profit seim-
bang/kondisicnal.

Status - hukum : badan hukum berdasarkan Uu 18 pre
tahun 1960 dan PP/pendirian.

Hubungan organisatoris: berdiri sendiri sebagail
kesatuan organisasi yvang terpisah (otonom). Orga-
nisasi, tugas, wewenang, tanggung Jawab, dan peng-

awasan diatur secara khusus, yang pokok-pokoknya



akan teroégmin dalam undang-undang vang nmengatur
pembentukan psrusahaan negara ifu.

Mempunyal nama dan kekayaan sendifi, mehdapat ke-
bebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk
mengadakan atau masuk ke dalam Suatu perjandian,
kontrék—kontrak dan hubungan perusahaan lainnya,
dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumnya
diatur secara hubungan hukum perdata.
Pemilikan/penguasaan oleh ﬁemerintah :  sepenuhnya
dan tidak langsung vaitu melalui penanaman kekaya-
an negara yang dipisahkan.

Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu

direksi vang diangkat oleh pemerintah.

7. Pengawasan oleh pemerintah: melalui pejabkat atau

10.

badan hukum vang berfungsi seperti komisaris. Pe-
meriksaan oleh akuntan negara, neéracs disahkan
menteri. |
Kekayvaan/permodalan: déri kekayvaan negara yang di-
pisahkan dan merupakan modal dasar Perum. Modal
tidak terbagi dalam saham.

Status kepegawalan: pegawal perusahaan negara ber-—-

dasarkan undang-undang sendiri.

Ruang lingkup kegiatan usaha: pada umumnya usaha-

usaha penting berupa public utility/service.



C.

Persero

10.

Makna usaha, tujuan perusahaan: profit strategi
titik berat atau memupuk keuntungan.

Status hukum: badan hukum perdata yang berbentuk
perseroan terbatas.

Hubungan organisatoris dengan pemerintah: berdiri
sendiri sebagai suatu kesatuan organisasi yang
terpisah (otonom).

Hubungan—hubungan usahanya diatur menurut hukum
rerdata.

Pemilikan/pensuasaan oleh pemerintah: dapat sepe-
nuhnya atau sebagian yaitu melalui pemilikan saham
secara keseluruhan atau sebagian.

Pengurusan cleh pemerintah: pimpinan adalah suatu
direksi, diangkat oleh Rapat Umum Pemegang.Saham.
Pengawasan oleh pemerintaﬁ: melalui dewan . komisa-
ris yvang diangkut oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Kekavaan/permodalan: dari kekayaan negara yang di-
pisahkan dan merupakan modal dasar Persero, untuk
keseluruhan atau sebagian modal persefoan‘ terbagi

dalam ssham-—-saham.

Status kepegawalan: pegawal perusahaan swasua bia-

sa.
Ruang lingkup kegiatan usaha: seperti pada perusa-

haan swasta bilasa.
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Perkembangan &konomi dunia telah menumbuhkan per-
saingan pasar yang makin ketat, yang sejalan deﬁgan ke~
cenderungan globalisasi perekonomian dan liberalisasi
perdagangan. Indonesia sebagail peserta‘aktif délam ber—
bagai forum regional maupun multilateral sudah sepakat
untuk turut serta dalam era perdagangan bebas, melalui
keikutsartaan dalam herbagal késepakatan vang dicapai di
berbagai forum vyakni General Agreement on Tariff and
Trade, Génefal Agreement on I?ade in Service, ASEAN Free
Trade Area, ASEAN Framework Agresment on Service dan ke-
sepakatan perdagangan bebas APEC.

Sesuai dengan kecenderungan perdagangan bebas dan
era globalisasi tersebut, pemerintah mengeluarkan kesbi-
jakan mengkonversi perusahaan negara yang diaﬁggap se-
suai untuk dibentuk menjadi PERSERO. Kebijakanlini Juga
didukung dengan diterbitkannya PP nomor 12 tahun 1998
tentans Perusahaan Perseroan (PERSERO). Di dalam PP no-
mor 12 tahun 19898 ini, PERSERD diberi peluansg saluas-
luasnva untuk mengembangkan usahanya sehingga PERSERO
tersebut dapat menjadi badan usaha yang lebih maju dan
mandiri.

BUMN PERSERO selama ini tunduk pada peraturan Yyang
siTatnva membatasi gerak sehingega tidak dapat kdmpeti—
tif, dan selama ini BUMN PERSERC diperlakukan sebagali

instansi pemerintah, padahal BUMN PERSERO itu swasta,
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hanya modalnya‘éaja @ari negara. Qleh karena itu BUMN
PERSER(: perlu tunduk pada peraturan mengenal PT vang
bersifat lﬁwes. ! -

Dengan berlakunya\PP nomor 12 tahun 1998, maka PP
nomor 12 tahun 1968 téntang Perusahaan Perseroan, PP no-
mor 3 tahun 1983 tenténg Tata Cara Pembinaan dan Penga-
wasan PERJAN, PERUM,Edan PERSERO dan PP nomor 55 tahun

199Q tentang Perusahadn Perseroan yang Mendual Sahamnya

kepada Masyarakat Melélui Pasar Modal, dicabut dan tidak .

berlaku lagi.

PP nomor 12 tahun 1980 disusun sepenuhnya berda-
sarkan ketentuan vang berlaku bagi Perseroan Terbatas
sebagaimana termaktub?dalam Undang-Undang nomor 1 tahun
1895 tentang Pefseroaﬁ Terbatas, hanya saja Pf nomor 12
tahun 1998 memberi pengaturanmpengaturan khﬁsus VAnRg
berkaitan dengan karakter PERSERC sebagai Perseroan Ter-—
batas vyang sahamnya éebagian atau seluruhnya dimiliki
oleh Negara. E

QOrgan Pergero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Sa-
ham, Direksi dan Komi%aris. Dalam PP nomor 3 tahun 1983
dikénai adanya Mente%i Teknis yang berwenang melakukan
pembinaan bidang usah? BUMN, sekaligus sebhagal Kuasa Pe-
megang <Saham. Seirin? dengan telah dikeluarkannya Un—
dang-Undang nomor 1 téhun 1995 tentang Perseroan Terba-

tas, maka mekanisme kerja kehidupan Perseroan termasuk

5"?
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pembinaannva didasarkan pada ketentuan Undang-Undang
tersebut. Hal ini berlalku pula bagi PERSERC yang pada
dasarnva berbentuk hukum Persercan Terbatas.

Mekanisme kerja PERSERQ dilakukan oleh 3 organ . Per-
seroan, vakni Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan
Direksi. Sementara itu, Menteri Keuangan berkedudukan
sebagai Rapat Umum Pemegang Saham bila selurub saham
PERSERED dimiliki oleh negara danlsebagai pemagans Saham
bila hanya éebagian saham PERSERO vang dimiliki negara.
Sedangkan Menteri Teknis sesual fungsi Pemerintah dan
berdasarkan pembagian tugas yvang berlaku, mempunyal ke-
wenangan penentuan kebijakan pengaturan usaha dan produk
vang dihas;lkan baik bharang maupun jasa, vVang bérlaku
umam baik bagi BUMN maupun swasta. Dengén demikian maka
fimgsi pembinaan BUMN sebagail hagian daril mekahisme ker-
Ja kehidﬁpan Persernan dilakukan oleh Menteri Keuangan
dalam hal vansg bersangkutan bertindak selaku Rapat Umum
Pemegang Saham atau oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam
hal Menteri Keuangan berkedudukan sehagal pemegans sSa-—

ham.
4. Kegiatan¥Kegiatan BOMN

Kegiatan BUMN erat herkaitan dengan berbagai tujuan

0

yang perlu dicapail BUMN, seperti yang telah ditetapkan'

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. PP No.
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3/1983 ini meliputi ketiga BUMN, vaitu Perjan, Perum,
dan Persero vang pada pokoknyva memiliki kegiatan-kegiat-
an sebagai berikut: o

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi nega-—-
ra pada umumnya dan penerimaan negara pada khusus-
nya.

2. Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan.

3. Menvelensgarakan kemanfaatan umum berupa barang dan
jasa befmutu_dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyak.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum

dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

o

" Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha vang ber-
sifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasl dengan
antaré lain menyediakan kebutuhan masyarakat baik da—
lam bentuk barang maupun bentuk jasa dengan memberi-
kan peliayanan yang bermutu.

5. Turut aktif memberikan bimbingan kepads sektor swas-—

ta, Kkhususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan

sektor koperasi.

7 Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelalksanaan

program dan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekono—

mi dan pembangunan pada umumnya.
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Dalam PP No.3/1983 dan beberapa arahan yang dite-
tapkan. yaitu tentang tujuan pembentukan BUMN, antara
lain sesbagal berikut:.

1. menvumbang perkembangaen perekonomian nasional dan pe-
nerimaan negara.

2. mampu berjalan baik dan memupuk keuntungan,

3. bermanfaat bagi umum terutama dalam memenuhi hajat
hidup orang banyak, |

4, melaksanékan kegiatan usaha vang belum dapat dilaksa-
nakan oleh swasta dan koperasi sertarbersifat meleng-
kapi terutama dalam menyvediakan kebutuhan masyarakat
luas,

5. aktif memberi bimbinsan kepada usaha ekonomi lemah
dan koperasi, |

18. aktif menunjang pelaksanaan program pemerataan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tujuan pembentu-
kan ' BUMN dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tugas yang
lazim sebagai badan usaha bisnis yvang mencari keuntungan
tetap wajib dijalankan. Namun berbagal tugas palaksanaan
program pemerintah juga menjadi Eagian vang tidak terpi-
aahkan dari tugas-tugas yang diembannya. Walaupun di
bidang-bidang usaha tertentu, sepertl bhentuk-bentuk ke-
giatan vang masuk kategori menguasai hajat hidup orang
banyak dan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakulkan

oleh BUMN, namun tidak berarti mereka memiliki ruang ge-
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rak vang lebih longgar dibanding sektor swasta dalam me-
manfaatkan kelonggaran sertsa kelebihan tersebut.

Segala bentuk kemudashan dan fasilitas yang pernah
ada Jjustru seringkali menjadikan BUMN vang bersangkutan
kurang efisien, kurang perhatian terhadap upaya-upaya
yvang pengelolaan usaha secara profesional, sehingga ti-
dak Jarang hanya merupakan perpanjangan tangan suatu de-—
partemen yang kurang menguntungkan bagi operasi suatu
lembaga usaha bisnis.

Fungsi dan tusgas BUMN di Indonesia cukup unik kare-
na di satn pihak dituntut sebagai badan usaha pengemban
kebijaksanaan dan program-program pemerintah (agen pem-
bangunan) di pihak lain harus tetap berfungsi sebagal
unit usaha komersial biasa_dan mampu berjalaﬁ dan ber-

operasi berdasarkan prinsip-prinsip ugaha vang sehat.

5. BUMN sebagai Public Utilities
a. Penguasaan Public Utilities oleh Negara

Tujuan pemerintah nesgara vaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia oleh tumpah darah Indonesia dan men-—
jagé katertiban dunia (tujuan keamanan dan keterti-
ban), memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa (tujuan kesejahferaan unum) . Tujuan
nasicnal adalah asasi aalam usaha-usahs pemuasan ke-
butuhan nasional. dengan sendirinya menentukan fungsi

kekuasaan pemsrintah negara.




Menurut éifatnya, fungsi kekg#saan pemerintah ne-
gara dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu: funs-
si perfektif, fungsi direktif dan fungsi korektifid) .
Fungsi perfektif berawal dari kekuasaan yang dieks—
presikan dalam hukum dan perundang-undangan. Kekua-
saan seperti ini mempunyail efek paedagogis, yang me-
nentukan pola kelakuan yang boleh atau tidak boleh
dijalankan agar manusia benar-benar memanusiakan di-
rinya melalui masyarakat. Segi perfektif ini menga-
jarkan berbagal kebajikan (keutamaan). Fungsi direk-
tif berarti pemerintah dapat menentukan bahwa kepen-
tingan umum yang lebih diutamakan. Untuk itu pemerin-
+ah memerlukan kekuasaan (termasuk hukum?}. Fungsi ko-
rektif berarti bahwa demi hukum dan keadilan serta
keamanan dan. ketertiban dengan mana kehidupén bersama
dapat berlangsung, segala pelanggaran harus dikorek—
si.

Penjelasan autentik atas Pasal 33 UUD 1945 vang
sntara iain mengatakan bahwa produksi dikerjakan oleh
semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggo—
ta basyarakat.‘Maka dalam cabanz—cabang produksi ter-
tentu., kekuasaan pemerintah menjadi lebih pogitif bi-

la pusat mengambil tanggung jawab pengaturan langsung

14) Tom Gunadi. 1985. Bistem Perekonomian Menurut Pancasila Dan {JUD"45.
Angkasa. Bandung. hal. 127 dst
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atau penguasaan penuh. Tapi dalam banyak hal lain,
mungkin saja pimpinan atau penilikan suatu perusahaan
public utilities tertentu diserahkan kepada anggota
masyarakat..Hai ini sesuai dengan sifat perekonomian
yvang disusun sebagai usaha bersamé berdasarkanlrasas

kekeluargaan, vang pada dasarnya bukanlah etatisme.

b. Kekuasaan Negara dalam Pengelolaan dan Pembinaan

BUMN

Dalam fungsi direktif negara, dikenal apa vyansg
disebut dengan nasionalisasi atas public utilities.
Hal ini perlu diperinci karena nasionalisasi atas
public utilities merupakan konssp dasar pemikiran un-
tuk mengelola dan membina perusahaan-parusahaan ne-
gara.

Perlu diperjelas dahulu alasan-alasan nasionali-
sasi atas public utilities itu sendiri. Pasal 33 UULD
1945 dan penjelasannya menyatakan alasan-alasan ini
dengan Jjelas, namun ﬂapat diperinci sebagal berikut:
(1) Mqtif Sosial dan Filosofis:

a. Adalah semangat daéar dari ekonomi usaha her-
sama vang berdasar atas asas kekeluargaan un-
tuk menghapus ketimpangan yang ekstrim dalam
hal pendapatan dan kekuasaan.

b. Perusahaan-perusahaan public utilities yang

pada umumnya sangat padat kapital akan merupa-



kan konsentrasi kekayaan, dan karena itu Juga

konsentrasi kekuasaan ckonomi dan pelitik.

{(2) Alasan Politis:

{3)

Sesuai dengan motif sosial dan filosofis, dengan
meletakkan perusahan-perusahan publicr utilities
di bawah kekuasaan pemerintah, konsentrasi kekaQ
yvaan dan kekuasaan bisa disebarkaﬁ, atau Jjuga di-
mana perlu mencegah timbulnya monopoli oleh suatu
golongan masyarakat atas pelayanan dan pengadaan
barang dan Jjasa yang ﬁemberi kemungkinan penge-
rukan keuntungan vang tidak adil dari potensinya;
dan untuk menghindari kekuatan monopoli- itu sen-
diri vang dapat mengakibatkan kepentingan umum
dalam kehidupan ekonomi, sosial dan poiitik men-
jadi dirugikan atau bahkan dibahayakan;

Penting bagi Negara:

a. Stratesgik, menyangku:c keamanan negara Secara
langsung, sSehingga negara perlu mengambil
tanggung Jawab langsung untuk pensgaturan dan
pengawasan serta penyediaannya sendiri, misal-
nya: produksi tenaga atom, produksi senjata
dan amunisi.

b. Finansial, untuk memperoleh sumber keuangan
vagi kas nesgara dengan penguasaan guatu cabang

produksi.




{4d) Menguasai\hajat hidup orang banvak, yang merupa-
kan:
a&. kepentingan umum,
b. kebutuhan vital.

{6) Sumber Kemakmuran Rakyat.

Peranan negara vang besar dalam perskonomian In-
donesia, dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan
"memang . sudah seharusnya’ karena Pasal 33 avat (2)
dan (3) UUD 1945 secara mevakinkan mengamanatkan hal
itu. Meskipun penguasaan oleh negara tampaknya cukup
kuat dasar-dasar konstitusionalnya, namun dalam ke-
tentuan UUD 1945 tersebuf, tetap tercantum secara Jje-
las pembatasan-pembatasannya, yailtu bahwa: penguasaan
oleh negara dilakukan karena cabang-cabsng. produksi
tarsebut meﬁguasai hajat hidup orang banvak dan
pengnasaan bumi, air dan kekayaan alam tersebut ada-
l1ah untuk sebesar—besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang
produksi dan kekayaan alam tertentﬁ bukanlah demi
“penguasaan’ itu sendiri, melainkan karena penguasaan
itu dipandang menjamin perlindungan kepentingan orang
banvak, dan demi kemakmuran rakyat secara maksimal.

Dalam kenyataan, Jaminan perlindungan kepentingan

orang banyvak, dan peningkatan kemakmuran rakyat seca—

ra maksimal itulah yang sering dipertanyakan pemenu-
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hannva. Inil ditunjukkan oleh pelayanan yang tidak
efisien dari aneka usaha negara dan kurang adilnya
distribusi pendapatan dan kekavaan nasionai. Pengaku-
an adanya inefisi=nsi usaha—usaha negara daﬁ birokra-~
si pemerintah telah mendorong pengambilan macam-—macam
kebijaksanaan vang mengarah pada swastanisasi atau
privatisasle) karena dianggap merupakan lanskah te-
pat vang diharapkan mampu bekerja lebih efisien.
Penyérahan berbagal usaha swasta dengan tetap
mengandalkan pengendaliannya oleh pemerintah, sampal
tingkat tertentu akan menghasilkan peningkatan efisi-

ensi vang diinginkan. Hanya saja proses swastanisasi

" tetap tidak seyogyvanya diterapkan pada semua bidansg

tanpa memperhatikan pertimbangan—pertimbangan kepen-

tingan umum dan hajat hidup orang banvak.

Hubungan BUMN dengan Pelaku-Pelaku Ekonomi di

Indonesia

Di Indonesia berperan tiga pelaku ekonomi vaitu
BUMN, swasta dan koperasi. Di dalam tulisan Pontan

Arif Harahapls) seorang ahli hukum disgebutkan bahwa

15) Kebijakan swastanisasi dan privatisasi melalui Instruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 1885.

16) Pontan Arif Harahap. Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila.

dalam Sri Edi-Swasono. 1985. Sistem Fkonomi dan Demokrasi Ekonomi.
Ul Press. Jakarta. hal. 97-114
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sistem ekonomi koperasi. Di dalam sistem ekonomi ko-
perasi tidak perlu Semua usaha'étaﬁ perusahaan ber-
bentuk organisasi atau perkumpulan koperasi. Perusa-
haan perorangan (swasta) dapat dan bebas untuk ber-
kembang sesual — atau dalam bingkai batasan - ﬁasal
33 UUn 1945. Dalam pada itu penguasaan cabang—-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasal
hajat hidup orang banyak, bisa dalam bentuk organisa-
si perusahaan-perusahaan negara (Persero, Perum, Per-
jan), tetapi bisa juga dalam bentuk-bentuk lain, se-
panjang tidak digunakan untuk kemakmuran orang sSeo-
rang, mnelainkan untuk sebesar—besarnya' kemakmuran
'rakyat.

Perusahaan-perusahaan negara bisa mengadakan ker-
ja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta apabila
dirasakan baﬁwa dengan kerja sama tersebut akan bisa
lebih menjamin tujuan-tujuan perusahaan, vaitu efisi-
enai dan keadilan sosiall’? . Sedangkan kerja sama an-
tara pemerintah dan_koéerasi lebih banyak lagi diberi
peluanz. Bahkan dengan dibentuknya Departemen Kopera-
si yang bertugas mengadakan pembinaan koperasi secara
langsung, golongan ekonomi lemah yang tergabung dalam
perkumpﬁlan—perkumpulan koperasi memperoleh perlin-

dungan dan dorongan yang diperlukan.

17) Kerjasama antara BUMN dengan dunia usaha swasta diatur lebih lan-
jut dalam GBHN, vaitu berupa kerjasama antara pemerintah dengan
Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia)
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Masalah vang dihadapi dalam hubungan antara BUMN,
swasta dan koperasi adalah kadang-kadang tidak secaga
tepat menggambarkan keadaan yang nyata. Kélau kopera—
si pada umumnya masih dalam keadaan lemah, maka BUMN
dan swasta ada yvang kuat dan ada yvang lemah sekali,
sehingga dalam persaingan-persaingan ketat selalu ka-
lah.

Dalam mekanisme pasar seperti di Indonesia persa-
ingan bebas vang terjadi antara pihak-pihak yang kuat
dengan pihak yang lemah, pastilah persaingan akan di-
menangkan oleh pihak yang kuat. Persaingan hanya da-
pat dilakukan jika pihak-pihak yansg bersaing mempu-
nyai dayva saing yang kira-kira sama. Karena sektor-
sektor vang tidak sama kuat itu, maka pemerintah mem-

punyai kewajiban sebagai berikut:

1. mengatur agar sektor swasta oligopolistik®®) tidak

menjadi terlalu kuat sehingga mematikan yéng le-
nah19). '

2. menciptakan iklim yang mendorong kerja sama antar
kelompok-kelompok ekonomi lemah sehingga mereka

bersatu dalam kdberasizo)

18) Dalam teori ekonomi kelembagaan, swasta lebih baik dibagi dua va-

itu swasta oligopolistik dan swasta persaingan bebas.

19) Mubvarto, op.cit hal. 185

20) Mubvarto. 1980. Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan. YAE.
Yogyakarta. hal. 34




B. Perkembangan BUMN di Indonesia

1. Pengertian Pergeseran Fungsionalisasi BUMN

Kata pergeseran dibentuk dari kata dasar geser vang
mendapat awalan per- dan berakhiran —an. Kata geser ber-—
artl bergerak sedikit demi sedikit atau beralih posisi
sedikit demi sedikit?l). Kata geser (kata kerja) menda-
pat imbuhan per-an menjadi pergeseran (kata benda), se-
hingga kata pergeseran fungsionalisasi berarti bentuk—
bentuk fungsi yang bergeser menjadi fungsi lain secara
bertahap. Dalam konteks tesis ini Pergeseran Fungsiona-
lisasi BUMN berarti beralihnya fungsi sosial BUMN menja-
di fungsi yang bersifat mengutamakan keuntungan (profit
oriented) sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan

vang berhubungan dengan hukum dan ekonomi.

2. Fenomena Pergeseran Fungsionalisasi BUMN

a. Perkembangan BUMN pada tahun 1950 sampai dengan
tahun 1989

Sebelum terbitnya Instruksi Presiden nomor 17 ta-
hun 19867 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 18969, pada
prinsipnya di Indonesgia hanya dikenal satu macam per-
usahaan negara yang kesemuanya ditundukkan di bawah

satu perundang—-undangan yvaitu Peraturan Pemerintah

21) Kamus Bahasa Indonesia
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Pengganti Undang-Undang (UU-Prp) nomor 18 tahun 1960
(Lembaran HNegara némor 59 tahun 1860). UU Prp nomor
19 tahun 1960 dianggap tidak efisien, karena diantara
perusahaan negara vang ada ditundukkan di bawah satu
undang-undang itu, mempunyai latar belakang dan bi-
dang tusgas vang beraneka_ragam. Ada perusahaan negara
vang semula berasal dari perusahaan yang éudah ada
sejak zaman Belanda yang tunduk pada ICW dan IBW (In-
dische Comtabiliteitwet, Stb. 1925 nomor 106 jo 448
Indische Bedrijvenwet, Stb. 1927 nomor 149) yang ber-
sifat sebagai bagian dari badan pemerintah - (dinas).
Badan ini mempunyvai tugas sangat pokok dan penting di
bidang pelayanan umum (public service). Dan ada lagi
perusahaan eksnaéionalisasi perusahaan Belanda yang
‘pada umumnya bergerak di bidang perdagangan yang berf
sifat mencari keuntungan. Padahal perusahaan negara
seharusnya mampu_menyelenggarakan fungsi pemupukan
dana untuk sumber keuangan negara dan dituntut pula

harus mampu menjalankan fungsi public uttilities dan

o

public service {(pasal 44 UU Prp. nomor 19 tahun

1960).

Dengan Undang—Undéng nomor 9 tahun 1869, maka per-—
usahaan negara yang telah ada sebelumnya yang tunduk
pada UU Prp. nomor 19 tahun 1960, dikonvefsi menjadi

salah satu diantara tiga badan usaha negara menurut
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Undang-Undang nomor 9 tahun 1969. Namun tidak s=emua

badan usaha negara dikonversi menjadi salah satu dari

tizga bentuk badan usaha terssbut, karena pada berla-
kunya UU Prp. nomor 18 tahun 1950. Ada Pbadan usaha

negara yvang disebabkan oleh sifat dan fuﬁgsinya, di-

anggap khusus maka tidak ditundukkan pada Prp. nomor

19 tahun 1960, melainkan diatur secara tersendiri,

yaitﬁ:

1. Perﬁsahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasio-
nal (Pertamina) diatur dalam Undang-Undang nomor 8
tahun 1967.

2. Sejumlah bank milik.negara yvaitu:

a. BI diatur aalam Undang-Undang nomor 13 tahun
1967

b. BNI-46 diatur dalam Undang-Undang nomor 17 ta-
hun 1868

c. BDN diatur dalam Undang-Undang nomof 18 tahun
1968

d. BBD diatur dalam Undahg~Undang nomor 19 tahun
1268

e. BRI diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun
1968

£f. Bank Exim diatur dalam Undang-Undang nomor -21

tahun 1968




Dan setelah terbitnya Undang-Undang nomor 7

1992, bank-bank negara ini telah dikonversi

di Persero, yaitu:

a. BNI dengan Peraturan Pemerintah nomor 19
1992

b. BDN dengan Peraturan Pemerintah nomor 20
1992

c. BRI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

1992

(o2}

tahun

menja-—

tahun

tahun

tahun

d. Bank Exim dengan Peraturan Pemerintah nomor 22

tahun 1992

e. BBD dengan Peraturan Pemerintah nomor 23
1992

f. BTN dengan Peraturan Pemerintah nomor 24

1992

tahun

tahun

g. Bapindo dengan Peraturan Pemerintah nomor 2D

tahun 1892

. Perusahaan Daerah yang penguasaannya'di bawah Pe-

merintah daerah setempat dah ditundukkan pada Un—

dang-Undang nomor 5 tahun 19682 vang berlaku hingga

sekarang.

Perusahaan negara yvang telah ada dan tunduk padé

UU Prp. nomor 19 tahun 1960 dikonversi menjadi

salah

satu diantara tiga bentuk badan hukum vang baru ada-

" lah sebagai berikutb:
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a. Untuk perusahaan negara vang semula sudah ada se-
belum UU Prp. nomor 19 tahun 1860 dan pernah di-
tundukkan kepada IBW maka dengan sendirinya diang-
gap berlaku lagi IBW dan selanjutnya disebut se-
bagai PERUM.

b. Untuk perusahaan negara vang semula sudah ada se-
belum berlakunya UU Prp. nomor 19 tahun 1960 dan
pada waktu itu ditundukkan pada ICW, maka dianggap
berlaku lagi ICW dan selanjutnya disebut sebagail
PERJAN. (Penjelasan Umum Uﬁdang—Undang nomor' 9
tahun 1969)

c. Sedangkan untuk perusahaan negara vang dikonversi

- menjadi PERSERO diterbitkan~Pera£uran Pemerintah
nomor 12 tahun 19689 (LN 1969 nomor 16, TLN nomor
2890) dan sebagal pelaksananya diterbitkan EKeputu-
san Presiden nomor 64 tahun 1989 dan Keputusan

Presiden nomor 87 tahun 196S.

Pada dasarnva, pengelompokkan perusahaan negara
menjadi kelompok-kelompok tersendiri dan diatur ber-
dasarkan peraturan tersendiri dikarenakan pemerintah
beranggapan bahwa badan usaha tersebut memiliki sifat
dan fungsi yang sama, sehingga dapat memudahkan peng-

awasan dan pembinaannya.




Selanjutnya pada tahun 1979-1980 pengaruh resesi
dunia menimpa perekonomian nasional. Resesi pada saat
itu menyebabkan kegiatan ekonomi Indonesia mengalami
kemerosotan vang disebabkan oleh berkurangnya permin-
taan barang-barang ekspor Indonesia, baik dalam hen-
tuk migas maupun nonmigas. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dibuat berdasarkan dan pada saat harga
minyvak bumi tinggi. Tetapi resesi dunia ini mempenga-
ruhi penjualan minyak Indonesia di luér negeri. Di
samping itu penurunan ekspor migas dan nonmigas serta
kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negeri mengakibat-
kan pajak ekspor dan pajak-pajak lainnya turun.

Bagi Indonesia merosotnya perdagangan luar negeri
dan kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negeri membawa
akibat penerimaan yang diharapkan itu tidak dapat me-—
nutupi kemerosotan penerimaan dari sumber—sumber vang
diperkirakan dapat menutupi sebelumnya, seperti dari
pajak ekspor, penjualan minyak bumi dan lain-lain.
Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan dana
yang belum dimanfaatkan pada waktu yang lalu, antara
lain bidang perpadakan.

Akibat-akibat dari resesi ini menyebabkan peme-
. rintah mengurangl subéidi pada bidang-bidang tertentu
vang tujuannyva agar dana subsidi tersebut dapat digu-

nakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek peme-
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rintah. Kebijakan ini berpengaruh juga pada perusaha-
an negara. Subsidi untuk BUMN menurun. Penurunan ter-—
sebut mengakibatkan BUMN harus menekan biayva operasi
sampai tingkat minimum, sehingga BUMN tidak dapat me-
laksanakan kegiatannya seperti tujuan semula.
Menyadari makin berkurangnya kemampuan pemerintah
dalam menyediakan dana pembangunan, maka diaturlah
suatu strategi untuk mengarahkan pembinaan BUMN. BUMN
diupayakan dapat bekerias sama dengan pelaku ekonomi
lainnya (perusahaan swasta dan koperasi). Kerjasama
antara pihak usaha negara dengan swasta atau koperasi
hanya dapat dilakukan.oleh Perusahaan Negara Persero,
karena fungsi Persero yvang berbeda dengan perusahaan
negara lainnya (Perjan dan Perum). Sehingsga gejak sa-
at itu timbul istilah penswastaan BUMN. Selanjutnya
istilah penswastaan BUMN lebih populer dengan istilah
swastanisasi atau privatisasi. Pengertian privatisasi
BUMN selama ini adalah pengalihan kepemilikan saham
perusahaan milik negara sebagian (atau mungkin selu-
ruhnya) dari pémerintah ke swasta atau masyarakat.
Pengertian yang lebih luas bisa pula berarti memasya—
rakatkan usaha yang selama ini dimiliki atau dikuasail

oleh negara.
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b. Perkembangan BUMN pada tahun 1990 sampai dengan
tahun 1998

Program privatisasi BUMN terus berjalan di awal
tahun 1990, terlebih lagi negara majw seperti Inggris
dan negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia maﬁpu
memperbaiki kinerja BUMN-nya. Sebagai contoh perusa-
haan British Airways yang sempat merugl selama bebe-
rapa tahun, berkat privatisasi perusahaan tersebut
mendapat keuntungan di atas 600 juta poundsterling.
Sedangkan privatisasi yang dilakukan di Malaysia te-
‘1ah sanggup mengangkat perusahaan BUMN Petronas ke
posisi vang paling tinggi dengan keuntungan sebesar
Rm 155.,9 juta, padahal sebelum privatisasi hanya men-—
capai BRm 87,9 juta vang berarti meningkat sebesar
59%.

Memasuki tahun 1990, pemerintah Indonesia telah
giat merealisasikan rencana penjualan sebagian saham
BUMN ke pasar modal, baik di dalam maupun di luar ne-
geri. Penjualan saham adalah salah satu Jalan terbaik
untuk mendapatkan dana secara praktis. Dana tersebut
digunakan untuk membayar cicilan utang pemerintah
yvang cukup tinggi. |

Jika dilihat jumlah BUMN selama beberapa tahun
belakangan ini, nampaknya jumlahnya semakin mencidt.

Pada tahun 1995 jumlah BUMN vang ada mencapal 164



perusahaan dengan aset sebesér Rp 320 triliun. Kemu-—
dian pada tahun 1927, jumlah BUMN tercatat sebanyék
166 dengan total aset sebesar Rp 461 triliun dan
utang lebih dari Rp 250 triliun. Dari jumlah tersebut
49% dinyatakan kelompok sehat sekali dan sehat, se-
dangkan 51% sisanya dinyatakan kurang sehat dan tidak
sehat.

Kemudian pada awal tahun 1998 jumlahnya berkurang
menjadi 159 perusahaan dimana kondisinya amat mengku-
atirkan, karena lebih dari 70% dinyvatakan kurang dén
tidak sehat. Jumlah BUMN sebesar 158 ini terdiri dari
119 perséro tunggal, enam persero publik dan 34 per-
sero patungan.

Pada saat ini telah terjual saham milik enam BUMN
vaitu PT. Semen Gresik, PT. Aneka Tambang, PT Telkom,
PT. Indosat, PT. Bank BNI, dan PT. Timah. Kemudian
berdasarkan 50 butir kesepakatan densgan IMF (Bank Du-
nia) pada tanggal 4 April 1998, pemerintah akan menu
jual saham 12 BUMN ke investor asing dengan tetap
mempertahankan mayoritas kepemilikannya. Perusahaan
yang akan diprivatisasi tersebut lima diantaranya
adalah perusahaan vang telah melakukan go public dan
akan melakukaﬁ penjualan saham btambahan, gsedangkan
sisanya, tujuh perusahaan akan melakukan penjualan

saham perdana di pasar modal atau IPO (Initial Public



Offering) dalam tahun anggaran 1998/1889. Kelima per-
usahaan vang telah melakukan go public adalah PT.
Semen Gresik, PT. Aneka Tambang, PT. Telkom, PT.
Indosat dan PT. Timah. Sedangkan ketujuh _pepusahaan
vang akan dijual sahamnya dalam waktu degét. adalah
PT. Jasa Marga, PT. Krakatau Steel, PT. Tambang Ba-
tubara Bukit Asam, PTP Nusantara IV, Angkasa Pura 1II
dan Pelindo II dan III.

Dalam era reformasi ini, pemerintah berupaya me-
maksimalkan pembenahan kinerja dari BUMN. Pembenahan
BUMN ditata secara profesional baik untuk PT (Perse-
ro), Perum ataupun Perjan. Prestasi manajerial bukén
dilihat dari keuangannya saja, tetapi lebih jauh di-
tinjau masalah peningkatan sumber daya lainnya, sebab
kebanyakan organisasi kerja pada saat 1itu hanya
mengikuti pola hirarkis dan birokratis. Sekarang éu—
dah saatnya harus dibenahi dan diganti dengan pola
perampingan secara seefisien mungkin.

Setelah Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk,
kebijakan Menteri Pendayagunaan BUMN berupava memak- -
simalkan pembensahan kinerja BUMN, apakah itu dengan
jalan restrukturisasi ataupun privatisasi BUMN. Pe-
nanganan BUMN, dahulu oleh Departemen Keuangan seka-
rang dialihkan ke mehteri baru vang khusus menangani

permasalahan BUMN.




3. Alasan—-alasan Politik dan Alasan—alasan yang Berhu-
bungan dengan Pembangunan di Indonesia yang Menyebab-

kan Pergeseran Fungsionalisasi BUMN

Campur tangan pemerintah secara aktif di lapangan
ekonomi bukan merupakan kekhususan bagi Indonesia. Semua
negara di dunia mempunyai BUMN yang menurut sistemnya-
pun pemerintah masih turut campur di dalam pengelolaan—
nya.

Dalam kaitan ini, secara garis besar dikenal bentuk-
bentuk BUMN dalam sisﬁem ekonomi sosialis, BUMN dalam
sistem ekonomi kapitalis dan BUMN dalam sistem ekonomi
campuran. Dalam tiga bentuk sistem ekonomil tersebut pem-
bedaannya hanya pada besar-kecilnya pengaruh, atau ba-
gaimana pusat mengatur/merencanakan kebijakan di negara
tersebut.
| Di negara-negara berkembang pada umumnya perusahaan—
perﬁsahaan negara mengalami masalah operasional vang. sa-
ma, vaitu timbulnya konflik antara keharusan untuk me-
nyediakan barang-barang atau jasa-Jjasa kebutuhan dasar
vang terjanskau oleh masyarakat luas dan keharusaﬁ untuk
memperoleh hasil yvang memadail atas penanaman modal vyang
dilakukan oleh perﬁsahaah negara, kecenderungan perusa-
haan negara untuk menjadi beban- finansial yang berat
atas anggaran belanja negara dan kesulitan—kgsulitan

yang mengakibatkan oleh campur tangan politik yang ber-




lebihan dalam hal-hal yang sebenarnya menyangkut pengam-
bilan keputusan rutin. Masalah-masalah operasional ter-—
sebut pada umumnya Jjuga dihadapi oleh BUMN di Indonesia
densan segala dampaknya yang buruk atas efisiensi opera-
sional kebanyakan BUMN.

Di Indonesia, peranan BUMN sebagail wahana pembangun—
an lebih menonjol daripada peranannya sebagal perusaha-
an. DBUMN dikatakan.sebagai wahana pembangunan karena
BUMN merupakan alat vang efektif untuk melaksanakan pem-—
bangunan nasional, pemerintah selaku pemilik BUMN mem-—
punvai wewenang untuk memberikan penugasan apapun kepada
BUMN dan di dalam pelaksanaan pembangunan sering dirasa-
kan perlu untuk melaksanakan proyvek-proyek tertentu yang
tidak terdapat dalam rencana pembangunan yang ditetapkan
semula, pelaksanaan proyek-proyek ini kemudian diserah-
kan peiaksanaannya kepada suatu BUMN yang sudah ada atau
kepada BUMN vang khusus didirikan untuk pelaksanaan
proyek tersebut.

Secara politis, BUMN mempunyai kekuatan dalam perun-
dingan di forum—forum internasional yang cukupr tinggi,
dapat membina keterpaduan antar BUMN vang sudah bergerak
dalam segala bidang, mempunyal banyak .prasarana untuk
pengembangan dan pelatihan, baik bagi tenaga-tenaga ma-

najerial maupun tenaga terampil, dan mempunyal banyvak
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kemungkinan untuk alih teknologi tinggl yvang diperlukqn
dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan pernyataan di atas, BUMN memiliki nilai
vang tinggi bagi pemerintah dan masyarakat, namun masih
dirasakan bahwa BUMN di Indonesia memiliki kelemahan-ke-
lemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: pres-
tasi ekonomi vang relatif rendah, BUMN kurang luwes ber-
operasi baik karena hambatan-hambatan perundang-undang-
an, Birokrasi maupun semangat pegawal negeri yang kurang
berorientasi bisnis, pembinaan dan pengawasan dari pe-
merintah yang dirasakan justru mengurangi kemampuan BUMN
untuk melakukan adaptasi yvang cepat pada kondisi ling-
kungan yang berubah dengan cepat dan penuh ketidakpasti-
an , kurang Jjelasnya kriteria keberhasilan BUMN karena
majemuknya misi BUMN sebagai pencari keuntungan maupun
sebagai wahana pembangunan, inefisiensi pada operasional
BUMN termasuk proses pengambilan keputusan berlangsung
lama.

Dimasa lampau, Indonesia mempunyal penerimaan devisa
vang sebagidn besar dari minyak bumi, sehingga mampu me-—
lakukan pembangunan-pembangunan, proyek-proyek beaar di-
bangun. Keadaan berubah. Penurunan harga minyak membuat
keadaan ekonomi Indonesia menjadi semakin sulit. Semua
kegiatan usaha menjadi lesu, penerimaan devisa Indonesia

menurun drastis. Karena penerimaan devisa menurun, mnaka
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pemerintah memperkecil Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Dengan menurunnya RAPBN, maka dana untuk BUMN
menjadi menurun pula. Penurunan tersebut mengakibatkan
BUMN terus mensekan bilaya operasi sampai tingkat minimum,
sehingga BUMN tidak dapat melaksanakan kegiatannya se-
perti tujuan semula.

Dalam mensikapi penurunan APBH tersebut, BUMN harus
mampu mendanal perusahaan, sehingga dibuatlah kebijakan
restrukturisasi dan privatisgasi BUMN vang semata—-semata

dapat membiayai operasional perusahaan.

4 _ Aspek-Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan.dalam

Hubungannya dengan Penyehatan dan Pengelolaan BUMN

Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1988
tenﬁang Penyehatan dan Pengelolaan BUMN, dituangkan Jjuga
dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 741/1989 va-
itu mengatur BUMN mengenai rencana Jjangka panjang. Ren-—
cana kerja dan anggaran perusahaan serta pelimpahan ke-
wenangan pengambilan keputusan. Sedangkan soal efisiensi
dan produktivitas akan dinilai berdésarkan berkala, ber-
dasarkan laporan manajemen dan keuangannya masing-ma-
sing. Penilaian itu penting untuk menentukan suatu BUMN
termasuk golongan vang mana dari empat tingkat kesehatan

itu.
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KMK No. 749/198%2 menetapkan harus berdasarkan pemi—
likan selama tiga tahun. Dari penelitian itu bisa diten-
tukan rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas masing-
masing apabila sudah bisa dipastikan golongannya, apakah
sehat sekali, sehat, kurang sehat dan tidak sehat, baru-
1ah salah satu alternatif restitusi bisa ditetapkan. Al-

ternatif tersebut adalah (lihat tabel 1)

Mengubah status hukum BUMN

- Kerjasama operasional dan kontrak manajemen dengan!pi—
hak ketiga.

- Melakukan konsolidasi atau merger

- Memecah usaha‘yang bersangkutan

- Menjual saham perﬁsahaan melalui pasar modal

- Membentuk perusahaan patungan

— BUMN dijual atau dilikuidasi

Alternatif—-alternatif vyang ditawarkan dalam rangka
restrukturisasi BUMN memiliki konsekuensi yuridis. Kon-
sekuensi yuridis yang dimaksud berhubungan dengan aépek~
aspek hukﬁm restrukturisasi perusahaan vang dalam hal
ini BUMN.

Berbicara tentang aspek hukum, tidak lain berbicara
tentang peraturan yvang memberi legitimasi terhadap selu-
ruh kegiatan yang dilakukan. Dalam kajian ini akan ter-
kait dasar hukum yang menjadi landasan bertindak hagl

pihak-pihak (perusahaan).



a. Mengubah Status Hukum

Sampai bulan April 1998 terdapat <total Persero
Tunggal sebanyak 119, Patungan sebanyak 34 dan Perum
berjumlah 6. BUMN telah mengalami beberapa pembena-—
han, salah satunya adalah peningkatan status, seperti
perubahan status Perum menjadi Persero (lihat tabel
2} dengan tujuan perusahaan dapat mandiri, mampu ber-
saing dengan pelaku ekonomi lain (swasta dan Lkopera-
si) dan dapat memupuk keuntungan guna meningkatkan
nilai perusahéan.

Peralihan bentuk meﬂﬁa&i Perserb dimungkinkan
oleh Peraturan Pemerintah RI NOmor 12 Tahun 1998 ten-
tang Perusahaan Perserocan (Persero). Pasal 36 ayat
(1) menyebutkan bahwa badan usaha yang bukan Persero
dapat dialihkan bentuk menjadi Persero. Termasuk ke
dalam golongan badan usaha ini adalah Perum dan Per-
seroan Terbatas bukan Persero, yaitu Perseroan Terba-
tas milik hegara vang didirikan berdasarkan ketentuan
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1869
dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 atau
Perseroan Terbatas lainnya.

Pengalihan'bentuk badan usaha sebagaimana dimak—
sud dalam Pasal 36 ayat (1} menjadi Persero harus

memenuhi persyaratan sebagal berikut:
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a. telah melakukan éenyehatan baik di bidang keuangan
maupun operasionél sehinggé mampu untuk berkembans
secara mandiri.

k. telah menyusun n%raca penutup dan neraca likuidasi
vang diaudit ol%h Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan atauiakuntan publik yang ditunduk oleh

|
Menteri Keuangan;
c. telah menyusun éneraca pembukuan untuk disahkan

oleh Menteri Keuangan.

Adapun maksud syarat ini adalah agar usaha negara
vang bersangkutan ﬁempunyai dasar yang sehat dan un-
tuk mengetahui niﬁai sesungeguhnya dari kekayaan ne-—

| .

gara yang telah dﬁtanam dalam badan usaha yang ber-

gsangkutan.
; TABEL 1
]LJ&IG(;I(!&II—%I;E&li(}iil\li PENYEHATAN BUMN
i
CETERANGAN KOWDIST _ LANGEAN-1 ANGKAH PENYEHATAN BUMR
4, Gehat {§) .~ melakukan Eengqahunqqn {eerger)
Sehat Sekali (55} - gelakukan konsolidasi )
' - pemasyarakatkan sahasnya {go public)
- menerima penyertaan langsurg private piacepent} -
- malakukan Lerja Sama perasi (K80} dangas instansi
; yaﬂg tarkait. _
|- omem entuk perysahaan patengan {joint venture}
B, Yurang 8Schat (KG) f - pelakukan penzederhaﬁaan_ﬁtruktur organisasi
- selakukan restrukiurisasi perapdalan

selarukan pengoabungan {eerger), baik antara BilHK
i maupun skasta i
| - semecahkan perusahaan senjadi BN

meiakukan kontrak manajemen ]
poagikutsertakan partisipasi pasyarakat melalui
penyertaan langsueg

£. Tidak Sehat (T5) | - Bijual
"~ Bilikuidasi
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b. Privatisasi BUMN

Sedikitnya ada tujuh metode privatisasi yang -da-—

pat dipilih oleh suatu negara untuk menswastakan BUMN

vailtu sebagal berikutgz):

1.

Penawaran saham BUMN kepada wnum (public offering
of shares). Penawaran ini dapat dilakukan baik se-
cara parsial maupun secara penuh. Di dalam trans-
aksi ini pemerintah menjual sebagian atau seluruh
saham kepemilikannya atas BUMN yang diasumsikan
akan tetap beroperasi (geing concern) dan menjadi
perusahaan publik.

Seandainya pemerintah hanya menjual sebagian dari
sahamnya, maka BUMN bérubah menjadi perusahaan pa-
tungan pemerintah dan swasta. Pendekatan semacam
ini dilakukan pemerintah agar masih dapat mengawa-
=i manajemen BUMN patungan tersebut sebelum kelak
diserahkan sepenuhnya kepada swasta.

P§njualan aaham BUMN kepada pihak swasta tertentu
(private sale of share).

Di dalam transaksi ini, pemerintah menjual'seluruhﬁ
atau sebagian saham kepemilikannya di BUMN kepada
pembeli tunggal yang telah diidentifikasikan atau

képada pembeli dalam bentuk kelompok/grup terten-—

22) Hinsa Siahaan. 1994 dalam Pandji Anoraga. 1995. BUIN, Swasta dan
Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi. Pustaka Jaya. Jakarta. hal. 46-49




tu. Dalam hal ini perusahaan juga diasumsikan se-
bagal going concern dalam bentuk persercan terba-
tas. Transaksinya dapat dilakukan dalam berbagai
bentuk, umpamanya berupa akuisisi langsung oleh
perusahaan lain atau ditawarkan kepada kelompok
tertentu, misalnya investor lembaga. Privatisasi
dapat secara penuh atau secara sepotong-sepotong
dengan kepemilikan campuran. Penjualan saham ke-
pada swasta dapat dilakukan sebelumnya atau Lka-
dang-kadang serentak dengan penawaran kepada umum.
Penjualan aktiva BUMN kepada swasta (sale of go-
verment or state-owned enterprise assets);

Berdasarkan dua metode terdahulu sektor swasta
membeli saham BUMN yang tetap beroperasi (going
conecern). Pada metode ini, pada dasarnya transaksi
adalah penjualan aktiva, bukan pendjualan saham
perusahaan dalam keadaan tetar beroperasi/berja—
lan. Pemerintah mungkin menjual aktiva langsung,
BUMN mungkin melepas aktiva utamnya. Biasanya apa-
bila tujuannya mungkin memisahkén aktiva untuk ke-
giatan tertentu, penjualan aktiva terpisah mungkin
hanyva alat untuk penjualan perusahaan secara kese-
luruhan. Jadi aktiva barangkali dijual secara in-
dividu atau dijual secara bersama-sama scbagal se-

bhuah perusahaan baru.
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Dalam beberapa kasus, secara teknis aktiva tidak
dijual, tetapi disumbangkan pemerintah kepada per-
usshaan vyang baru dibentuk dengan sektor swasta.
Kemudian saham yvang diterima pemerintah dari pe~
nyumbang aktiva tersebut dijual kepada masyarakat.
Reorganisasi BUMN menjadi beberapa unit usaha (re-
organization or break-up into component parta);
Pada metode ini BUMN direorganisasi dan dipecah-
pecahh atas beberapa unit wusaha atau dijadikan
holding company dengan beberapa anak cabang peru-
sahaan.

Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke
dalam BUMN (new private investment in an S0E) .
Pemerintah dapat menambah modal pada BUMN untuk
keperluan rehabilitasi atau ekspansi dengan membe—
ri kesempatan kepada sektor swasta untuk menambah
modal. Dalam metode ini pemerintah sama sekali ti-
dak melepas kepemilikannya, tetapi dengan tambahan
modal swasta, maka-kepemilikan pemerintah mengala-
mi dilusi. Ini akan menghasilkan perusahaan pa-
tungan swasta pemerintah.

Apabila BUMN tidak seluruhnya dimiliki oleh pemer—
intah; tetapl sebagai pepilik mayoritas 5elas bah-
wa ‘tambahan modal dari sektor swasta akan menye-

babkan pengikisan (dilusi) kepemilikan pemerintah
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1
n

di dalam BUMN, yvang pada akhirnya pemilik - BUMN
menjadi mayoritas swasta. :
Pembelian BUMN oleh manajemen atau;kéryawan (mana-—
gement semployee buyoull.

Tatilah management buyout biasanya dikaitkan deng-
an pengambilan (akuisisi) pengendalian/kekuasaan
perusahaan oleh sekelompok manajer. Atau kadang—
kadang pengambilalihan kekuasaan dilakukan cleh
karyawan pegawail perusahaan.

Pengambilalihan mungkin dilakukan dengan leveraged
management/employee buyout, artinya manajemen atau
pegawai boleh-boleh saja mendapatkan kredit Dbank
dengan jaminan aktiva perusahaan dan dengan kredit
tersebut kekuasaan perusahaan diambilalih.

Tidak banyak contoh untuk management/employee buy-
outs di negara-negara yang sedang berkembang, de-—
mikian juga di negara maju. Tetapi kasus BUMN Na-
tional Freight Company Ltd di Ingegris dapat digu-~
nakan sebagai salah satu contoh leveraged bhuyout.
Di dalam pembelian BUMN oleh manajer atau pegawal-
nya, biasanya terlebih dahulu dibentuk holding
company yang sahamnya kebanyakan dimiliki oleh ma-
najemen dan karyawan. Kemudian hdlding company
akan mengakuisisi BUMN yvang akan diswastakan deng-

an dana modal sendiri (equity funds), dan dalam
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hal lIeveraged buyouts, dilakukan dengan dana pin-
Jaman. —

Kontrak sewa dan kontrak manajemen (lease and ma-
nagement contracty.

Menurut metode privatisasi ini BUMN mengadakan
perjanjian kontrak manajemen teknologi, dan tenaga
terampil dengan pihak swasta untuk menangani akti-
va milik BUMN sampai periode tertentu. Di sini ti-
dak ada pengalihan kepemilikan aktiva pemerintah,
perjanjian dapat digunakan untuk menswastakan ma-
najemen dan pengoperasian BUMN sehingga akan me-
ningkatkan efisiensi dan efektivitas pengunaan ak-
tivas/kekayaan negara.

Walaupun kadangkala dapat dianggap sebagai langkah
awal dari penswastaan penuh, kontrak manajemen dan
sewa menyvewa teknologi dan tenaga terampil sektor
swasta, sifatnya adalah hanya sebagai kebijaksana-
an sgmentara, misalnya sampai BUMN berada pada
tingkat yang menguntungkan. Dan setelah itu peme-
rintah dapat memutuskan akan mempertahankannya
atau menjualnya kepada swasta sebagai perusahaan
yang menarik karena telah sehat dan mempunyail ke-
mampuan menghasilkan laba yang cukup baik. Tenbtu-
nva dengan harga yang lebih baik, daripada dijual

begitu saja, sewaktu kondisinya merugi.
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Menjual BUMN kepada plhak swasta barangkali bu-
kanlah segampang yang diperkirakan. Kemungkinan ter-
jadi ironi seperti bherikut ini adalah lcogis: BUMN
vang bagaimanakah yvang akan diswastakan pemerintah?
Tentunya BUMN yvang menunjukkan level of performance
dan produktivitas rendah gehingga selalu mengalami
kerugian.za)

Metode-metode privatisasi tersebut merupakan so-
iusi di dalam perbaikan kinerja BUMN. Metode privati-
sasi hanya dapat diterapkan bila BUMN tersebut ber-
bentuk Persero, sehingga dalam hal privatisasi BUMN,
mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun
1998 Tentang Persero.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah RI No-
mor 12 Tahun 1998 pada tanggal 17 Januari 1998 maka
untuk perusahaan negara yang akan melakukan penawaran
umum (go public) berlaku ketentuan untuk Persero dan
Perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor
12 Tahun 1998). Dan mencabut Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tshun 1990 Tentang Persero Yang Menjual
Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal (LN

Tahun 1990 No. 79, TLN No. 3428) sebagaimana telah

23) Ibid; hal. 49




diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 198356

(LN Tahun 1996 No. 89, TLN No. 36b4).

C. Eebijakan Pengembangan BUMN di Indonesia

1. Analisis Historis-Empiris

Pada tahun 1989 tercatat sebagai tahun terburuk da-
lam sejarah QPEL, setelah mengalami keuntungan selama
lebih dari satu dasawarsa. Pasar minyak dunia dalam kon-
disi kritis. Musim dingin telah berakhir di belahan bumi
utara, sehingga kebutuhan minyak sebagail energi pengha-
ngat menjadi berkurang. Tetapi sementara itu produsen
minvak (terutama di laut utara) Justru terus melakukan
ekaploitasi terhadap sumur-sumur minyaknya sehingga ter-
jadi kelebihan suplai minyak. Situasi perekonomian dunia
vang cukup parah memaksa produsen minyak untuk terus me-
ningkatkan kuantitas produksi tanpa perduli berapa ke-
untungan vang dapat diperocleh dari harsa Jjual minyak
yang rendahi

Bagi perekonomian Indonesia, hal ini berdampak bu-
ruk. Apalagi RAPBN baru disahkan wakil-wakil rakyat di
DPR dan belum direvisi, padahal dalam RAPBN tersebut In-
donesia mengandalkan penerimaan devisa negara dari sek-
tor minyak, sedangkan ekspor nonmigas masih belum cukup
untuk mengkompensasi kekurangan devisa yvang diperlukan

RAPBN akibat turunnya harga minyak.




Beberapa kebijaksanaan yvang ditempuh untuk mengataai
permasalahan ini adalah pemanfaatan secara optimal piﬂ—
jaman luar negeri yvang telah disanggupl oleh negara kre-
ditur tetapi belum seluruhnya direalisasikan dan menalk-
kan produksi minyak untuk menaikkan ekspor. Kebijakan
ini masih dapat berlaku efektif sebagai upaya bertahan
selama setahun anggaran. Namun di sisi lain, pembenahan-
pembenahan perlu terus dilakukan untuk menyiasati keada-
an janska panjang.

Pembenahan—-pembenahan yang seharusnya dilakukan oleh
pemerintah Indonesia juga banyak mengalami hambatan. Hal
ini digebabkan oleh resesi yang melanda dunia yang meng-

akibatkan terjadinya kelesuan perdagangan suatu negara.

Sama halnva dengan negara-negara lain, Indonesia Jjuga

dipaksa untuk menanggung akibat dari resesi ekonomi du-
nia vang berkepanjangan. Hanya saja jika di negara-ne-
gara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat resesi
sudah dirasakan dampaknya sejak awal dasawarsa 1970-an,
di Indonesia baru terasa sejak awal dasawarsa 1980-an.
Dalam mengantisipasi kondisi yang semakin tidak
menentu akibat resesi ekonomi tersebut, pemerintah Indo-

nesia menghadapinya dengan cara-cara sebagal perikutZ?:

24) Ketut Embarsari. 1994. Hukum Dagang Tentang Masalah Penswastaan

BUMN Melalui Bentuk Joint Venture Atau Pasar Modal Serta Keuntung-
an Pihak Karyawan Dapat Turut Memiliki Saham Perusahaan Melalul
Koperasi. Remaja Rosdakarya. Bandung. hal. 361-362
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Menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara yang

berhubungan dengan masalah tersebut, maksudanya masa;

1ah ekonomi ditangsulangi dengan kebijakan-kebigjakan
ekonomi, contohnya dikeluarkan Paket Januari tahun

1982 yang memuat beberapa kebijakan, antara lain:

1. Jual beli dengan menggunakan sistem konsinyasi va-
itu barang vang dijual diserahkan terlebih dahulu
kepada pihak pembeli, sedangkan pembayarannya di-
lakukan kemudian hari.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi non-
migas.

Mencaril éumber dana baru, antara lain di bidang per-

pajakan vaitu mengegalakkan bidang perpajakan dengan

mengeluarkan undang-undang perpajakan yvang baru.

Mengurangi atau menghapuskan subsidi yang diberikan

oleh pemerintah bagl bidang-bidang tertentu.

Mengadakan penjadwalan kembali proyvek-proyek pemerin-

tah (reprioritas) agar dana yang tersedia dapat digu-

nakan dengan sebaik-baiknya.

Mengadakan devaluaéi, agar dana dari dalam negeri ti-—

dak mengalir ke luar negeril dan uang vang beredar pa-

da masyarakat tidak terlalu bapyak. Devaluasi ini

mempengaruhi bidang perdagangan karena barang-barang

"akan mengalami kenaikan harga, khususnya barang-ba-

rang impor. Ini memungkinkan untuk memasarkan bharang-
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bharang prqduksi dalam negeri karena. barang-barang im-—
por harganya tingsi, maka pihak-pihak vang membutuﬁ—
kan barang tersebut lebih cenderung membeli barang-
barang produksi dalam negeri yang harganya murah di-

bandingkan densan barang-barang impor.

Menyadari makin berkurangnya kemampuan pemerintah
dalam menyediakan dana pembangunan, maka diaturlah suatu
strategi untuk mengarahkan pembinaan dunia usaha nasion-
al agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung
perekonomian nasional dalam rangka pengembangan ekonomi
nasional yvang sehatb. Lanékah vang diambil oleh pemerin-
tah adalah swasfanisasi BUMN.

Gagasan swastanisasi di Indonesia sesungguhnya dido-
rong oleh kasus swastanisasi di beberapa negara. Di ba-
nyak negara, isu swastanisasi dirasa mendesak setelah
munculnya badai resesi sejak dasawarsa 1970-an yang ber-
akibat pada sulitnya pemerintah untuk melaksanakan fung-
si pembelanjaan negara. Oleh karena itu, kebijaksanaan
swastanisasi dianggap merupakan pilihan yang baik untuk
memperkecil alokasi anggaran pemerintah bagi pembelan—
jaan sektor BUMN, yvang banvak mengalami kerugian.

Swastanisasi merupakan tindakan yang logis di nega-
ra-negara yvang memiliki sistem perekonomian liberal-
kapitalistik. Di Inggris, preseden swastanisasi dan de-

regulasi dirintis sejak zaman Presiden Gerald Ford di
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AS., dan sedak pemerintah PM Margareth Thatcher, telqh
ratusan BUMN diswastakan/diprivatisasikan, seperti hotel
yvang dioperasikan oleh British Rail, perusahaan jaringan
telerhone, perusahaan penerbangan British Airways dan
lain—lain.

Kanada menjual sebagian perusahaan penerbangan yang
dimiliki pemerintah dan sub sektor transportasi lalnnya.
Korea Selatan menswastakan lima bank utama pemerintah.
Malavsia menswastakan perusahaan kereta api. velabuhan
dan rumah sakit. Brazil, hampir 20 BUMN dijual kepada.
pihak swasta. Sedangkan di negara-negara sosialis—komu-
nig yaitu RRC memperluas individualisasi maksudnya di-
perbolehkannya individu~individu memiliki dan mengontrol
bentuk-bentuk tertentu aktivitas ekonomil.

Untuk menuju realisasi swastanisasi atau privatisa—
si, perlu dipertimbangkan mengenai jenis BUMN vang dapat
diswastakan. Sejak tahun 1969, kita mengenal tiga klasi-
fikasi BUMN vyaitu Perum, Perjan, dan Persero. Tetapi
setelah tahun 1983 dikenal pula adanya klasifikasi baru
yaitu Perserc Tunggal, Persero Patungan, Perum, Perjan,
Bank-bank Pemerintah, Pertamina, Perusahaan Negara Lama,
dan PT Lama. Klasifikasi utama Perjan, Perum dan Persero
antara lain didasari oleh besar-kecilnya campur tangan
pemerintah dalam penanganannya. Dari segi finansial,
pada Perjan pemerintah memberi subsidi dan pada Persero

subsidi tidak lagi diberikan.




Dari ketiga Jjenis utama BUMN tersebut, Perjan dan
Perum memiliki peluang vang amat kecil untuk diswastakan
karsna mengemban misi sosial. Peluang terbesar untuk
swastanisasi atau privatisasi BUMN adalah Persero karena
Pergero berpeluang memperoleh keuntungan. Terlebih lagil
dengan dikeluarkannya Peréturan Pemerintah RI Nomor 12
Tahun 1998 Tentang Persero, maka Persero sudah dapat
berjalan sejajar dengan perusahaan swasta. Dengan demi-
kian apabila Perjan atau Perum bermaksud berubah tujuan
dan mengikuti eksistensi Persero maka telah diberi kemu-
dahan untuk berubah bentuk badan hukumnya. Dan pada saat
ini hal tersebut telah menggejala di Indonesia. Ada ke-
cenderungan BUMN diarahkan berbentuk Persero, sedangkan

Persero. sendiri diupavakan untuk go public.

2. Analisis Teoritis

L4

a. Konsistensi Kebijakan-Pengembangan BUMN terhadap

Landasan Konstitusional BUMN

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum
di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan keadi-
lan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran
lebih lanjut dari tujuan negara Indonesia adalah Pa-
aal 33 UUD 1945 atau dengan kata lain bhahwa Pasal 33

UUD 1945 merupakan landasan usaha pembangunan di bi-

dang ekonomi.



Pasal 33 UUD 1945‘merupakan landasan konstitusio-
nal BUMN, terutama pada pasal 33 ayat (2) UUD 1945.
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 berbunvi sebagal berikut:
"Cabang-cabang produksi vang penting bagi negara
dan vang menguasal hajat hidup orang banyak di-
kuasai oleh negara”
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 terdiri dari tiga un-
sur yaitu:
1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara;
2. vang menguasal hajat hidup orang banyak;

3. dikuasai oleh negara.

Sebelum menganalisis bagaimana seharusnya kebija-
kan pengembansan BUMN, terlebih dahulu akan dibahas
bagaimana penjabaran pasal 33 ayat (2) ini, vang Se-
lanjutnya digunakan sebagai tolok ukur kebijakan me-

ngenali pengembangan BUMN.

Cabang-Cabang Produksi Yang Penting Bagi Negara

Dan Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Penting bagi negara berarti bila dilihat dari
berbagai aspek, cabang-cabang produksi tersebut mem-
punyai arti strategis bagi negara. Penting dari su-
dut keamanan, sosial politik, pertahanan dan sebagai-
nya. Cabang-cabang produksi yang dianggap penting

bagi negara juga dapat mempunyai sifat dinamis, arti-



nya penting tidaknya suatu cabang produksi dapat ber-
ubah karena waktu. Hal ini penting bagi kebiéaksana;
an selanjutnya karena diperlukan penyesualan-penyesu-
alan.

Penjelasan unsur 1 dari Pasal 33 ayat (2) terse-
but, keberadaannya harus berdampingan dengan unsur 2
dari Pasal 33 ayvat (2). Hal ini berarti bahwa meski-
pun suatu cabang produksi merupakan hajat hidup orang
‘banyak tetapi tidak dipandang penting bagl negara,
maka tidak perlu dikuasal negara. Atau dapat pula
berlaku, meskipun penting bagi negara tetapi Jjika ti-
dak menguasai hidup orang banyak juga tidak perlu di-
kuasai negara. Berdasarkan pengertian ini, pembuat
kebijakan dapat menggunakan konsep yang mana saja un-
tuk digunakan sebagai landasan berpikirnya.

Penjelasan dari cabang-cabang produksi yaﬁg
menguasail hajat hidup orang banyak menggunakan krite-—
ria segala perusahaan yang menghasilkan barang-ba-
rang kepentingan umum (public utilities) seperti per-—
usahaan air minum, listrik, telephone, pertambangan
harus berada di tangan pemerintah. Selain itu vang
menguasail hajat hidup orang banvak adalah k@butuhanH
rebutuhan pokok tertentu yané tanpa itu maka manusia
tidak dapat hidup (basic needs). Kebutuhan pokok/da—

sar itu antara lain pangan, sandang, dan Ppapan.

T




Public utilities dan basic needs dapat merupakan
hajat hidup orang banyak, maka sudah seharusnya di-
usahakan jumlahnya supaya mencukupi. Bila Jjumlahnya

cukup maka harganya akan terjangkaa oleh masyarakat.
Dikuasai QOleh Negara

Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa perusahaan
vang menguasai hajat hidup orang bhanyak harus dikua-
aai oleh negara. Penguasaan oleh negara ini untuk
mencegah tampuk produksi jatuh ke tangan orang 8€0-
rang yang berkuasa dan rakyat banyvak dirugikan. Wa—
laupun demikian, negara teétap memberikan kesempatan
bhagi berkembangnya individualitas (swasta) untuk ber-
peran dJdalam sistem perekonomian Indonesia. Tetari
tetap perlu ada mekanisme yang dapat mengendalikan
dan mengatasi ckses-ekses yang bersumber dari prak-
tek-praktek oligopolistik dan monopolistik vang mung-
kin timbul.

Namun ada kecenderungan hahwa peranan negara da-
lam perekonomian semakin bertambah besar dari tahun
ke tahun. Peningkatan peranan negara memang tidak
dengan sendirinya menimbulkan akibat negatif bagi pe-
rekonomian. Namun, bahava itu akan timbul bila ﬁe—

ningkatan peranan tersebut menjurus ke arah etatisme.
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b. Konsistensi Kebijakan Pengembangan BUMN Terhadap

Fungsi Sosial BUMN

Sistem perekonomian haruslah dapat melayvani manu-
sia, bukan sebaliknya, hal ini telah dijelaskan dalam
Pasal 33 UUD 1945. Eksistensi BUMN yang oleh Pasal 33
UUD 1945 diberi wewenang mengenai public wutilities
juga tidak dapat dilépaskam dari kerangka tujuan dari
sistem tersebut vaitu melayani masyarakatb. Wewenang
tersebut menyebabkan posisi BUMN menjadi vital dalam
keseluruhan sistem, dengan kemungkinan~-kemungkinan
baik atau buruk pemerintah dalam meﬁangani dunia usa-
ha dalam tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekuasaan pemerintah tersebut di atas menyentuh
aspek politik di éamping sosial-ekonomi, maka BUMN
juga mengandung kemungkinan-kemungkinan untuk resiko-
resiko yang lebih besar, karena kecenderungan-kecen-
derungan vang melekat dalam setiap kekuasaan adalah
menyalahi kekuasaan vang diberikan. Oleh karena 1itu
perlu ada kontrol pemerintah sendiri di samping kon-—
. trol sosial.

Tidak ada pemerintah yang tidak mengarahkan pro-—

ses peﬁbangunan di negaranya untuk kemakmuran rakyat-

nya, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peme—

rintah negara itu melaksanakan secara empiris tujuan

itu.
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Pergeseran fungsionalisasi BUMN dalam hal ini fe-
nomena privatisasi BUMN menimbulkan perdebatan. Per-
debatan tersebut mengenai peranan BUMN sebagal peme-
gang fungsi sosialnya. Privatisasi menimbulkan-perge-
seran struktur kepemilikan modal dari negara menjadi
swasta. Motivasl swasta membeli saham BUMN édalah
mencari keuntungan, oleh sebab itu swasta baru akan
membeli saham Jjika memang saham BUMN tersebut sehat.
Kepentingan mencari keuntungan terkadang berlawanah
dengan kepentingan untuk melayani masyarakat (fungsi
sosial). Jika kepentingan tersebut tidak seimbang dan
lebih mementingkan keuntungan semata, maka yang rugl
adalah masyarakat.

Privatisasi BUMN dapat mengarah kepada kepemili-
kan saham oleh swasta asing dan mereka mendominasi
kepemilikan. Jika demikian kenyataannya maka vang
akan terjadi adalah pengambilan keputusan mengenal
harga atau vang bersifat managerial untuk mementing-
kan swasta asing terssebut, dalam arti tidak melihat
kepentingan masyarakat banyvak.

Umumnya BUMN menguasali pasar yang bersifat mono-
poli atau oligopoli. Dengan privatisasi berarti. ter—
jadi pengalihan saham dari pemerintah ke swasta, maka
sektor swasta memegang kendali dalam pasar, namun ma-

sih dalam bentuk monopoli atau oligopoli. Penataan




BUMN dengan cara swasta biasanya akan menyingkirkan
unit usaha vang tidak menguntungkan sekalipun ber-
funzgsi sosial. QOleh karena itu perlu dipikirkan hahwa
privatisasi bukan hanya untuk mgngalihkan kepemilikan
saham perusahaan dari pemerintah ke swasta atau
masyarakat, tetapi lebih luas dari itu. Privatisasi
juga berarti memberi kesempatan swasta untuk terlibat
dalam bisnis vang selama ini dijalankan oleh pemerin-
tah. BUMN dan swasta dapaf saling bersaing dengan
meninggalkan praktek-praktek monopoli dan oligopoli
serta tidak lagi mengandalkan fasilitas pemerintah.
Perlu dipertimbangkan bahwa .untuk privatisasi
BUMN, Indonesia tidak dapat mengikuti contoh kasus di
negara-negara maju, seperti Inggris. Inggris tidak
membedakan antara swasta asing dan swasta nasional.
Ingeris justru menarik swasta asing masuk dan memper-
bolehkan pihak asing mendominir BUMN-nya. Pemerintah
perlu melakukan langkah-langkah privatisasi dengan

hati—hati, sebab langkah yang salah akan mempengaruhi-

kepentingan orang banvak.
3. Analisis Yuridis

Pérgeseran fungsionalisasi BUMN pada saat ini ditun-
jukkan dengan banyaknya restrukturisasi dan privatisasi

BUMN . Restrukturisasi dan privatisasi BUMN bertujuan un-—
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tuk meningkatkan efisiensl dan produktivitas BUMN. Namun
sampal saat ini secara teoritis dan empiris belum dapat
dibuktikan apakah restrukturisasi dan privatisasi BUMN
dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN ser-
ta tetap konsisten pada ide awal pembentukan BUMN.

Krisis ekonomi yang sekarang dirasakan bangsa Indo-
nesia paling parah selama lebih dari tiga dasawarsa ter-
akhir ini, telah membuat pemerintah tidak dapat mendanail
kegiatan pemerintah, oleh karena itu diharapkan melaluil
penjualan saham BUMN, pemerintah masih dapat mendanal
anggaran pemerintah.

Penjualan éset pemerintah seperti BUMN dinilai seba-
gai jalan vang terbaik dilihat dari sisi perusshaan itu
sendiri maupun dari sisi pemerintah. Dari sisi perusaha-
an, keterlibatan pihak swasta dalam perusahaan akan me-
rubah fungsi utama BUMN itu sendiri dari fungsi sosial
ke fungsi mencari keuntunggn atau berorientasi pada ke-
untungan. Dari sisi pemerintah, selain mendapatkan dana
dari hasil penjualan saham, pemerintah mendapat beban
yangﬁlebih ringan dari BUMN yang umumnya sedang merusgi.

Dalam hal Xkinerja, BUMN diupayakan tidak Dberbeda
dengan perusahaan swasta yang harus efisien, kompetitif
dan mencari laba sebesar-besarnya. BUMN vang bekerdja di

bidang public utilities juga harus tetap efisien dan

kompetitif agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang

semaksimal mungkin dengan cost yang minimal.
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Dalam lkondisi krisis seperti sa%t ini, pemerintah
telah sepakat unbtuk tetap pada égenda swastanisasi
perusahaan negara. Pengalaman tahun ﬁ998 lailu, pemerin-
tah te=lah membentuk Tim Privatisasi%BUMN, dan rencana
Holding company BUMN yang telah dia@ali dengan langkah
pengalihan BUMN dari instansi de%artemen teknis ke
kantor Menteri Pendayagunaan BUMN. ﬁalam privatisasl ini
ditarsetkan selesai selama tahun ang%aran 1998/1999.

Rencana holding‘company'bertuju#n perampingén Jumlah
BUMN secara efisiensi. Holding company adalah suatu
perusahaan yang kegiatan utamanya ?adalah melaksanakan
investasi pada anak-anak perusahgan dan selanjutnya
melakukan pengawasan atas kegiatan%manajemen anak-anak
perusahaan. Holding company vang dﬁmaksud bukan hertu-
juan untuk membentuk perusahaan ind@k, melainkan bagail-
mana pelaksanaan pengelolaan dan; penyvesuaian sistem
holding. Maksudnya adalah semua BUMN akan berada pada
naungan dan dikoordinasi langsung p%da satu badan, untuk
mempermudah pengawasan pengelolaannéa.

Kebijakan pemerintah dalam rest%ukturisasi, privati-
sasi maupun holding company BUMN, téntu harus didasarkan
pada landasan hukum yang jelas, apaiagi BUMN menyangkut
kepentingan orang banyak dan milik ﬁasyarakat Indonesia.
Mekanismenya harus diatur melaluii peraturan-peraturan

vang jelas dan institusi kenegaraan%yang berlaku.

| SFT-PISTAK- Ty
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4. Analisis Ekonomi

Jika dicermati. privatisasi BUMN akan menjadi pros-
pek vang bsrpeluang bagi pemerintah Indonesia. Dalam Ka-
hinet Reformasi Pembansunan, BUMN akan dijadikan konglo-
merasi-konglomerasi baru yang kuat. Pada tahun 1998 ini
saja telah diumumkan 12 BUMN yang akan diprivatisasikan,
sebagai sebagian butir kesepakatan dengan IMF. Di bawah
pengelolaan Menteri Negara Pendayvagunaan BUMN, }59 BUMN
memiliki kurang lebih 461,6 triliun aset negara vang me-—
liputi usaha perdagangan sampai industri vital. Besgitu
strategisnva sgﬁingga IMF dalam perundingannya memasuki
program kementrian 1ini dalam matriks pengawasannya.
Salah satu tusgas yvang dibebankan IMF adalah privaéisasi
BUMN‘yang seharusnya selesai pada bulan Juni 1998.

Sistem perekonomian Indonesia secara teoritis adalah
sistem perekonomian campuran, namun komitmen pemerintah
untuk melakukan privatisasi. merupakan konsekuensi dari
diikutinya pemikiran neoklasik. Dalam pemikiran neokla-
sik, memburuknya perekonomian merupakan konsekuensi daril
kesaléhan keterlibatan pemerintah di bidang ekonomi
daripada kesalahan pasar. Ketika Indonesia sedang dilan-
da krisis ekonomi dan moneter yang kronis, langkah pen-
ting yang diajukan untuk menyembuhkan krisis ini adalah
memberi kebebasan seluas-luasnya kepada mekanisme pasar.

Caranya, di samping mengurangi keterlibatan negara yang




barlebihan di dalam prembuatan kebijakan-kebijakan ekono-
mi juga mengurangi keterlibatan negara di daiam kepemil-
ikan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti
di dalam perusahaan-perusahaan negara.

Program privatisasi besar-besaran telah terjadi pada
tahun 1980-an, ketika dunia dilanda krisis ekonomi. Pe-
merintah Ingsris vang sebelumnya termasuk banyak memili-
ki BUMN berangsur-—-angsur memprivatisasikan perusahaan-
perusahaan negara itu, termasuk perusahaan negara yvang
dianggap vital Seperti Telkom. Kondisi beberapa BUMN se-
helum dilakukan privatisasi sangatlah parah dan nyaris
gulung tlkar kemudian dengan privatisasi ini BUMN telah
berubah menjadi BUMN yang tangguh. Walaupun program
swastanisasi ini mendapat tantangan di Parlemen, kenya-
taannya hasil dari program ini dapat membantu Inggris
vang pada saat itu dalam kesulitan ekonomi, dan Juga
memperbaiki kinerja BUMN Inggris. Sebagail contoh perusa-
haan British Airways vang sempat merugi selama beberapa
tahun, berkat privatisasi perusahéan tersebut mendapat

keuntuhgan di atas 600 Jjuta poundsterling. Selanjutnya

langkah vang dilakukan Inggris ini diikuti oleh negara-

negara lain di dunia.
Kondisi di Indonesia saat ini tidak banyvak berbeda
dengan gambaran keadaan di luar negeri. Swastanisasi dan

deregulasi masih merupakan topik yang terus menjadi ba-
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han wperbincangan sekalipun pemerintah telah membentuk

sebuah tim khusus untuk mengkajinya beberapa waktu yang

lalu.

Besarnyva ketergantungan perekonomian nasional kepada
sektor pemerintah inl vang akan banyak menimbulkan masa-
iah jika penerimaan pemerintah mengalami distorsi seper-
"'ti yang dialami Indonesia akhir-akhir ini; Adanya begitu
banyak BUMN sebenarnya merupakan beban tersendiri bagi
pemerintah. Jika beban ini menjadi berlebihan, hingsa
. menembus bidang-bidang vang tidak perlu ditangani lang-
sung oleh pemerintah, maka sedikitnya ada tiga masalah
yvang akan langsung dihadapi, yaitu:

1. Pemerintah tidak dapat lagi menutupi belanja BUMN ka-
rena berbagai kendala vang dipunyai, sebagaimana yang
kita ketahui bahwa BUMN sebagai aset negara atau bisa
merupakan sumber penerimaan negara dan sebaliknva
pula sebasgal unsur bilaya.

2. Birckrasi akan menyulitkan gerakan BUMN yang semesti-
nya bisa lebih dinamis dan kreatif wuntuk mencapail
efisignsi vang tinggi.

3. Akan timbul kesan bahwa pemerintah telah melakukan
jntervensi vang terlampau besar terhadap jalannya ro-
da perekonomian nasional sehingga begitu banyak sek-
tor yang ditangani sekaligus (etatisme). Padahal eta-

tisme adalah salah satu dari tiga aspek vyang tidak
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dikehendaki GBHN. Oleh karena itu privatisasi sebagai
bagian dari kebijaksanaan deregulasi yang telah di-
ambil, selain bertujuan meningkatkan efisiensi nasio-
nal, sebenarnya bisa menjangkau dua sgsaran vaitu da-

ri segi APEN dan segi GBHN.

UJzaha-usaha untuk melengkapi kebijaksanaan deregula-
si dengan privatisasi akan lebih berarti Jjika Undang-
Undang Antimonopol; dapat terealisasi. Xarena dengan de-
mikian, ketiga instrumen kebijaksanaan pemerintah terse-
but (deregulasi, privatisasi, dan antimonopoli) secara
simultan akan merupakan implementasl dan konsisten dari

GBHN.

N
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disa-

Jikan data hasil penelitian dan pembahasan sebagal berikut:
A. Hasil Penelitian

1. Konsekuensi yuridis dari restrukbturisasi perusahaan nega-—
ra vang berwujud perubahan status hukum perusahaan, dalam
hubungannya dengan pergeseran fungsionalisasi BUMN

Bentuk perusahaan yang disebut perusahaan negara, tidak
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia
(KUHD), melainkan diatur dalam berbagai peraturan khusus.
Berdasarkan dasar hukum bagi berlakunya perusahaan negara di

Indonesia, dapat disajikan dalam tabel sebagal berikutb:

Tabel 1.

Peraturan—-Peraturan Mengenai Bentuk Perusahaan Negara

Tahun Produk Perundang-Undangan Bentuk Perusahaan Negara

Sebelum tahun 1. Undang-Undang Perusahaan Perusahsan-perusshaan
1980 Indonesia/Indonesische IBW
Bedrijven Wet (IBW)
2. Undang-Undang Perbendaha- Perusahaan-perusahaan

raan Indonesia/Indonesis- ICW
che Comptabilities Wet
(ICW)

3. Perusahaan-perusahaan Perusahaan yang didiri-
berdasarkan undasng-undang kan oleh Bank Industri
tertentu Negara (BIN) dan Peru-

sahaan-perusahaan Asing
yang dinasionalisasikan
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Tahun

Produk Perundang-Undangan

Bentuk Perusahaan Negara

4. Perusahaan Negara vang Perusahaan vang berben-—
berada di lapsngan hukum tuk Perseroan Terbatas
dagang (Pasal 36-58 KUHD) (PT) vang sahamnya di-
miliki oleh pemerintah.
5. Kerutusan Menteri Yayasan dengan modal
penerintah vang dibentuk
dengan Keputusan Menteril
vang bersangkutan.
Sesudah Tahun
1960 1. Peraturan Pemerintah Peng- Semua Perusahaan Negara
ganti UU No. 19 tahun 1960 dalam bentuk apapun yang
Tentang Perusahaan Negara  selurvh modalnya merupa-—
(Perpu No. 19/1960), vang kan kekayaan Negara RI
kemudian dijadikan UU No.
19 Prp. tahun 1960. Dengan
Peraturan Pelaksana PP No.
26 tahmn 1964 Tentang Ke-—
kayaan dan Modal Perusaha-
an Negara.
1967 2. Instruksi Presiden No. 17 Perjan, Perum & Persero
tahun 1967 Tentang Penga-
rahan dan Penyederhanaan
Perusahaan Negara ke dalam
tiga bentuk usaha negara
Ditindaklanjuti dengan:
1969 Perpu No. 1/1969 Tentang

Bentuk-Bentuk Usaha Negara
yvang kemudian menjadi UV
No. 9 tahun 1969.

Sumber: Data Sekunder

Sebelum tahun 1980, perusahaan-perusahaan negara ada

vang berbentuk perseroan terbatas, vayvasan, dan sebagainya,

semuanya didirikan berdasarkan hukum perdata dan ada

yang
yvang berbentuk badan hukum berdasarkan Undang-Undang. Bebe-

rapa waktu setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali kepa-

da UUD 1945, pemerintah pada waktu itu mengeluarkan kebijak-

an di bidang ekonomi untuk menyesuaikan organisasi alat—alat
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procdukei dan distribusi kepada penyelenggaraan Pazal 33 UUD
1945, Dan dalam rangka penyelenggaraan elonomi terpimpin
pemerintah perlu mengadakan keseragaman dalam bentuk perusa-
haan-perusahaan negara. Sehingga keluarlah peraturan pokok
hasgi perusahaan-perusahaan negara vang bherbentuk Perpu  No.
1971960, vang diundangkan dalam Lembaga Negara No. 59 Tahun
1960.

Perugahaan Negara dibutuhksan untuk menaikkan kesejahte-
raan  rakvat secara umum, Sehingga‘ perlu disinkronisasikan
dengan sesgala kegiatan ekonomi. Dalam usah§.mengadakan sin-
kronisasi tersebut, pemerintah merasa perlu meninjau dan me-
nelaah kembali status dan organisasi dari perusahaan negara,
baik yang berbentuk badan-badan berdasarkan hukum perdata
maupun vang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum publik
(antara lain Jjusga berdasarkan Undang-Undang Perusahaan
Indonesia/IBW. (Staatsblad 1927-419). Sedansgkan Perusahaan-—
perusahaan ICW (Staatsblad 1925-448) melihat slifat dan
tujuannya tetap diurus melalui dan berdasarkan budget nega-
ra. Dengan diadakannyva sinkronisasi d§ri segala kegiatan
tersebut, maka dapat diusahakan adanya jaminan untux dapat
meletakkan dasar-dasar bagi sistem ekonoml terpimpin (pada
walktu itu).

Perusahaan Negara menurut Perpu No. 19/1960 adalah se-
mua perusahaan dalam bentuk apapun vang modalnya untuk selu-
ruhnya merupakan kekayaan RI kecuali jika ditentukan lain

cleh atau berdasarkan undang-undang. Dengan adanva keten-
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tuan-ketentuan tersebut di atas. maka semua perusahaan vang
modalnya untuk seluruhnyva merupakan kekayaan negara, balk
yéng terijadi karena pemisahan dari kekaysan negara maupun
vang terjadi karena nasionalisasi berdasarkan UU No. 86
tahun 1856 (LN. 1958-182) adalah perusahaan negara. Sedang-
kan perusahaan-perusahaan campuran, dimana pemerintah hanva
turut serta untuk sebahagian saja dalam modalnya, bﬁkan
perusahaan negara. Terhadap perusahaan yvang telsh ditunjuk
sehagal perus%haan IBW dan kemudian diatur kembali herdasar-
kan Pepaturan Pemerintalh Pengganti Undang-Undaneg ini, maka
IBW tidak berlaku lagi.

Di dalam pelaksanaan Perpu No. 19/1960 secara formal
telah terpenuhi. namun secara material usaha untuk menvera-
gamkan baik mengenai cara mengurus dan menguasai maupun
mengenai bentuk. hukum dari usaha-usaha negara tersebut,
masih terdapat banyvak kesulitas. Dalam kenyataannya terdapat
usaha negara dalam bentuk perusahaan negara menurut Perru
No. 19/1980 secara ekonomis tidak efisien. Dalam hal ini
diperlukan langkah-langkah persiapan vang diperlukan ke arah
penggolongan p;rusahaan—perusahaan negara ke dalam tiga
bentuk, vang mana kebijakan ini diawall dengan dikeluarkan-—
nya Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967, vang selanjutnya
ditindakianjuti dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9
tahun 1969.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 9 tahun 1963, maka

vang dimaksud dengan perusgahaan negara ialah:
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a. Jemua parusahaan yang didirikan dan diatur menurut keten-
tuan-ketentuan IBW (5tbl. 1927:419)%: perusahaan ini dina-
akan Perusshaan Jawatan disingkat FPerdjan.

b. Semua perusahaan vang berbentuk persercan terbatas vyang
diatur menurut hukum KUHD (8Sthl. 1847:23) baik vang
saham-zahamnya untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya
dimiliki oleh negara dari kekavaan negara yang dipisah-

kan: perugsahaan ini dinamakan Perusahaan Persero dising-

kat Persero.

@]

Semua perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh
negara dari kekayvaan negara vang dipisahkan dan vang
tidak dibagi atas saham-saham yang didirikan dan diatur
berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 19 Prp.
tahun 1960: perusahaan negara ini dinamakan Perusahaan
Umum disingkat Perum.

Dengan demikian, maka usaha-usaha negara diluar ketiga
hentuk ini (perjan, persero dan perum) bukan perusahaan ne-
gara. Usaha-usaha negara semula didirikan berdasarkan keten-
tuan-ketentuan Undang-Undang No. 19 Prp. tshun 1960 dan vang
akan dialihkan bentuknya ke dalam bentuk perjan atau perse-
ro, pelaksanaannya akan dilakukan dengan peraturan pemerin-
tah.

Selanjutnya, di dalam perkembangan perusahaanl negara,
secara kualitas dan kuantitas, mengalami banyak penyempur-

pnaan vang dapat disajikan dalam tabel sebagail berikut:
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Penvempurnaan Kebijakan Pemerintah Mengenai

Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara

Tahun

Produk Perundang-Undangam

Keterangan

1969

1973

1983

1990

1998

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun
1969 Tentang Perusahaan Perserocan
{Persero)., selanjutnva divbah de-
ngan Peraturan Pemerintah No. 24
tahun 1972.

Instruksl Presiden No. 11 Tahun
1973

Peraturan Pemerintah No. 3 tahun
1983 Tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Perjan, Perum dan
Persero

Inatruksi Presiden No. 5 tahun
1988

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun
1990 Tentans Persero vang Menjual
Sahamnva Kepada Masyarakat Mela-
lui Pasar Modal, selanjutnya diu-
bah dengan Peraturan Pemerintah
No. 59 tahun 1996.

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun
1998 Tentang Peraero

Peraturan ini mengatur lebih
lanjub tentang Persero vang
ditetapkan dalam Pasal 2
avat (3) dan Pasal 3 UU No.
9/1569.

Peraturan ini mengatur pedo-
man hbungan dan tatakeria
Menteri-nenteri bidansg tel-
nis dan Menteri Keuangan
vang mewskili negara selaku
pemegansg saham Persero.

Peraturan ini dimaksudken
untuk meningkatkan, mener-
tibkan dan menveragamkan
pembinaan dan pengawasan
perusahaan-perusahaan nega-
ra agar dapat melaksanakan
tugas sesual dengan tujuan
pendiriannya.

Peraturan inl mengatur ten-
tang penyehatan dan pengelo-
iaan BUMN. Dalam peraturan
ini pengertian mengenai BUMN
diatur tersendiri.

Dengan bherlakunya Peraturan
ini, maka Peraturan Pemerin-
tah No. 12 tahun 1969, yang
gelanjutnya diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 24
tahun 1972, Ketentuan ten-—
tang Persero dalam Peraturan
Pemerintah No. 55 tahun 1290
dinyvatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
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Tahun Produl Perundsng-Undangam Keterangan

1998  Peraturan Pemerintah No. 13 tahun  Dengan berlakunva Peraturan
1998 Tentang Perum. ini maka Peraturan Pemerin-
tah Ho. 3 tahun 1983 dicabut
dan tidak berlaku lagi.
1998  Peraturan Pemerintah Ho. 50 tahun
1998 Tentang Pengalihan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Ke -
uangan Selaku Pemegang Saham/RUPS
pada Persero kepada Menteri Nega-
ra Pendawvagunaan BUMN
1298 Instruksi Presiden Ho. 15 tahun Peratwran ini mengatur ten-
19948 tang pengalihan pembinaan
terhadap Persero dan PT wvang
sebagian sahamnva dimiliki
Negara Republik Indonesia
kepada Menteri Negara Penda-
yvagunaan BUMN.

Sumber: Data Sekunder

Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa penyvempurnaan kebi-
jakan pemerintah mengenai perusahaan negara herhubungan de-
ngan keinginan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan
dava saing perusahaan negara. Langkah-langkah yang diambil
pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya sa-
ing perusahaan negara lebih ditekankan pada mekanisme kerja
organ Persero. Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998
lebih ditegaskan bahwa mekanisme kerja orga Persero disesu-
aikan denganm-prinsip Perserocan Terbatas (PT) sebagaimana
vang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 Tentang
Perserioan Terbatas.

Selain mengenai Persero, yang perlu digarisbawahi
berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas adalah Perum. Dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah HNo. 13 Tahun 1988,
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manaj=men Perum kini lebih luas otommminya. Perum mesmiiiki
landasan yang kuat untuk menerbitkan obligasi dalam rangks
pengerahan dana masyarakat. Dalam hal ini, Perum diberikan
peluans  Iuas  untuk mengembanglkan vawshanya untuk menjadi
badan usaha vang maju dan mandiri yang kelak dapat memberi-
kan kontribusi vang lebih besar bagi perekonomian negsss.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat peraturan
pemerintah yvang secara tegas mengatur mengenal penyewpurnaan
Perjan. Bentuk perusshaan negara ini tampaknya tidak menjadi
prioritas pemerintah untuk dikembangkas atau dibuat 1ébih
baik kondisinya, Jjustru dengan Peraturan Pemerintah No. 13
Tahun 1998 Perjan t=lah dicabut dan tidak berlaku lagi. BSe-
bagai perbandingan dengan status badan usaha milik negara
yvang lain, disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.

Status Kepemilikan Perusahaan Negara
Dari Tahun 1978 - 1998

B SIATUS [ 1978 ¥ 1983 1987 | 1948 {1900 1990 1 1991 ng 193 { 1994 | 1395 19?51‘{ 1957 1 1998
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Tabel 3 menunjulkkan bhahwa ada kecenderungan dari kebi-
jakan pemerintah untuk mengubah status badan usaha milik ne-
gara menjadi Persero dan Perum. Dan sejak tahun 1980, Perjan
ditiadakan. Jika kita menganalisis berdasarkan sifat usaha
BUMN maka berubahnya stabus tersebut di atas memiliki tujuan
tertentu, vaitu orientasi pada keuntungan. Memupuk keuntung-
an adalah sifat usaha Fergero dan Perum (walaupun Perum ma-
sih berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan
umum di samping mendapat keuntungan). Sedangkan Perjan bher-
usaha di bidang penyediaan jasa—jasa bagi masyvarakat terma-
suk pelayvanan kepada masyarakat.

Sampai dengan tahun 1996, dominasi bentuk Persero (Per-sero
Tunggal dan Perserc Patungan masih lebih diminati daripada
bentuk Perum dan Perjan. Bentuk badan usaha patungan menjadi
satu alternatif sejak dikeluvarkannya Instruksi Presiden No.
5 tahun 1988, dimana dijelaskan di dalamnya bahwa yang
termasuk peungertian BUMN adalah: badan usaha di luar Bank
Indonesia vang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI,
badan usahs yang 51% atau lebih salamnya dimiliki oleh
Pemerintah .RI, badan uszha patunsgan yang seluruh sahamnya
merupakap patungén antara pemerintah RI dengan Pemerintah
Daerah atau BUMN/Lembaga Pemerintah lainnya tanpa memperhat-
ikan komposgizi pemilikan sahamnya. Status kepemilikan peru-
sshasn negara pada tahun 1998 dapat ditunjukkan dengan tabel

sebagai berikut.



Tabel. 4
Status Kepemilikan Perusahaan Negara
Pada Tahun 1998

No. Departemen Persero Persero Terbuka
Tunggal Patungan
1. Bapedal 0 i 0
2_  Perindustrian dan Perdagangan 18 17 1
3. Pertanian 8 0 0
4. Keuangan 16 13 1
5. Perhubungan 15 1 2
6. Pekerjaan Umum ' i6 0 4]
T. Pertambangan dori Energi 4 2 2
8. Pariwisata, Seni dan Budaya 4 0 0
9. Kehutanan dan Perkebunan 19 1 0
10. Pertahanan Keamanan 2 0 0
11. EKesehatan 4 0 0
12. Penerangan 1 0 0
13. Tenaga Kerja 1 0 0
14, Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0
15. BPIS 10 0 0
16. Batan (Direktorat Jenderal) 1 0 0
117 35 6

Sumber: Departemen Keuangan RI

Sampai bulan Mei 1998 ada 164 BUMN di Indonezia, baik
vang ada di bawah departemen maupun non departemen. Yang
terbanyak ada di bawah naungan Deperindag yvaitu 36, EKeuangan
BO; dan Pekerjaan Umum 16. Total Persero Tunggal 117, Pa-
tungan 35 dan Perum berjumlah §. Untuk PP Berdikari masih
perstatus PT Lama dan Pertamina masih mendapat status khu-

sus.



Tabel. 5

Konsekuensi Yuridis Perubahan Status Perusahaan Negara

Bentulk Perusahaan Konsekuensi Yuridis

Dari Perjan ke Perum 1. Dasar Hukum: peraturan pemerintah vang me-
netapkan pendirian Ferum dan menetapkan
Anggaran Dasar Perum.

2. Mekanigme kerja disesuailkan dengan karakter

g Perum. i

3. Selsnjutnys berlaku Peraturan Pemerintah
No. 13 Tahun 1998 Tentang Perum.

4. Perstoran Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Ten-
tang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Perjan, Perum dan Persero dicabut dan tidak
berlaku lagi.

Dari Perum ke Persero 1. Dasar Hukum: peraturan pemerintah yang me-
netapkan pendirian Persero dan menetapkan
Anggaran Dasar Persero.

% Mekanisme kerja disesuaikan dengan karakter
Persero dan berlaku pringip-prinsip Perse-
roan Terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undansg No. 1 Tahun 1995 Tentang PT.

3. Selanjutnva berlaku Peraturan Pemerintah
No. 12 Tahun 1998 Tentang Persero.

4. Pengalihan bentuk badan usaha menjadi Per-
sero berlaku pasal 36 Peraturan Pemerintah
No. 12 Tahun 1998, dimana pengalihan bentuk
tersebut harus mememiii persyaratan-persya—
ratan vang tercantum pada pasal 36 ayat (2)

5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tashun 1968
Tentang Persero, ketentuan tentang Persero
dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983
dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1990
Tentang Perzerc Yang Menjual Sahamnya Repa—
da Masyarakat Melalui Pasar Modal.

Sqmber: Data Sekunder

Hal-hal penting berkaitan dengan mskanisme kerja Perum
vang berhubungan dengan Peraturnan Pemerintah No. 13 Tahun
1098 adalah bahwa Perum diberi otonomi untuk menerbitkan
obligasi yang mana rencana penerbitannya wajib memberitahu-
kan kepada para kreditor. Dalam hal penggunaan laba, setiap
tahun buku Perum Qajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba

bersih wntuk cadangan tujuan, penyusutan. dan pengurangan
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yarng wajar lainnya, sedangkan sisa penyisihan laba  ssbesar

by

45% digunakan sehagai cadangan umum, sosial dan pendidikan.
Seluruh laba bersih Perum setiap tahunnya setelah dikurangi
penyisihan disstorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta  yang
menjadi hak negara.

Sgluruh modal Ferum «imiliki negsra berupa kekayaan ne-
gara vang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Menteri
Keuangan tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan aki-
bat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung
jawak atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara
yang telah dipisahkan ke dalam Perum. Terkecuali Jjika Men—
teri Keuvangan baik langsung maupun tidak langsung dengan
itikad baik memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan
pribadi. -

Persturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 disusun sepenuh-
nya berdasarkan ketentuan yvang berlaku bagi PT sebagaimana
termaktub dalsm Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, hanya saja
PP ini memberi pengaturan-pengaturan khusus yang berkaitan
dengan karakter Persero msbagal PT yang sahamnmya sSebagian
atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Mengenal organ Persero
tidak terdapat perbedaan vaitu Rapat Umum Pemegang Saham,
Komisaris dan Direksi. Menteri Keuvangan berkedudukan sebagal
Rapat Umum Pemegang Saham bila seluruh saham Persero dinilai
oleh negara, dan sebagal pemegang saham kila hanya lsebagian
saham Persero vang Aimiliki negara. Menteri Teknis hanya
berwenang menentukan kebijakan pengaturan usaha dan produk
vang dihazilkan baik barang atau jasa, =madangkan fungsi pem-

binaan BUMN dilakukan oleh Menteri Keuangan.

oy
;
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2. Konsistensi kebijakan pemerintah dalam melakukan restruk-

turisasi perusahaan terhadap landasan konstitusional BUMN

Untuk mensganalisis apakah kebijakan pemerintah mengenai
perusahaan negara konsisten dengan landasan konstitusional
BUMN. akan ditelaah perundans—undangan vang berhubungan
dengan bentuk badan usaha negara, kKarena sifat usaha vang
tercermin dari bentuk badan usaha akan menunjukkan bagaimana
maksud dan tujuan badan usaha nsgara tersshut.

Di dalam konsideran Setiép peraturan pemerintah yang
mengatur tentang perusahaan negara seperti: Peraturan Peme-
rintah No. 1% Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Per-
2pro) dan Peraturan Pemerintsh No. 13 Tahun 1998 Tentang Per-
usahaan Umum (Perum), selalu mengacu pada Undang-Undang No.
9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggan-—
£i Undang-Undang No. 1 Tahun 196% Tentang Bentuk-hentuk Usa-
ha Negara menjadi Undang-Undang. Sehingga dalam menelaah
setiap pasal di dalam tabel-tabel di bawah ini , selalu bher-
titik tolak pada ide-ide awal vang tersurat dan tersirat di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang
No. 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-
bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang.

Landasan konstitusional BUMN adalah pasal 33 avat {(2)
dan avat (3) UUD 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UuD 1945

mengisyaratkan bahwa. cabang-cabang yang dianggap penting
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untuk kezejahteraan rakyat harus dikuasai dan dikelolaA oleh
negara. Implikasinya adalah dibentuknyva perusahaan—
perusahiaan negara vang sslanjuinya perusahaan—perusahaan
negara tersebut digolongkan ke dalam tiga bentuk usaha
negara dengan Undang-Undang Neo. 8 Tahun 1969.'Untuk mening-
katkan pembinazan dan pengawasan terhadap ketiga hentuk
perusahaan negara tersebut dalam rangka mencapal maksud dan
tujuannya. pemerintah RI memandang perlu untuk mengatur tata
cara pemnbinaan dan pengawasannya, yang selanjutnya dituang-

kan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983.

Ketiga bentuk usaha negara tersebut {Perjan, Perum,
Peraero) memiliki fungsi vang berbeda satu sama lain. Fungsi
dari masing-masing badan usaha tersebut adalah sebagai beri-
kut:

a) Perjan berfungsi sebagal penyedia jasa-Jjasa bagi masyara-
kat termasuk pelayanan kepada masyarakat;

b)Y Perum berfungsi sebagail penyedia pelavanan bagil kemanfa-
atan umum disamping mendapat keuntungan;

o} Persero berfungsi memupuk keuntungan dan berusaha di
bidang-bidang vang dapat mendorong perkembangan sektor
awasta dan atau koperasi, di luar hidang usaha Perjan dan
Perum.

Masing-masging fungsi dari ketiga bhentuk usaha negara
diupavakan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat

berhasil mencapai maksud dan tuwjuannya. Adapun maksud dan
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twivan dari  pembentulkan perusahaan negara adalah sebagal

berikut:

a) Memberikan sumbanzan bagl perkembangan perskonomian nega-
ra pada wmumnya dan penerimsan negara pada khususnya.

b) Mengadakan pemupukan kKeuntungan dan pendapatan

o) Menvelengearakan kemanfaatan umum berupa barang dan Jasa
vang bermutu dan memadal bégi vemenuhan hadjat hidup crang
hanvalk.

d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha vang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Menvelenggarakan kegiatan usaha yvang bersifat melengkapi

o

kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menvedia-—
kan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk bharang maupun
dalam bentuk Jasa dengan memberikan pelayanan vansg bermu-
tu dan memadail.

£} Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor
swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan
sektor koperasi.

g) Turut aktif melaksanakan dan menunjansg pelaksanaan kebi-
jaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan
pembangunan pada umumMNyva. |

Dalam perkembangannya, Perjan, Perum dan Persero lebih
disampurnakﬁn, hal ini ditunjukkan dengan diundangkannya se-
perangkat aturan-aturan hukum (lihat tabel 2). Peraturan-

peraturan tersebut dianalisis untuk menggambarkan konsisten-
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Perbandingan perubahan—-perubahan dan

ketentuan tentang Perusahaan Jawatan

rambahan ketentuan-—

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 18983
Lama,

Baru

FPomhinaan dilakukan oleh Menteril vang
dalam pelaksanannyva dibantu secara
teknis operasional oleh Direktur Jen-
deral dan secara administratif oleh
Sekretaris Jenderal sesuai dengan bi-
dang tanggung Jjawabnya masing-masing

Pangelolaan dilakukan oleh Direktur
Utama. Tangmmg jawab administrabtif
fungsional sebagail BUMM terhadap peme-
rintah (Menteri dan atau Menteri Keu-
angan) dilakukan oleh Direktur Utama
(Kepala Perjan}. Pertanggungjawaban
ini dalam hubungannva dengan kedudukan
Perjan sebagai aparatur perckonomian
negara

Pengawasan dilakukan oleh menteri dan
secara teknis dilakukan oleh Direktur
Jenderal dan secara administratif di-
hidang keuwangan dan personalia oleh
Sekretaris Jenderal.

Inspektur Jenderal melaksanakan penga-
wasan vang meliputi pemeriksaan, peng-
uiian dan penilaian serta pengurussn
terhadap Perjan, hal ini berkaitan
dengan kedudukan Perjan sebagal cabang
dinas negara.

Pelaporan kepada menteri dengan tem-
busan kepada Direktur Jenderal, Sek-
retaris Jenderal dan Menteri Keuangan

Keterangar:

Pada tahun 1998 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi. Perjan diangsap tidak ~menguntungkan, sehingga
bentuk badan usaha ini ditiadakan sejak tahun 1590.



Perbandingan perubahan-perubahan tambahan ketentuan-ketentu-

an tentang Perusahaan Umum (Perum)

Lama

Baru

Paprum merupakan wadah hagi PN vang
tidak digolongkan pada Perjan atau
Persero dan tetap tunduk pada UU
No. 19 Prp Tahun 1980 (UU No. 9
Tahun 18693

Pandirian dan Anggaran Dasar
Perum didirikan dengan Peraturan
Pemerintah (UU Mo, & Tahun 1963)

Pengaunaan Laba

Direksi

- Kepengurusan Perum dilakukan oleh

Direksi
(pasal 14 PP No. 3 talun 1933)

Perum adalah BUMN sehazaimens dia -
tur dalam UU Ho. 9 Talun 1969 dima-—
na zeluruh modalnva dimiliki Megara
bherupa kekayvaan Negara vang dipi-
sahkan dan tidak terbagi atas saham
(pasal 1 PP Mo. 13 Tahun 1998)

- Perum didirikan dengan Peraturan
Pemerintah {(pasal 7 PP No. 13
tahun 1998)

- PP tersebut memualb penetapan ben—
dirian Perum, penetapan pendirian
Perum, pehnetapan besarnva kekaya-
an Negara vang dipisahkan untuk
penvertaan ke dalam modal Perum,
AD Perum dan penmunjukan Menteri
Keuangan selaku wakil pemerintah
dan pendelegasian wewenang lMente—
ri Keuangan kepada Menteri dalam
pembinaan sehari-hari Perum
(Pasal 8 PP Ho. 13 tahun 1938)

~ Penerbitan obligasi dalam rangka
pengerahan dana masyarakat dite-
tapkan dengan PP.

- Perum wajib menyisihkan jumlah
tertentu dari laba bersih untuk
cadangan tujuan, penyusutan dan
pengurangan vang wajar lainnya.
(Pasal 14 PP No. 13 tahun 1938)

- 45% dari sisa penyisihan laba
bersih dipakal untuk cadangan
umum, sosial dan pendidikan, jasa
produksi, sumbangan dana pensiun
dan sokongan/sumbangan ganti rugl
(pasal 14 PP Ho. 13 tahun 1998)

- Kepensurusan Perum dilakukan oleh
Direksi .
(pagsal 18 PP Ho. 13 tahun 1998)
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Lama

Baru

- Ketentuan tentang Direksi tidak
dijelaskan terinci, dan tidak di-
jelaskan secara sistematis 4l da-
lam PP No. 3 tahun 1983

Dewan Pengawas

Pada setiap Perum dibentulk Dewan
Pengawas

(pasal 24 PP No. 3 tahun 1983)

Satuan Pensgawasan Intern

Pada setiap Perum dibentuk satuan
Pengawasan Intern yang merupakan
aparat pengawasan intern perusahaan
(pasal 45 PP No. 3 tahun 1983)

- Ketentuan keanggotaan Direksi,
dijelaskan terinci pada pasal 18
18 sampal dengan pasal 33 PP Ho.
13 tahun 1998

- Dalam hal kepailitan terjadi ka-
rena kesalahan Direkai dan keka-
vaan Perum tidak cukup untuk me-
nutup kemungkinan akibat kepai-
litan tersebut, maka setiap ang-
gota Direksi secara tanggung ren—
teng bertanggung jawab atas keru-
gian 1tu.

(pasal 25 PP MHo. 13 tahun 1598)

Pada setiap Perum dibentuk Dewan
Pengawas
(pasal 34 PP No. 13 tahun 1998)

Pada setiap Perum dibentuk satuan
Pengawasan Intern yang merupakan
aparat -pengawasan intern perusaha-
an. (Pasal 46 PP No. 13 tahun 1998)

Perbandingan perubahan—perubahan dan tambahan—tambahan ke-—

tentuan—ketentuan tentang Perusahaan Perserocan (Persero)

Lama

Baru

Papsero adalah BUMN dimana negara

hanya dapat melakukan penyertaan

modal dalam suatu perseroan terba-
tas, untuk seluruhnya atau sebagi-
ammya., apabila untuk itu telah di-
sediakan, modal dari negara berda-
sarkan ketentuan-ketentuan peratu-
ran perundang-undangan yang berla-
ku. (pasal 1 PP No. 12 tahun 1963

Persero adalah BUMN yang dibentul
berdasarkan UU No. 9 tahun 1969
vang berbentuk perseroan terbatas
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1
tahun 1995 vang seluruh atauw paling
sedikit 51% saham vang dikeluarkan-
nya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan modal secara langsung.
(pasal 1 PP No. 12 tahun 1998)

Persere Terbuka adalah Persero yang
modal dan jumlah pemegang sahsmnya
memenuhi kriteria tertentu atau
pergero vang melakukan penawaran
umum, sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan di bidang pasar mo-
dal




Lama

Baru

Maksud dan Tuiuan Pendirian Pergero
Memupuk keuntungan
(UJ No. 9 tahun 1969)

Organ Persero

Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi
dan Komisaris. Dan dalam PP No. 3
Tahan 1983 dikenal adanva Menteri
Teknis

(PP Ho. 12 Tahun 1369)

Tingkat Kesehatan FPersere

Penatausahaan Penvertaan Modal
Negara dalam Persero

Menteri Keuangan menyelenggarakan
penatausahaan pemilikan atas setiap
penyertaan modal negara.

(pasal 11 PP No. 12 tahun 1969)

Pengalihan Bentuk F@ruaabaqn Negara
Menjadi Peprsaro

Perusahaan negara vang akan dialih-
kan bentuknva menjadi Persero harus
memenuhi syarat-syarat:

a. telah melakukan penyehatan sede-
mikian rupa sehingga perbanding-
an antara faktor-faktor produksi
memmjukkan perbandingan yang
rasional;

g e

iw

Menvediakan harang dan jasa vang
bermutu tinggi dan berdava saing
kuat baik di pasar dalam/luar ne-
geri

Memupuk keuntungan guha mening-
katkan nilai perusahaan

dengan sifat usaha tertentu dapat
melaksanakan penugasan khusus un—
tuk menyelenggarakan fungsl ke-
manfaatan umum.

{Pagal 4 PP No. 12 tahun 1998)

Rapat Umun Pemegang Saham, Direksi
dan Komisaris.
(PP No. 12 tahun 1998)

Tingkat kesehatan Persero ditetap-
kan setiap tahun vang dibedakan
atas sehat, kurang sehat dan tidak
sehat, pembedaan ini dilakukan se-
gual dengan kondisi keuangan dan
gifat penugasan Persero.

(pasal 18 PP Ho. 12 tahun 1998)

Menteri Keuansgan menvelenggarakan
penatausahaan setiap penyertaan
modal saham perseroan terbatas.
(pasal 34 PP No. 12 tahun 1998)

Badan usaha vang bukan persero da-
pat dialihkan bentuknya menjadi
Persero dan harus memenuhl persya-
ratan:

a. telah melakukan penyehatan baik
di bidang keuangan maupun opera-
sional sehingga mampu untuk ber-
kembang secara mandiri;
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Raru

b.

telah menvusun neraca diperkira-
kan laba/rusgi sampal dengan saat
dijadikannya sebagal persero de-—
ngan ketentuan hahwa neraca pemi-
tuvan/likuidasinya diperiksa oleh
Direktorat Akuntan Negara dan di-
sahkan oleh menteri yang bersang-
kutan;

telah melunasi semua hutansg-
hutangnva kepada kas umum negara;
ada harapan balk untuk mengem-—
hangkan usshanya tanpa rugi.

(pasal 14 PP No. 12 tahun 19639)

h. telah menvusun neraca penufup

)

dan neraca likuidasi vang diau-
dit oleh Badan Pengawasan Keu-
angan dan Pembangunan atau akun-
tan publik vang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan;

telah menyusun neraca pembukaan
antik disakksn oleh Menteri Keu-
angan. (pasal 38 PP No. 12 talun
1968)

bahan ketentuan tentang Perjan,

Bardasarkan hasil penelitian, perubahan-perubahan

atas pemikiran bahwa:

a.

perkembangan

ekonomi dan perdagangan dunia telah

tam-—

Perum dan Persero didasarkan

menim-

bulkan persainsan yang semakin tajam sehingga perlu meng-
ambil berbagai lanskah untuk meningkatkan efigiensi, dava
saing dan pensembangan usaha;

dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing dan pe-
ngembangan badan usaha negara, maka perlu untuk menegas-
kan mekanisme kerja sesual dengan prinsip-prinsip perusa-

haan.



3. Restrukturisasi dan privatisasi BUMN ditinjau dari aspek
vuridis dan aspek ekonomi dalam upaya meningkatkan kiner-

ja perusahaan, agar menjadi unit ekonomi vang efisien

Semakin besar perusahaan ternyata membuat semakin besar
birokrasi dengan berbagal eksesnya, seperti kelambanan dalam
croses pengambilanp keputusan, hubungan kerja antar hagian
vang tidak harmonis, fleksibilitas yangrrendah, inefisien-
i, produktivitas menurun. dan sebagainva. Perusahaan menja-
di lamban dan tidak luwes dalam mengantisipasi herbagal
perubahan pesat yang terjadi di lingkungan usahanya. Perusa-—
haan semakin lamban dalam mengikuti tuntutan pasar dan
mengantisipasi gerakan pesaing. Semua  ini mempengaruhi
keungsulan kompetitif dan pada akhirnya performa laba peru-
sahaan. Pada akhirnva di dalam mempertahankan keungzulan
kompetitif dan kinerja usahanya, problema internal ini harus
diatasi lewat upaya restrukturisasi. Ini merupakan salah
satu alasan pokok dilakukannya restrukturisasi perugahaan.

Di dorong oleh kesadaran untuk memperbaiki keungsulan

kompetitif dan pada gilirannya kinerJja perusahaan, perusa-

haan neéara melakukan program restrukturisasi. Di dalam
penelitian, program restrukturisasil BUMN vang tampak adalah
perubahan status perusahaan, likuidasi dan merger, penamba-
han modal dan privatisasi. Selanjutnya ditampilkan dalam

tabel sebagai sebagai berikut:
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Restrukturisasi Perusahaan Negara
Dari tahun 1888-April 1598

Tabel. 8
Perubahan Status di Perusahaan Negara

Ha. 1 ThHAGAL g HNE FERUSANAME g EAE =
43
IR RS 15-24- Fariss Pegadsisg b= Sizius dari Ferias ke Forme
IR s §2-4] F4 Porkebesas II Errpzas flalus dari E ke Persers
IR Rl 4 Peroa dslez E & Siabus £ari Perae ke Fersers
4 1Er oM 88-4 feruz Poriiesas Halubs fisbos Rerseak Stales darl Peres bz Persevs
51 PR Ma, SPIEEE | 301041 Parizs fersis 3 Ferzhab Stalus dari Peries ¥e Parus
Loberus a9yt 107021391 1 Pera= Peageryias Iorshak Stafus dari Perss ke Persers
71 PR g, L1991 1 14-61-1991 1 P Blabad ¥erahak Shains dari PH e Fersers
B 1 FF Mg, tf Perog Garse Zerekak §iatus dari Ferus Yo Fersers
§ £ Ha, i 71 | Forps Bakes Ferehzh Shates dari Parus ¥r Persarg
19 | FE Hs, 2 21 | Perus Telebosssibasi Bersksk Slates dari Perse Y Persers
il D FR s, 7RI 91 | 7H Fadalaraes Bergiah Siatas fari V¥ b= fersenn
121 pp 2g, 2201051 | 81-05-1991 | PY Pereetalan Hegans Barshat Slales dari PE Yo Persers
13 1 7F B, 3MIETL 1 23-08-1991 1 Perse Jarvyy Blanz Spretal Siaius dari Pors ¥e Porsers
14 1 op e, 381991 | 19-14-1991 | Perus Pelafabes | Borshsh Siatys dari Perss Yo Persezra
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16 | PP o, 33ui001 1 19-10-399% ¥ Perus Polsdsbas il S$zrmizh Slalos dari Fores e Parsers
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g 1 Rp dp, 2841591 1 17-12-1991 ) Peros Asgbri Zersiah Stalus dari Persa fe Forsens
7 ts, 53-03-1797 | o Peritanss Sulawesi Mara Tesgeh | Bersish Slales dan sems sezizdi FT Poribast
2 P s, 0531992 1 00-00-1992 | Ferue feghass Para 1 Sarsiah Statys dari Perss bz Persers
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74 |pp gy, 1041907 1 29041097 BT CH Berzisk Sialus dari status Eheass ke Persers
25 1R ¥, 28592 | 20-04-1%92 ¢ Bask Bagasg Heqana Sarngab Sistus dari shalus Hhusss be Persers
34 | BP 8z, 2131997 | 29-94-1992 | Dask Wakyai Issonesls Zarshah Slalys fari slales BRuses 3z Persers
77 1 BP Yy, 7341997 | 79-94-1992 | Bank Dkspor fmpar Indonesiz Sershas Status dari states ¥husus e Persers
2 ™ Mo, FRRIEEZ 1 19-04-1992 1 Back Busi am Ssrsiak 3ialys dari stales Bhesss ke Persers
3 | FP g, 7281977 § 29-04-1992 | Bank fabumgan Heqara Sprakal Slatys dari status dhmsws be Porszn
3 PP Mg, 2311357 [ 29-04-1997 | Bask Pesbacguase Indonesia Isrghak Shatus 4ari stafys khesss ¥ Perzers
31Fep s, IR | 05-05-1993 | PH Lokasasta Zeraksk Sialus dari PH ¥e Fersers
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Susher: Pysat Baisz Bissis Indoresia
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Ha. Ho, PP TANGGAL HARA FERUSAHAAY ETERANAAH
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Restrukturisasi dan privatisasl perusahaan nelara sudah
dimulai sedjak akhir tahun 1988 dan terus berlanjut sampai
dengan tahun 1898. BUMN telah mengalami beberapa pembenghan,
salah satunya adalah peningkatan status seperti pada PP No.
39,1990 Perum Perikanan Ambon kemudian menjadi PT. Perikanan
Ambon (Persero), PP No. 25/91 tanggal 01-05-1991 Perum Tele-—
komunikasi kemudian menjadi persero, PP No. 05/92 dan PP No.
14/1962 tangsal 17-03-189Z2 Perum Angkasa Pura I dan 11 men-
jadi perusahaan persero, PP No. 25,1993 tanggal 05-05-1893
PN Lokananta menjadi Perusshaan Persero dan Perum Gas Nega-
ra, Perum Sang Hyvang Seri, Perum Indonesia Firma, Perum Ba-
1ai Pustaka, Perum Bio Farma mengalami peningkatan status
pada PP dan Nomor masing-masing. Serta vang belum lama ini
vaitu Perum Kereta Apil sesuai dengan PP No. 19,1998 tanggal
03-02-1998. |

Selain peningkatan status tersebut ada pula yang mer-—

ger, likuidasi, atau take over seperti pada perusahaan-per-
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nzahaan PT. Pusat Perkayuan Marunda misalnyva merger PT.
Kawasan Berikat Nusantar, PT. Dok dan Galangan Kapal DNusan-
tara merser dengan PT. Kodja Bahari sesuai PP. No. 13/ 15992

tanggal 18-03-18%2, PTP II dan PTP IX dan lain sebagainva.
Restrukturisasi dengan pengambil alihan saham pemerintah ke~
pada PT. Pupuk Sriwidjaja BUMN Pupuk tersebut adalah PT. Pu-
puk Kujang (persero), PT. Pupuk Iskandar Muda {persero), PT.
Pupuk Kaltim (persero) dan PT. Petrogres. Selain pengalilhan
saham juga terjadi likuidasi (dibubarkan) pada PT. Kerta
Niaga vang seluruh asgetnya dialihkan ke PT. Dharma Niaga
(persero), berdasarkan PP. No. 28/1998 tanggal 25 Pebruari
1958. Begitu Juga dengan PT. Merpati Nusantara Airlines,
vang awalnva merupakan anak perusahaan Garuda, setelah di-
alihkan kepemilikan sahamnya kepada Pemerintah mendapat

status menjadi PT. Merpati Nusantara Airlines (persero) ber-—

dasarkan PP No. 19/1998 tangsgal 3 Pebruari 1923.
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Privatisasi Perusahaan Negara
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Sebagai konsekuensi dan diilkutinva pemikiran neoklasik
di dalam memperbaiki perskonomian, pemerintah berkomitmen
untuk melakukén privatisasi. Dalam pemikiran necklasik, mem-
buruknva perekonomian merupakan konsekuensi dari kesalahan
keterlibatan pemerintah di bidang ekonomi (goverment failu-
re) daripada kesalahan pasar (marketing failure). Karena
itu., resep penting yang diajukan untuk menyembuhkan penyakit
krizis adalah memberi kebebasan seluas—luasnya kepada meka-
nisme pasar. Caranya, di samping mengurangi keterlibatan
negara vang berlebihan di dalam pembuatan kebijakan-kebija-

kan ekonomi (regulatory intervention) juga mengurangi keter-

libatan negara di dalam kepemilikaﬁ dan pengelolaan kegiatan
kegiatan ekonomi seperti di dalam perusahaan-perusahaan ne-
gara (state owned enterprises}.

Salah satu upaya pemerintaah Indonesia yang berkomitmen
melakukan privatisasi, adalah dibentuknya Kementrian Negara
Pendayagunaan BUMN gserta persiapan-persiapan yang dilakukan

privatisasi sejumlah BUMN yvang dianggap layak. Bahkan kemen-
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trian ini juga telah berencana untuk menjual BUMN yang dini-
lai kurang menguntungkan. Langkah seperti ini sebenarnya bu-
kan sesuatu vang baru, karena jauh hari sebelum terdadinya
krizim ekonomi, beberapa perusahaan negara {(BUMN) yang memi-
liki performance baik telah melakukan privatisasi, yaitu de-—
ngan cara menjual sahamnya ke publik. Hanya saja, langkah
vang ditempuh sebelumnya itu lebih merupakan upaya untux
mencari dana tambahan dari masyarakat, baik domestik maupun
luar negeri vang dipakal untuk membiayai berbagail proyék
vang dikembangkan. Sedangkan langkah privatisasi &ang dila-
kukan oleh pemerintah sekarang ini lebih disemangati olah
upaya untul memperbaiki perekonomian serta untuk memperoleh
dana segar guna menyelamatkan cadangan devisa yang terus
menyusut sebagai akibat dari berkurangnya kegiatan ekspor.
Ketika musim perusahaan-perusahaan sedang 80 public,
beberapa BUMN seperti Telkom, PLN, dan Semen Gresik ikut
serta. Langkah demikian dapat disebut privatisasi, karena
memperbolehkan swasta di dalam Xkepemilikan modal. Kini,
ketika Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dan monetsr

yvang kronis, langkah privatisasi itu dilakukan lebih serius

lagi.




B. Pembahasan

1. Konsekuensi vyvuridis dari perusahaan negara yang berwujud
perubahan status hukum perusahaan dalam hubungannya de-—

ngan pergeseran fungsionalisasi BUMN

PUMN hadir karena kombinasi pertimbangan ideologi, po-
1itik dan ekonomi. Founding fathers nsgara kita mengabadikan
landasan BUMN dalam pasal 33 UUD 1945. Ketika perubahan ouD
terjadi, prinsip vang sama kemudian ditransfer dalam pasal
38 UUDS 1950Q. |

Pada periode Orde Lama, sejalan dengan philosophi Pre-
siden Soekarno, peran BUMN menjadi sangat dominan. EKonflik
Indonesia-Belanda tentang Irian Barat memberikan momentum
vang tepat untuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belan-
da. Kemudian menyusul perusahaan asing lainnya. Sebuah per-
usahaan swasta Indonesia, Oel Tiong Ham Cencern juga menjadi

sagaran pengambilalihan. Dengan kekecualian partisipasi be-

berapa perusahaan swasta, ekonomi formal (skala besar) pada

waktu itu praktis didominasi oleh PUMN.

-~ Pergantian pemerintah menyebabkan perubahan kebljakan
ekonomi. Kecenderungan "atatisme” vang berlebihan dari regim
Orla vang nyaris menyebabkan kebangrutan skonomi dikoreksi
(1ihat pasal 40 Tap MPRS No. XXIII/1966). Peran swasta di-
promosikan. Investasi asing yag dalam periode sebelumnya di-
anggap tabu, kini diundang kembali. Untuk memberikan iandas—
an hukum vang kuat dan struktur insentif vang menarik kepada

partisipasi sektor sowasta, Undang-undang penanaman Modal



Azsing (PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN)Y masing-masing disahkan dalam tahun 1987 dan 1568.
Kedua undang-undang ini membuka Jjalan vang lebar bagi swasta
untuk berperan lebih aktif dalam sistem ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan upaya mengoreksi etatisme vang ada kedu-
dukan BUMN ditinjau kembali. Struktur dan jumlahnya diseder—
hanakan. Pada masza awal Orde Baru peranan BUMN relatif stag-
nan dibandingkan dengan cepatnya pertumbuhan sektor swasta.
Akan tetapi keadaan ini berubah drastis dengan datangnya
boom minyak sejak tahun 1973. Akibat melimpahnya pendapatan
negara daril sektop migas, negara menjadi aktif kemball se-
bagai pelaku langsung dalam sistem ekonomi nasional.

Dalam periode 1850an sémpai dengan 1970an pemerintah
mengambil bagian aktif dalam ekonomi, dan BUMN banyalk bherpe-—
ran sebagail alat dalam melaksanakan program pemerintah. Ke-
hadiran negara daiém kegiatan ekonomi dan bisnis diberi pem-
benaran argumentasi untuk mengatasil kegagalan pasar (market
Ffailure) serta untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan eko-
nomi.

BUMN adalah salah satu instrumen yang sangat penting.
Jumlah BUMN yvang diciutkan pada masa awal Orde Baru mulail
membengkak kembali dalam periode 1970an. Untuk memungkinkan
BUMN menjalaﬁkan fungsinya, pemerintah menyediakan berbagal
fasilitas finansial seperti subsidl dan penyertaan modal pe-

merintah (PMP} pada tiap tahun anggaran. Di samping itu BUMN
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juga diberikan berbagal fasilitas non-finansial misalnya
hak-hak monopolil dan proteksi. Akibat dari kebijakan ini pe-
ran DUMN menjiadi semakin dominan. Dalam industri pupuk mi-
salnva. peran BUMN praktis tidak mempunyal saingan.

Pada awal tahun 1880an, kombinasi dari berbagai faktor:
perubahan struktur ekonomi dunia, krisis utang berbagai ne-
gara berkembang dan perubahan opini masyarakat dunia terha-
dap BUMN. Peranan badan usaha milik negara mulal digugat.
Perubahan arah ini telah mengakibatkan pesrtumbuhan BUMN di
berbagai negara mengalami stagnasi jika tidak mengalami pe-
nurunan. Kecenderungan yang demikian terus berkembang. nejak
pertengahan dekade 80an gelombang privatisasi BUMN melanda
berbagai belahan dunia. Sejak tahun 1985 total nilai BUMN
vang telah diswastakan di seluruh dunia mencapai anska UBS3
428 milvar. Jika rencana yang ada benar-benar menjadi kenya-
taan maka pada tahun 2000 total nilal swastanisasi BUMN bisa
mencapai US$ 700-800 milyar. Di negara-negara Bropa Barat
saja misalnya, rencana swastanisasi yang ada akan menyerap
dana sejumlah US$ 150 milyar sampal tahun 1998.

Kehadiran BUMN ai berbagai negara tidak dapat dipisah-
kan dari pertimbangan ideologi, politik dan ekonomi. Para
pemimpin (terutama negara dunia ketiga) yang tampil ke pang-
gung sejarah menjelang atau gesudah perang Dunia Kedua,l sa—
ngat terpengaruh oleh pemikiran “romantic socialism". Pemi-

kiran 1ini menganggap negara adalah agen vang efektif untuk
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mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu negara harus me-
nguasai bherbagai sumber ekonoml dan Jjusga melakukan partisi-
pasi langsung sebagai penghasil barang dan Jjasa. BUMN didi-
rikan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Pertimbangan poli-
tik vang mendasari kehadiran BUMN adalah kekhawatiran bahwa
pemilikan aset ekonomi oleh swasta dapat menciptakan keti-
dakadilan sosial dan dominasi ekonomi oleh sekelompok inte-
res (terutama asing) yang merugikan kepentingan orang ba-
nvak. '

Pertimbangan-pertimbangan sepertl respon pragmatis atas
kegagalan pasar (market failure), eksternalitas dan mempro-
mosikan industrialisasi, menjadi alasan ekonomi dari kehadi-
ran BUMNI}. Pertimbangan—-pertimbangan yang demikian telah
melahirkan BUMN di berbagail negara dalam skala vang eksten-
sif. Dalam kasus-kasus yang ekstrim kehadiran BUMN ini telah
menyebabkan tersisihnyva (crowding-out) sektor ekonoml swas-
taZ).

Berakhirnya periode boom minyak 1973-82 telah membawa
beberapa perubshan fundamental dari manaje&én ekonomi Indo-
nesia. Sejak tahun 1983 dan terutama setelah tahun 1986,
berbagai usaha deregulasil ekonomi telah ditempuh oleh peme-
rintah. Tujuan deregulasi ini pada intinva adalan untuk me-

nguransgi peran pemerintah sebagal partisipasi dalam aktivi-

1) World Bank, 1983, World Development Report.
2) The Economist, 21 Agustus 1993
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Sepanjang menyangkut deregulasi BUMN, pemerintah telah
menertibkan Instruksi Presiden (Inprées) Nomor 5 tahun 1988
tentang Pedoman Penyehatan dan Pengalolaan BUMN. Inpres ini
pada dasarnya mensginstruksikan kepada berbagal menteri

da di

A

teknis untuk melakukan penyshatan terhadap BUMN yang
hawah departemennya dan Jjuga kepada Menteri Kelansgan untuk
mengarbil langksh-langkah venyehatan dijabarkan haik dalam
Tnpres tersebut  maupun dalam Keputusan Menteri Keuangan
nomor: TAQ/EMK.D0,1989. Dalam upaya tersebut termasull peru-
bahan status hukum, misalnyva darl PerJdan menjadi Perum, atau
dari Pefum menjadi Persero, kerjasama operasi dengan pihak
swasta. konsolidasli dan merger, penjualan saham kepada
publik, Joint venture dengan swasta, dll. Pagian penting
lainnva dari Inpres dan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud
adalah penetapan klasifikasi kesehatan BUMN herdasarkan
heberapa kriteria finansial (rentabilitas, likuiditas, dan
solvabilitas-RLE).

Walaupun kebijakan dimaksud belum menyentuh seluruh
permasalahan BUMN yang ada, dampak dari kebijakan tersebut
telah memhawa beberapd perubahan ke arah vang positif.
Pertama. sejak tahun 1890 untuk pertama kalinya masyarakat
1uss dapat mengetahul status kesehatan BUMN. Terlepas dari
kelemshan vang ada tentang sistem penilaian RLS tersebut
{geperti akan diurdikan di bawah). paling sedikit masyarakat

sudah bisa meraba-raba tentang kondisi berbagal BUMN.



Kodua., densan  berpedoman pada standar penilalan RLE
terasbut  kEinerja BUMN menjadi lebih baik dari sebhelumnyva.
Jumlah PUMH vang tergolonz sshat atau sehat sekali bertambah
zatiap Gtahun. BUMN  yang tidak =zehat dan vang mengalami
kerugian menjadi semakin berkurang.

Ketigza, kebijakan terssbut telah memungkinkan penciuﬁan
sumlah PUMN melalui penggabungsn, likuidasi atau pensalihan

aham kepada pihak lain. Dengan demikian BUMN yang money

iy

Jooser dan fungsinya tidak penting bagl orang banvak tidak
lagi merongrong kas negara.

Sebagaimana telah disinsgung di muka, sistem penilaian
finansial (RLS) banyak mengalami kelemahan. FPertama, data
tentang status kesehatan sebuah BUMN berdasarkan kriteria
ini tidak memberikan informasi yang lengkap. Status tersebut
tidak menjelaskan tingkat aefisiensi sebenarnya BUMN vang
bersangkutan. Misalnva, status sehat sekali mudah diraih
oleh PRUMN vang beroperasli secara monopoli seperti Indosat
atau vang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Seba-
liknya. sebuah BUMN yang melakukan bignis pelayanan umum dan
memungut  tarip yang ditentukan pemerintah, yang mengandung
subsidi kepada orang banyak, akan sulit sekali melepaskan
diri dari status tidak sehat. Kedua, sistem penilaian RLS
ini cenderung short-term biased. Oleh karena status keseha-
tan dinilai atas dasar kinerJda tahunan, maka Jika manajemen

sebuah RBOMN ingin memper tahankan atatus kesehatan BUMN-nya
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ia cenderuns untuk tidak melakukan investasi Jjangka panjang.
Tambahan lagi., sistem RLS dapat merangsang manajemen BUMN
untulk memperbaiki kinerjanva dengan cara cepat tetapi tidak
menyentuh inti permasalahan inefisiensi. Dengan menjual aset
vang tidak produktif misalnva. status kesehatan BUMN terse-
hut dapat ditinsgkatkan dalam tahun buku hergangkutan. Akan
tetapi Jika cara tersesbut tidak diikuti dengan upava pening-
katan efisiensi secara menyeluruh, maka atatus kesehatan
pada tahun berikutnya akan menurun kembhali.

Hazil penelitian menunjukkan, bahwa BUMM di Indonesia
memer lukan pembenahan—-pembenshan. Keinginan pemerintah ada-

1ah memaksimalisasikan kinerja BUMH melalui restrukturisasi

BUMN dimsna prioritasnya adalah perubahan status hukum per—'

uszahaan ke status hukum yang dapat menguntungkan BUMN itu
sendiri dan menguntungkan negara.

Konsekuensi yvuridis restrukturisasi ini adalah pemerin-
tah membentuk kebijakan-kebijakan vansz dituangkan dalam
perundang-undangan untuk memberi legitimasi seluruh kegilatan
vang dilakukan, dalam hal ini akan-terkait dasar hukum yang
menjadi landasan bertindak bagi pihak-pihak (perusahaan).

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 dan Peraturan
Pemerintah No. 13 Tahun 1998 merupakan landasan bertindak
BUMN untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan mnegara, Vans

pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.
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Hasil penelitian menunjulkkan bahwa 4di  dalam  upaya
meningkatkan kinerda BUMN dibentuk peraturan-peraturan yang
dapat menampung semua aspirasi tersebut, yang pada akhirnya
i?pl}kaai dari peraturan-peraturan tersebut dapat mencapal
sasaranstujuan vang dimaksud. Yang menjadil permasalahan ada-
lash peraturan—-peraturan tersebut lebih dominan pada fungsi
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan lehih banvak daripa-
da fungsi =osialnya.

Kebhijakan pemerintah meniadakan bhentuk Ferjan gsejak ta-
hun 1950 berarti mengabaikan fungsi sosial yang dominan di

daam bentuk Perjan tersebut. Walaupun dihilansgkannya hentuk

‘Perjan bertujuan untulk menvehatkan perusahaan, namun berdam-—

‘pak bagi masyarakat. Pergeseran fungsi juga ditemui dari Pe-

rum. Manajemen Perum yang telah diperluas otonominya setelah
diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1988 tentang
Perum. kelihatannya belum cukup untuk mengakomodir tujuan-
tujuan atau fungsi-fungsi yvang hersifat mencari Xeuntungan.
Hal ini dituniukksn dengan banyaknya BUMN berbentuk FPerum
vang diubah statuswhukumnya menjadi Persero, karena merupa-
kan Jjenis BUMN vang berpeluang besar mencari keuntungan.
Pagi Persero sendiri, dipandang perlu untuk nenegaskan
mekanisme kerja organ Persero sesuail dengan prinsip-prinsip
Persercan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Ho. 1 Tahun 1895. Maksud dan tujuan pendirian Persero lebih

ditegaskan untuk memupulk keuntungan guna meningkatkan nilai

B [ e I T e R
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perusahasan. HMslalul Perzturan Pemerintah No. 12 tahun 1898
diharapkan Persero dapat mencapal harapsan tergabutb.
Pergeservan tungsi BUMN vang tercermnin dalam  peraturan-
peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kebijakan
BUMN lebih diarahkan pada kepentingan perusahaan  untuk
mengajar keuntungan daripada kepentingan masyarakatb. Dikata-
kan demikian karena BUMN-BUMH sepertil Perian dan Ferum yang

pertujuan memberikan pelayanan hagl masyvarakab {(beraifat

]
5

St

osial

[

lambat laun akan dialihkan pada bentuk Persero.
Kemudian setelah dialihkan bentuk menjadi Perserc, aelanjut-
nva diprivatisasikan. Peralihan bentuk menjadi Persero
dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun
1998 +entang Perusahaan Perserocan (Persero). Pasal 36 ayat
(1) menyebutkan bahwa badan usaha yvang bukan Persero dapat
dialihkan bentuk menjadi Fersero. Termasuk ke dalam golongan
badan usaha ini adalah Perum dan Perserocan Terbatas bukan
Persero, vaitu Perseroan Terbatas milik negara vang didiri-
kan berdasarkan ketentuan sebelum herlakunya Undang-Undang
Nomor © Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
19689 atau Perserocan Terbatas lalinnya.:

Restrukturisasi BUMN yang dilanjutkan ke privatisasi,
dewasa ini menjadi aspek yvang berpeluang bagi pemerintah
Indonesia. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, BDUMN akan

dijadikan konglomerasiﬂkonglamerasi baru yvang kuat.
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rivatisasi menimbulkan pergeseran struktur kepemilikan
modal dari negara menjadi swasta. Moctivasi swasta membeli
asham EUMN adalah mencari keuntungan, oleh ssbab itu swasta
haru akan membeli zaham jika memang saham BUMN  itu  sehat.
Kepentingan mencari keuntungan terkadang berlawanan dsngan

kerentingan untuk melayvani masyarakat (fungsl sosialy. Jika

m

k=pentingan tersebut tidak seimbang dan lahih mementingkan
keuntungan semata, maka yang rugl adalah masvarakat.

Privatisasi BUMN dapat mengarah kepada kepémilikan Sa-—
ham oleh swasta asing dan mereka mendominasi kepemilikan.
Jika demikian kenyataannya maka yang akan terjadi adalah
pengambilan keputusan mengenal harga atau yvang bersifat ma-
nagerial untuk mementingkan swasta asing tersébut, dalam ar-
ti tidak melihat kepentingan masyarakat banyak.

Umumnya BUMN menguasal pasar yang bersifat monopoli
atau oligopoli. Dengan privatisasi berarti terjadi pengalih-
an saham dari pemerintah ke swasta, maka secktor swasta meme-
zang kendali dalam pasar, namun masih dalam bentuk monopoll
atau oligopoli. Penataan BUMN dengan cara swasta biasanya
akan menyingkirkan ﬁnit ugaha vyang tidak menguntunglkan
sekalipun berfungsi sosial. Oleh karena itu perlu dipikirkan
bahwa privatisasi bukan hanya uptuk mengalihkan kepemilikan
saham perusahaan daril pemerintaﬁ ke swasta atau masyarakat,
tetapi lebih luas dari 1itu. Privatisasi Jjuga berarti memberi

kesempatan swasta untuk terlibat dalam bisnis vyang selama




ini dijalankan oleh pemsrintah. BUMN dan swasta dapat saling
hersaing dengan meninggalkan praktek-prakiek moncpoll  dan

oligopolii. serta tidak lagi mengandalkan fasilitas pemerin-

Parlu dipertimbangkan bahwa untuk privatisasi BUMN,
Indonesia tidak dapat mengikutil contoh kasus di  nsgara-
negara maju, sepertil Ingeris. Inggris tidak membadakan an-—
tara swasta asing dan swasta nazional. Inggris justru mena-
rik swasbta asing dan nemperbolehkan pihak asiné mendominir
PUMM-nya. Pemerintah perlu melakukan langkah—langkah priva-
tisasi dengan hati-hati, sebab langkah vang salah akan

mempengaruhl kepentingan crang hanyvak.

2 Konsistensi kebijakan pemerintah dalam melakukan restruk-
turisasi perusahaan negara terhadap landasan konstitusio—
nal BUMN

Dalam fungsi direktif nesara, dikenal apa yang digebut
dengan nasionalisasi atas public utilities. Hal ini perlu
diperinci karena nasionalisasi atas public ytilities merupa-
kan konsep dasar pemikiran untuk mengelola dan membina per-
uaahaan-perusahaan nsgara, dan dasar pemikiran untuk mengam-
il kebidakan.

Perlu diperjelas dahulu  alasan-alasan npasionalisasi
atas publiec utilities itu sendiri. Pasal 33 UUD 1945  dan

pehjalasannya menvatakan alasan—alasan ini dengan Jjelas, na-

mun dapat diperinci sebagal berikut:




(1

Ay
!

145

Motif Sosmial dan Filosofis:

a. Adalah semangat dasar dari skonomi usaha bersama yang
berdasar atas asas kekeluargasn unituk menghapus ke-
timpanzan vang ekstrim dalam hal pendspatan dan

keku

£13

m

2

n
]

b. Perusahaan—-perugsahesan public wutilities vang pada
umumnva  sangat padat kapital akan merupakan konsen-
trasi kekavaan. dan karena itu jusga konsentrasi keku-

amaan =konomi dan politik.

(23 Alasan Politis:

[}

Cesuail densan motif seosial dan filosofis, dengan
meletakkan perusshaan-perusahaan public utilities di
hawah kekuasaan pemerintah, konsentrasi kekayaan dan
kekuasaan bisa dissbarkan, atau Jjuga dimana perlu mence-
gah timbulnya monopoli oleh suatu golongan masyarakat
atas pelayanan dan pengadaan barang dan jasa yang mem-
beri kemungkinan pengerukan kKeuntungan vang tidak adil
dari potensinya:; dan untuk menghindari kekuatan monopoli
itu sendiri vang dapat mengakibatkan kepentingan umum
dalam kehidupan ekonomi., sosial dan politik mendadi

dirugikan atau bahkan dibahayakan.

Penting bagl Negara:
a. Strategik, menyvangkut keamanan negara secara lang-

sung, sehingga negara perlu mengambil tanggung Jawab
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lanssung untuk pengaturan dan pengawasan serta penye-
digannya sendiri, misaln"af produksi  tenaga  atom,
vrodukasi senjata dan amunisi.

k. Finansial, untuk memperoleh sumber keuangan bagl kas

negara dengan penguasaan suatu cabang produksi.

Mengua=ai hajat hidup orang banyak, yang merupakan:
a. kepentingan umum,

b. kebutuhan vital.

Sumber Kemakmuran Rakyat
Peranan negara yvang besar dalam perekonomian Indo-
nesi§, dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan
"memang sudah seharusnya’ karena Pasal 33 ayat (2) dan
(3) UUD 1945 secara meyakinkan mengamanatkan hal -itu.
Meskipun penguasaan oleh negara tampaknya cukup kuat
dasar-dasar konstitusionalnya, namun dalam ketentuan UUD
1945 tersebut, tetap tercantum secara Jjelas pembatasan-
pembatasannya, yaitu bahwa: pensuasaan oleh negara
dilakukan karena cabang-cabang produksl tersebut mengua-
sai hajat ﬁidup orang banyvak dan penguasaan bumi, air
dan kekayaan alam tersebut adalah untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Penguasaan oleh negara terhadap cabang—cabang produksi

kekayaan alam tertentu bukanlah demi “penguasaan’ itu

aendiri, melainkan karena penguasaan itu dipandang menjamin
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verlindunsan kepentingan orang banyvak, dan demi kemakmuran
rakyvat secara maksimal. Dalam kenyataan, Jjaminan perlindung-—
an kepentingan orang banyak, dan peningkatan kemakmuran ralk-
yat secara maksimal itulah yang sering dipeftanyakan pemenu—
hannva. Ini ditunjukkan oleh pelayvanan yang tidak efisien
dari aneka usaha negara dan kurang adilnya distribusi pencda-
patan. Pengakuan adanya inefisiensi usaha-usaha negara dan
birokrasi pemerintah telah mendorong pengambilan macam-macam
kebijaksanaan yang mengarah pada restrukturisasi dan priva-
tisasi karena dianggap merupakan langkah tepat yang diharap-
kan mampu bekerja lebih efisien.

Kebijakan restrukturisasi BUMN pada dasarnya bertujuan
mengopﬁimalkan kinerja PUMN sehingga BUMN mampu menghidupi
perusahaan itu sendiri dan pemerintah mendapat nilai lebih
(keuntungan}. Ketiga hentuk BUMN seharusnya tetap terus di-
pertahankan, karena masing-masing bentuk memiliki tujuan dan
misi tertentu vang saling menunjang satu sama lain. HNamun
pada kenyataannya, restrukturisasi BUMN diarahkan pada ben-
tuk Persero yang#berorientasi hanya pada keuntungan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998, pasal 3 dite-
gaskan bahwa terhadap Persero berlaku prinsip-prinsip perse-
roan terbatas sebagaimana diatur dalam UndangHUndang No. 1
Tahun 1995. Selandutnya ditegaskan pada pasal 4 bahwa maksud
dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan

jasa vang bermutu tinggil dan berdava saing kuat bailk di
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pasar dalam negeri ataupun internasional dan memupul  keun-—
tungan suna meningkatkan nilai perugahaan. Sedangkan untuk

kemanfaatan umum, rersero  telap

| aad

menvalenggarakan fungs

=1

harus memperhatikan kedua prinsip tersebut diatas (pasal 3
dan pasal 4).

Kebijakan untul meningkatkan kemandirian Perserc mem-—
beri pelusng bagi Persero untuk menjual saham kepada masya-
rakat (go public). Restrukturisasi dan privatisasi bagi BUMN
vang tidak menguasal hadat hidup orang banyak mervpakan hal
vang eeharusnya, namun Jika BUMN tersebut mensguasail hajat
hidup orang banvak seperti, PT. Telkom, PT. PLN dan PT.
Kereta Api Indonesia, dampaknya sudah terasa di dalam masya-
rakat. karena untuk mengejar keuntungan, kenaikan tarif
sudah cukup menyulitkan masyarakat.

Lembaga penyeimbang Persero, sepertl Perjan dan Perum
saat ini tidak dapat berbuat banyak. Perjan sendiri sudah
ridak ada lagi sejak tahun 1890, karena dianggap BUMN vyang
tidak mensguntungkan, padahal fungsi Perjan adalah pelayanan
pada masyvarakat. Sedangkan Perum masih dipertahanksn. Pera-
turan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 pasal 2 membedakan Perum
dengan Persero karena sifat usahanva. Dijelaskan bahwa sifat
Gsaha Perum lebih berat pada pelayanan demi kepentingan
agnum, baik pelavanan maupun penvediaan barang dan jasa, na-

mun  sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan
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untuk itu Perum harus mendapat laba agsr bisa hidup berke-
lanjutan.

Mekanizme: kerjis orgarr Persero dan Perum disempurnakan.
Dibandingkan dengan mekanisme kerja organ Persero dan Perum
berdasarkan Peraturssn Femerintah No. 1& Tahun 1969 Tewntansg
Persero dan Ketentuan tentang Persero dan Perum dalam Pera-
turan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembi-
naan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero, Mekanisme
kerja organ Persero berdasarkan Peraturan FPemerintah No. 12
Tahun 1998 tentaﬁg Persero dan mekanisme kerja Perum berda-
- sarkan Peraturan Pamerintah No. 13 Tahun 1888, Jjauh lebih
baik.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan restrukturisasi
BUMN pada intinya ingin mendapét keuntungan dan tetap beru-
paya tidak menimggalkan tugas khusus untuk memberikan pela-
yanan kepada masyvarakat. Hal tersebut vang tersirat dan

tersurat di dalam peraturan-peraturan tentang BUMN tersebut.

3.a. Restrukturisasi dan privatisasi BUMN ditinjagldari as—
pek hukum dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan,

agar menjadi unit ekonomi vang efisien

Kebutuhan untuk mengefisienkan BUMN sungguh =angat men-—
desak. Tidak efisiennya BUMN tidak hanya membaws dampak ne-
gatif terhadap badan usaha sendiri, tetapi Jusga terhadap

ekonomi nasional.




Ineiisienai BUMN menvebabkan produk dari badan usaha
ini meniadi lebih mahal dari vang sesharusnva. Karena berba-
zai PUMN berssrak pada industri hulu, hal ini dapat membawa
sengaruh negatif pada industri hilir. Disamping itu, inefi-
sisnsi vans berkelanjutan dapat mengakibatkan produk-produk
BUMN  tidak mampu bersaing secara wajar dalam kondisi pasar

vang semakin kompetitif.

—

netfigiensi dapat ditelaah dari kelembagaan BUMN., Xele-
mahan kelembagaan terhadap kinerja BUMH dapat diuraikan se-

bagai berikut:

Mekanisme kontrol
Mekanisme kontrol BUMN adalsh bersifat tumpang-tindih dan
+idak transparan. Agen utama yang mensontrol BUMN adalah
Departemen Keuangan {Depkeu) dan Departemen Teknis (Deptek-
nis) dimana BUMN bergerak. Secara yuridis Menterl Keuangan
adalah pemegang saham dan Menteril Teknis adalah kuasa peme-
sang saham (PP 3/83). Namun berbeda dengan pengertian peme-
gang kuasa dalam terminologi hukum yang umum dimana pemegang
kuasa dapat dipecat oleh pemberi kuasa. Kuasa pemegang saham
BUMN tidak dapat diganggu gugat oleh Menkeu. Akibatnya, BUMN
praktis berada di bawah dua atasan yang sejajar.

Dalam praktek, sepanjaﬁg tidak menyangkut keuangan yvang
memerlukan persetujuan darl Menterl Keuangan, Menteri Teknis
adaiah lebih domianan dalam menentukan kebijakan terhadap

BUMN dilingkungannya. Hal ini disebabkan karsna Menteril
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teknizs mempunyai akses langsung kepada BUMN. Kenyvataan 1ini

r_;\

menimbulkan sebuah masalah vang serius. Jika terjadi keti-
daksamaan visi antara Departemen Kewangan dan departemen
telknis tentang pembinasan PUMN tertentu, masing-masing plhalk
dapat memilih sikap menghambat atau mempersulit pihak lain
dalam mendjalankan kebijakannya. Hal ini mungkin merupakan
salah satu faktor vang menjelaskan tentang sedikitnva kema-~
juan vang dicapai dari usaha penyehatan BUMN yansg dilancar-—-
kan sejak tahun 19288, seiriﬁg dengan diundangkannya Peratur-
an Pemerintah No. 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No.
13 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 dica-
but, dengan demikian mekanisme k=srja BUMN berubah, dan tidak
dikenal lagi Menteri Teknis.

Masalah lain vang berkaitan dengan mekanisme kontrol
PUMN adalah sistem kontrol BUMN yang ada termasuk kategoril
sudah sangat usang dan distortif. Kontrol BUMN lebih dite-
kankan pada metode control by process. Artinya, pemerintah
melakukan pengawasan berhadap BUMN pada tingkat proses
pengambhilan keputusan dan implementasinya. Kontrol ini
dilaksanakan melalui sistem perizinan, prosedur dan berbagal
peraturan vang dikeluarkan oleh pemerintah dan mendadi
redoman bagi manajemen BUMN dalam melaksanakan Lbisnis se-
hari-hari. Peraturan vang tepat tentu diperlukan untuk
memberikan rambu-rambu dalam pengoperasian PUMN. Namun dalam

praktek, peraturan yang dibuat untuk mengatur BUMN terlalu

] .
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hanvalk ! excesaive) ssrts herasifat distortif. Akibatnya ada-
1ah ecounter—-productive terhadap BUMN. Oieh rena peraturan—

peraturan  tersebut mempunval sanksi hulum, maka sikap ma-
najemen BUMN pada wamumnya adalah lebih menekankan kKstaatan

turan daripada berusaha mempsroleh keuntungan peru-
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sahaan vang maksimal. Hal ini sangat berbeda dengan perusa-
hean swasta dimana sistem kontrolnva 1ehih ditekankan pada
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Demerintah sebenarnya telah berusaha untuk mengatasi
distorsi dari sistem kontrol yang telah diuraiﬁ%n. Keputusan
Menteri Keuangan (No. 741 /KMK.00/1989) menetapkan hahwa BUMN
harus mempunvai Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana
Kerja dan Ansgaran Perusahaan (REAP) vansg secara teoritis
menjadi pedoman bagi manajemen BUMN dalam operasional se-
hari-hari. Tetapi dalam praktek pedoman tergsebut tidak
dilaksanakan secara konsisten. Dalam banyak hal manajemen
BUMN  harus memperoleh izin terlebih dahulu dari peméfintah
sebelum dapat membuat keputusan. Karena izin ini menyangkub
(paling sedikit) dua departemen maka waktu yvang diperlukan
untuk memperoleh izin biasanya cukup lama. Sebuah studi
menunjukkan bahwa proses permohonan izin yang diajukan oleh
BUMN secara normatif periw melaiui 31 meja sebelum kemball
ke ' BUMN. Seandainya satu meda memerlukan satu hari untuk

pemrosesan maka diperlukan 31 hari kerja untuk memperoleh



sebuah izin. Dalam praktek dokumen untuk memohon izin dapat
mengendap berminggu-minggu  bahkan berbulan pada satu

meja/instansi. Dalam berbagai kasus, permohonan izin  terse-—

but bahkan hilang di tengah rimba birckrasi dan tidak Qernah

kembali ke BUMN.

gifat distorsi dari sistem perizinan seperti ini seti-

dak-tidaknva -dapat menimbulkan empat implikasi negatif.

Pertama, manajemen tidak dapat mengambil keputusan vang

cepat. Akibatnva, berbazgai kesempatan bisnis (busiuesé
opportunitisgs) yang memerlukan waktu cepat untuk memutuakan-

nya menjadi hilang. Kedua, izin mengurangi kreativitas
manajemen BUMN. Hal ini disebabkan oleh karena manajemen

tidak tahu persis apakah izin untuk suatu inisiatif akan
diberikan atau tidak. Disamping itu, mekanisme izin Jusga

mengurangi rasa tanggung jawalb manadjemen BUMN atas keputusan
yvang dibuatnya. Ketiga, walaupun sebuah izin ~memerlukan
waktu vang lama untuk mengurusnya, tetapi izin itu sendiri
tidak mempunyvai nilai lebih atas proposal yang diajukan oleh
manajemen BUMN. Karena sibuknys pejabat yvang harus ;&émberi—
kan izin., terbatasnyva informasi yang mereka miliki (asymnet-
ric information) tentang bisnis vang digeluti BUMN maka
keputusan (izin) yang dibuat mempunvai sangat sedikit (Jika
ada) nilai tambah atas kualitas proposal vang diajukan oleh

manajemen BUMN.




Dampak negatif lain (keempat) dari sistem perizinan ini
adalah menyerap waktu pimpinan BUMN untuk keperluan lIobby
yaitu melakukan berbagail pendekatan kepada pejabat pemberi
izin sehingga proposal yang diajukan mendapat respon yang
positif. WAktu yang Dberharga tersebut seharusnya dapat
digunakan untuk memikirkan berbagal hal yang strategis dari

pengembangan BUMN.

. Masalah Ctonomi Manajemen

Sejalan dengan analisis mekanisme kontrol di atas, perlu
juga disinggung disini tentang otonomi manajemen BUMN .
Institutional arrangement BUMN, terutama melalui PP 3/83,
te;ah menciptakan kondisi dimana birckrasi pemerintah mem—
punyai otoritas vang sangat besar untuk mengatur BUMN,
tetapi memberikan terlalu sedikit otonomi kepada manajemen
BUMN wuntuk mengatur dirinya sendiri. Berbagai keputusan
bisnis vang seharusnya diputuskan secara profesional oleh
manajemen BUMN +tidak dapat dilakukan karena terbatasnya
wewenang yang mereka miliki.

Disamping sistem perizinan yang sudah didiskusikan,
dalam beberapa hal manajemen BUMN sama sekali tidak mempun-
yal wewenang untuk memutuskan atau mengatur aspek tertentu
dari bisnisnya. Misalnya, PT Perkebunan tidak mempunyal
wewenang dalam hal pemasaran dari produk yang mereka hasil-
kanp Sebagian besar produk PTP harus dipasarkan oleh EKantor

Pemasaran Bersama (KPB), sebuah institusi yang berada diluar
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kontrol PTP. Adanya instansi KPB ini secara literal memutus-—
kan salah satu mata rantal yvang paling vital dari sebuah
perusahaan, yaitu fungsi pemasaran.

Contoh lain adalah pola pengadaan barang { procurement)
vang diperbaharui dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1894 yang
sering berada diluar Jangkauan direksi BUMN. Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 28 tahun 1984 misalnya, menempatkan
BUMN pada kondisi yang sangat sulit. Keppres tersebut mem-—
buat BUMN tidak dapat membeli barang kebutuhannya sendiri
kecuali untuk keperluan yang kecil-kecil. Pengadaan barang
oleh institusi lain diluar kontrol manajemen membuat BUMN
kehilangan salah saﬁulbargaining power yang seharusnya dapat
digunakan untuk kepentingan perusahaan. Bargaining power
yang demikian menurut Porter (1990) adalah salah satu kunci
dari kemampuan perusahaan berkompetisi. Pengadaan barang
diluar kontrol direksi dapat mengakibatkan berbagai hal yang
tidak diinginkan dan merugikan BUMN, seperti terjadinya
kelambatan dalam pengadaan barang, pembelian barang Vvang
lebih mahal dari seharusnya, pembelian barang yang tidak
standar sehingga meningkatkan biava perawatan, dan lain-lain
pemborosan yang tidak perlu. Salah satu contoh dari inefisi-
ensi vang ada kaltannya dengan hal ini adalah kenyataan
bahwa armada Merpati Nusantara harus mengoperasikan 9 Jenis
pesawat yang berbeda, dan Garuda Indonesia menggunakan 9

jenis pesawat yvang berlainan. Sebagai perbandingan, Singa-




pore Airline yang armadanya Jjauh lebih besar hanya mengguna-

kan 3 Jenis pesawat.

Sistem rekrutmen manajemen

Berbeda dengan perusahaan swasta, dimana eksekutif direkrut
melalui cara vang kompetitif, rekrutmen mﬁnajemen BUMN
umumnya dilakukan dengan cara rahasia dan tanpra suatu stan-
dar vang baku. Satu-satunya kriteria yang ‘diketahui umum
tentang eksekutif BUMN adalah "political clearence and
connection”. Sedangkan persyaratan lain cuma pejabat vang
mengangkat yang mengetahuinya. Walaupun diakui bahwa sebagai
manajer puncak BUMN adalah orang—orang profesional yang
mempunyai kapabilitas yang tinggi, namun tidak adanya meka-
nisme vang transparan dan kompetitif dJdapat menerbitkan
berbagai akibat negatif, seperti nepotisme dalam proses
pengangkatan direksi BUMN dan penempatan orang-orang tidak
kompeten pada posisi kunci BUMN. Hal ini tentu akan mempun-—
yai pengaruh yang bertolak belakang dengan usaha untuk
membuat BUMN menjadi unit ekonomi yang efisien.

Disamping itu, pola pengangkatan direksi BUMN sebagail
sebuah tim yang disusun oleh pemerintah juga dapat berakibat
negatif terhadap badan usaha ini. Direktur utama BUMN umum-
nya tidak mempunyai otonomi untuk menyusun fteam work nya
sendiri, tetapi diharuskan bekerja dengan sebuah tim direksi
yané ditunjuk pemerintah. Oleh karena tiap anggota tim

merasa ditunjuk atas kapasitas individual, mewakili instansi



vang menunjuknya dan biasanya jusga mempunyail backing sen-
diri, maka kerjasama diantara anggota direksi tidak selama-
nya terdalin dengan baik. Dalam kasus yang ekstrim kondisi
ini bisa berakibat direktur utama tidak mempunyai kekuasaan

terhadap boardnya sendiri.

Misi BUMN tidak terlalu Jjelas

Sebuah generic term yang senantiasa melekat dengan BUMN
adalah BUMN berfungsi sebagai agen development. Terminologi
ini mempunyai konotasi bahwa BUMN menjalankan fungsi pemban-
gunan vyang penting bagi negara dan orang banyak, tetapi
secara komersial tidak menguntungkan. Diskripsi yang demikil-
an tidak seluruhnya benar, bahkan dalam kasus-kasus tertentu
menyesatkan. Penggunaan terminologi ini tanpa suatu pendjela-
san tambahan, juga bisa berakibat negatif. Misaluya, termi-
nologi umum ini dapat menyembunyikan watak asli dari BUMN
tertentu, dan memberikan pembenaran (excuse) bagi manajemen
BUMN atas kinerja perusahaan vang jelek. Memang diakul bahwa
sebagian BUMN berfungsi sebagal agent of development seperti
diartikan di atas. Tetapi sebagian besar BUMN sebenarnya
adalah semata-mata perusahaan komersial. Tidak diragukan,
misalnya PT PELNI menjalankan suatu fungsi pembangunan
dengan melayari rute perintis yang secara finansial tidak
menguntungkan. Akan tetapi sulit membavangkan fungsi agent
of ‘development apa yang dilaksanakan oleh BUMN industri

tekstil, perhotelan dan agen perjalanan pada masa sekarang.
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3.b. Restrukturisasi dan privatisasi BUMN ditinjau dari as-
pek ekonomi dalam upaya meningkatkan kinerja perusaha-

an, agar menjadi unit ekonomi yang efisien

Efisiensi adalah alat untuk mempertinggi tingkat keun-
tungan. Negara, di lain pihak, adalah lembaga politik vang
cenderung berorientasi pada pelaksanaan program sosial-
politik. Sadar biaya (cost conscious) sering tidak menjadi
hal yvang utama. Lebih dari itu, peran negara yang berorien-
tasi sosial-politik mendorong intervensi pemerintah .yang
berlebihan berakibat pada ketidakjelasan manajemen BUMN,
vakni: kegiatan sosial yang membawa beban biava, politisasi,
kerancuan tanggung Jawab, kurang memadainya otonomi dan
otoritas manajemen, sistem pantau (meonitoring system) vang
tidak efektif, tidak berjalannya sistem insentif, kurangnva
daya mampu untuk bersaing, sementara manajemen dituntut
untuk mencapai kinerja keuangan yang sehat dan mampu membia~
yvai dirinya sendiri. Inkonsistensi dan ketidakjelasan ini
" membawa dampak infleksibilitas operasional, lingkungan kerda
yang pasif dan kurang kreatii, lebih patuh pada ketentuan
dan prosedur pemerintah daripada menjalankan norma berbis-
nis, transaksi biaya vang tinggi, dan akhirnya terjadi
inefisiensi. 7

Semuanya ini bertitik pangkal pada pola pengaturan ke-—
terkaitan pemerintah-BUMN. Pola keterkaitan vyang berlaku,

termasuk BUMN di Indonesia lebih memberi peluang pada domi-
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nasi dan kontrol pemerintah vang berlebihan3). Oleh kare-
nanya kinerja keuangan BUMN yang kurang menggembirakan 4)
sering diklaim sebagai kegagalan pemerintah (goverment
failure) daripada kegagalan manajemen ( management failure),
dan usulan perbaikan kinerja BUMN hampir selalu dikaitkan
dengan perlunya pengurangan, bahkan menghilangkan, kontrol
dan intervensi pemerintah.

Privatisasi (pengalihan aset dan kontrol pemerintah
kepada swasta) dapat dipakail sebagai alat vang efektif dalam
mengurangi/menghilangkan kontrol pemerintah. Dengan priva-
tisasi berbagal peraturan yvang mengurangi fleksibilitas ge-
rak BUMN tentu tidak berlaku lagi, dan persaingan akan tum-
buh subur. Sementara 1itu, Beban tanggunsg daﬁab {vang sering
didalihkan sebhagai tanggung jawab pemerintah, terutama dalam
keadaan kinerja yang tidak memadai) akan beralih sepenuhnya
kepada pimpinan perusahaan. Kondisi seperti ini akan membe-

rikan motivasi kepada pimpinan dan para manajernya untuk

3) Keberadaan PP-31983 memberikan pengabsahan terhadap rigiditas struk-
fur kontrol BUMN di Indonesia, dimana dua departemen (Departemen Ke-
uangan dan departemen teknis) terlibat langsung dalam pengawasan BUMN
(lihat Mardjana, 1994s).

4) Premchard dan Wijayasurija (1987:20) vang melakukan studi untuk IMF
terhadap 142 BUMN di Indonesia mengemukakan bahwa rata-rata Return on
Investment (ROI) pada tahun 1985 hanya menunjukkan angka satu persen,
dan pemanfaatan asget (utilization of agset capacity) hanya setengah
dari kepasitas terpasang. Sofvan A. Djalil menghitung rata-rata Re-
turn on Asset (ROA) BUMN setelah pajak tahun 1991 mencapai angka 2,68
persen (Sofyan A. Djalil, 1994). Sedangkan angka ROA swasta talnm
1991 menunjukkan angka 6,49 (sumber: ECFIN-BEJ, Indonesian Capital

Market Directory)
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berpacu dalam meningkatkan efisiensi perusahaan dalam meng-
hadapi persaingan dan mengejar keuntungan agar mampu membia-
yvai dirinyva sendiri (self financing).

Tetapi, dari segi politik ekonomi, terdapat berbagai
argumen yang menentang gsgasan pengalihan aset pemerintah
secara penuh (complete sale) kepada swasta. Pertama, penga-
lihan aset negara kepada swasta tidak menjamin tumbuhnya
persaingan. “Penjualan BUMN hanya akan meningkatkan kompeti-
=i Jdika BUMN itu sudah berada dalam lingkungan kompetisi,
penjualan perusahaan monopoli dengan aturan monopolistik
yang tetap melekat utuh tidak mempuﬁ?é; arti bagil upava me-—
numbuhkan persaingan'5).

Dalam kondisi ekonomi swasta berada di tangan sekelom-
pok kecil terbatas, penjualan aset perusahaan negara dapat,
bahkan sangat mungkin, merupakan tindakan pengalihan monopo-—
1li dari negara ke swastaS). Ini akan merugikan konsumen ka-
rena perusahaan monopoli dengan prinsip “cost—plué“—nya itu
akan dimungkinkan untuk menaikan harga dengan semena-mena,
kendatipun kondisi perusahaan sedang menghadapi masalah in-
efisiensi. Dalam keadaan seperti ini tujuan untuk mendorong

persaingan tentu tidak tercapai, bahkan mungkin menimbulkan

distorsi terhadap perekonomian nasional.

5) Emy, H.V. and Hughes, O.E. 1988, Australian Politics: Realities in
Conflict, Melbourne: The Macmillan Company of Australia Pty, Ltd.,
hal. 383

8) Mardjana, K,. 1994, Untung-Fugi Swastanisasi BUMN, Tempo 1 Januari
1994, hal, 85 -
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Kedua, penjuwalan seluruh aset - khususnya kasus beberapa ne-
gara ASEAN (Indonesia, Malaysia dan Phipilina) - dapat
menimbulkan masalah kelas dan etnis di dalam masyarakat.
Sejarah menunjukkan bahwa keberadaan BUMN tidak dapat dile-
paskan dari kedua hal ini. Misalnya, Philipina, pada. masa
kepemimpinan Presiden Marcos, salah satu alasan keberadaan
dan pendirian BUMN adalah untuk menjadi media dalam mengalo-—
kagiksn aset dan kesempatan usaha kepada elit kelas bawah.
Penjualan BUMN kepada swasta akan menghilangkan sarana dalam
pengembangan kelas bawah tersebut, yvang dalam Jangka panjang
dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah politis. Malaysia
dan Indonesia mempunyail permasalahan yang mendekatl sama
yvakni ketimpangan kekuatan, ekonomi bumiputera (pribumi) dan
nonpribumi (terutama keturunan Tionghoa).

Pemerintah Malaysia, vang diawali kerusuhan etnis, pada
tahun 1971 mengeluarkan kebijaksanaan ekonomi baru (NEP-New
Feonomic Policy) vyang bertujuan untuk mengangkat status
bumiputera dengan meningkatkan prosentase pemilikan saham
pada badan usaha, dan meningkatkan jumlah bumiputera untuk

menjadi pengusaha, eksekutif dan profesional7)-

7y Ahmad, A.5., 1982, The [osses in Public Enterprises: Why and How -
Malaysia”s Experience dalam 7. U. Ahmed (ed.) Financial Profitability
and Losses in Public Enterprises of Developing Countries, Ljubljana:
The International Center for Public Enterprises in Developing Coun-
tries, hal. 119-120
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Dalam mencapal tujuan NEP ini maka program privatisasi
sarat dengan beban politik, yakni mengusahakan aksesibilitas
bumiputera dalam pembelian saham perusahaana).

Sebagaimana halnya Malaysia, pemerintah Indonesia sejak
awal kemerdekaan telah memberikan proteksi kepada pribumig).
Dalam hal ini keturunan Tionghoa dipandang mempunyai tingkat
ekonomi dan keahlian manajerial yang lebih tingegi daripada

pribumi. Untuk kasus Malaysia, sebagaimana dikemukakan oleh

Woon:lO)

Perkembangan privatisasi di Malaysia menghadapi bebera-
pa kesulitan karena masalah etnik. Kebijaksanaan ekono-
mi baru (NEP-Nee Feconomic Policy) Malaysia yvang mempu-
nyai misi mempromosikan bumiputera dalam pemilikan
saham dan kemungkinan memimpin BUMN membuat privatisasi
menjadi lamban. Kebijaksanaan NEP ini mengurangi kesem-
patan untuk mendapatkan pengusaha yang memiliki modal
dan keahlisn manajerial; sebagian besar dari pengusaha
jenis ini termasuk dalam kelompok nonbumiputera

8) Mc. Kinlay, P, 1987, Corporatisation: The Solution for State Owmed
ﬁhfenﬁgises?L Wellington, New Zealand: Victoria University Press,

al. 9 :

9) Program benteng, vang memberi hak istimewa kepada pribumi dalam ben-
tulr lisensi impor, alokasi devisa dan kredit antara 1950-1957 (Robi-
son, 1986:42-46); gerakan Assaat dalam tahun 1956 vaitu suatu gerak-
an untuk memberikan preferensi kepada pribumi (Feith dan Castles,
1970:343); PP-10/1959 yang melarang warga negara Cina melakukan ak-
tivitas dagang di daerah pedesaan; protes anti-cukong tahun 1967,
demonstrasi anti-Cina di Bandung talm 1873 dan Malari talun 1974
yang kemudian sering dikaitkan dengan berdirinya PT Askrindo tahun
1971 dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tahun 1973, diperkenali-
kannya KIK, KMKP, KCK dan_ KUT untuk memberikan peluang yang lebih be-
sar kepada pengusaha golongan ekonomi lemah-pegel (umumnya kelompok
pribumi) untuk lebih mempunyal akses kredit: Keppres 14/1979 yang &i-
perbaharuil dengan Keppres 14471980, Keppres 29/1984 dan Keppres 16/
1994 yang memberiken peluang lebih besar kepada pegel untuk memenang-
kan tender pemerintah, dan terakhir alokasi keuntungan BUMN 1-5% wn-
tuk pembinaan usaha kecil (Keputusan Menteri Keuangan No. 123Z2/KMK.
01371989 dan yang disempurnakan dengan beberapa Kepubtusan Menteri Ke-

vangan lainnya) mencerminkan politik pemerintah dalam proteksi pribu-
ni masih kuat.

10) Woon, T.K., 1989, Privatisation in Malaysia: Restructuring or Effici-
ency dalam C.Y. Ng & N. Wagner (eds.), ASEAN Economic Bulletin: Pri~
vatisation and Deresulation in ASEAN (Special Focus), Singapore: Ins-
titute of Southeast Asian Studies, hal. 255




Permasalahan vang sama untuk Indonesia dikemukakan oleh Ng
dan Wagnerll), dan mengatakan:

Pada satu sisi, pengalihan pemilikan BUMN kepada pengu-

saha nonpribumi dapat menimbulkan problema politik yang

serius. Pada sisi lain, pengusaha vang memiliki kemam-
puan wirausaha (entreprensurial skill) dan sumber
permodalan dalam mengambil alih BUMN dimiliki sebagian
besar oleh kelompok nonpribumi.
Permasalahan etnis Juga disoroti: “jika hanya perusahaan
asing dan milik nonpribumi berkembang pesat maka dapat me-
nimbulkan political backlash dan muncul upaya politik untuk
menghalangi pertumbuhannya lebih lanjut”.

Isu ketimpangan ekonomi masih saja menjadi isu politis
vang peka, walaupun dewasa ini beberapa usaha pribumi di
Indonesia telah berhasil mengangkat statusnya ke dalam pe-
ringkat 200 konglomerat, seperti Bakrie, Bimantara, Gobel,
Humpus, dan sebagainya.lz)

Mamun demikian, permasalahan ini tidak bisa diabaikan,
tetapli perlu diantisipasi. Kalau saja keberhasilan pengusaha
pribumi versi Warta Ekonomi ini dapat dipakai indikator
kemampuan manajerial pribumi tidak kalah dengan nopribumi,

maka barangkali perluasan insentif kepada pribumi-baik dalam

kesempatan berbisnis, kesempatan menjadi profesional ataupun

11) Ng, €.Y. & Wagner, N., 1989, Privatisation and Deregulation in ASEAN:
An Overview dalam C.Y. Ng dan N. Wagner (eds.), ASEAN FEconomic Bulle-
tin- Privatisation and Deregulation in ASEAN (Special Focus), Singa-
pore: Institute of Southeast Asian Studies, hal. 220

12) lihat Sudirman, Sinar Harapan 6 TFebruari 1986 dan Sri Edi Swasono,
Merdeka, 8 Apustus 1986




ekaekutif (seperti kebijakan yang terjadi di Malaysia) -
perlu diperluas dan ditumbuhkan, dengan tanpa mengorbankan
insentif pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga, khususnya terjadi di Indonesia, privatisasi
dipandang tidak sesual dengan amanat konstitusi Pasal 33 UUD
1945 vyang menghendaki tiga pilar ekonomi nasional yakni
koperasi, usaha swasta dan usaha negaralS).

Secara umum, konsensus politik dari Pasal 33 UUD 1945
mencakup tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sebesar-besarnya. BUMN merupakan manifestasi dari Pasal ini,
melalui mana pemerintah melskukan kontrol terhadap sektor
ekonomi vital. |

Namun, ketidakadaan definisi vang tegas tentang vang
dimaksud dengan sektor ekonomi vital mska telah membuka pe-
luang perdebatan baik di masa lalu, saat ini, bahkan mung-—
kin Jjusa di masa mendatang. Sebagaimana dikemukan oleh Wa-
rouwt?) mensatakan, “pemerintah melakukan kontrol terhadap
cabang-cabang produksi yang dianggap penting bagi negara dan
mempengaruhi hidup orang banyak, tetapi tidak ada penjelasan
lebih lanjubt mengenai "vital” dan mempengaruhi orang banyak

-

itu

1H hﬁrta Ekonomi, No. 48/V tanggal 25 April 1954
14) Warouw, (tanpa tahun), The Role of Public Enterprises in Indonesia:
The Challenge of Development to Law, mimiograph, hal. 36




Keempat, pengalihan aset negara kepada swasta akan me-
ngorbankan sumber pendapatan negara di masa vang akan datang

( future income). Sepertl dinyatakan oleh H.V. Evatt Research

Centre:l5)

Meningkatkan pengeluaran negara atau menurunkan pajak
(dan termasuk pengurangan utang pemerintah) dengan mem-

pergunakan hasil penjualan aset negara jelas merupakan
pandangan jangka pendek (short—sighted). Secara esensi-
al penjualan aset BUMN akan mengorbankan pendapatan
yvang akan datang. Memansg, pemerintah akan memperoleh
injeksi kapital secara cepat dari hasil penjualan ini,
tetapi akan kehilangan pendapatan Jjangka panjang dan
social value dari aktivitas BUMN.

Pandangan ini melihat bahwa apabila BUMN dikelola seca-
ra prinsip perusahaan maka efisiensi sepertl pada perusahaan
swasta juga akan dapat diwujudkan. Oleh karenanya, BUMN akan
mampu berperan sebagal sumber pendapatan negara melalui pa-
jak dan deviden.

Hambatan-hambatan privatisasi sebagaimana dikemukakan
dalam beberapa argumen di atas telah mendorong munculnya

kongepsi lain yaitu "privatisasi manajemen”, yang lebih lan-

jut dikenal dengan “korporatisasi” ( Corporatisation).

15) H.V. Evatt Research Centre, 1988, The Capital Funding of Public En—
terprise in Australia Sydney: H.V. Evatt Foundation, hal. 95



L&&

Persaingan, efisiensi dan keandalan manajemen suatu
perusahaan tidak ditentukan oleh ownership, apakah berada di
tangan swasta atau pemerintah, tetapi dipengaruhi oleh
lingkungan usahanya. Manajemen BUMN barangkalil cukup kompe-
ten, tetapi tidak mampu membuat perusahaan memperoleh keun-
tungan atau mencapai optimal efisiensi karena kontrol poli-
tik dan birokrasi menekankan aplikasi program pemerintah.
Oleh karena itu, memperkenankan BUMN berperilaku sebagail
layaknya "perusahaan” akan membantu menumbuhkan kreativitas,
inovasi dan tanggung Jjawab manajemen. Untuk menjawab tantan-
gan ini, prinsip-prinsip dasar perusahaan perlu dilaksanakan

secara konsisten.
Pengertian dan Prinsip Dasar Korporatisasi

Dalam konteks yang lebih luas, sebagaimana dikatakan oleh
Bostonlﬁ), kata "“korporatisasi” menunjuk pada proses di mana
aktivitas perdagangan atau komersial suatu departemen peme-—
rintah dipisahkan dari keglatan non-komersial, dan ditempat-
kan pada organisasi yang bertujuan mencari keuntungan atau
menjadi bagian fupgsi komersial BUMN. |

Dalam konteks BUMN, prinsip dasar dari korporatisasi

adalah menyerap manajemen sektor swasta ke dalam sektor

16) Boston, J, 1988, From Corporatisation Public Sector Reform in New
Zealand, Canberra Bulletin of Public Administration, hal. 71




publik, vakni memberlakukan fungsi komersial kepada BUMN se-

mentara pemilikannya tetap berada di tangan pemerintah.

Penjabaran lebih lanjut dari prinsip dasar ini mencakup lima

hal, yang secara konvensional tidak dimiliki oleh BUMN te-

tapi secara umum diaplikasikan oleh perusahaan swasta, vak-
ni:

- Adanya kejelasan, dan menghindarkan duplikasi, tujuan.
Dengan korporatisasi, satu-satunya arah dari aktivitas
BUMN adalah komersial dan subyek pada disiplin pasar. Ke-
jelasan tujuan ini tidak hanyva akan memberikan kejelasan
mengenal apa yang harus dilaksanakan manajer dan pengawas
(atau penanggung Jjawab BUMN), tetapi jugé mencegah keran-
cuan atau pencampuradukan fungsi komersial dan fungsi pe—
merintah pada BUMN. Kondisi seperti inl akan mencegah ke-
mungkinan manaJjemen mempergunakan tujuan ganda sebagal ex-
cuse atas tidak tercapainya kinerja yang layak.

Jika telah terdapat kejelasan definisi atas tujuan
BUMN maka fungsi komersial dan sosial dapat dipisahkan
secara Jjelas juga. Negara Bagian New South Wales, Austra-
lia, sebagai contoh, secara konsekuen melaksanakan sistem
kontrak untuk pekerjaan—-pekerjaan yvang aifatnya sosial dan
non—-komersial lainnya. Dalam melaksanakan pekerjaan ini
BUMN memperoleh fee yang disepakatil terlebih dahulu (ne-
gotiated fee) antara pemerintah dan BUMN. Dengan demikian

tugas sosial dan non—komersial ini tidak mengganggu ROI
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(rate of return) perusahaan. Sistem kontrak seperti ini
akan mencegah problematik conflicting objective.
Kontrak wuntuk pekerjaan sosial ini selayaknya tidak
saja ditugaskan kepada BUMN, tetapi juga dimungkinkan ke-
pada swasta atas prinsip yang paling menguntungkan bagi
negara. Dengan cara ini, kompetisi yang lebih luas akan
terjamin. Seperti yang dikemukakan dalam white paper pe-
merintah Negara Bagian New South Wales:lT)
Jika pemerintah mempertimbangkan tugas nonkomersial
terentu harus dilaksanakan oleh BUMN, dan agar tidak
muncul tujuan yvang saling bertentangan (conflicting
objective) maka tugas tersebut sebaiknya dilaksanakan
dengan "sistem kontrak"” yvang Jjuga mencakup jasa (fee)
yang harus dibayar pemerintah. Jika mungkin, swasta
juga dilibatkan sehingga terdapat persaingan.
Apabila pengertian kejelasan tujuan ini dibuat 7Ting-
kasan, maka setidak-tidaknya akan mencakup hal-hal beri-
kut:
Commercial financial return merupakan satu-satunya tugas
BUMN;

- Fungsi sosial dan nonkomersial lainnya harus diidentifi-
kasi;. ..

- Tugas sosial dan non-komersial lainnya dibiayai secara

langsung oleh pemerintah;

17) Australia - New South Wales - Steering Committee on Goverment Trading

Enterprise, 1988, A Policy Framework for Improving the Performance of
Goverment Trading Enterprise, NGSW: Steering Committee on Goverment
Trading Enterprise, hal. 3
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- Kontrak secara bisnis vang juga mencantumkan fee harus
dibuat dan dipatuhi;
- Xejelasan tujuan akan meningkatkan tanggungijawab manaje-—

men.

— Otonomi dan otoritas manajerial merupakan elemen yvang pen-—

ting bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan
dan menentukan Jjalannya BUMN, serta dapat berfungsi seba-—
gai insentif kepada pimpinan dan individu di dalam orga-
nisasi untuk mengoiptimalkan nilai perusahaaﬂ. Semakin
tinggi tingkat otonomi dan otoritas manajemen, semakin
tinggi fleksibilitas dan tanggung jawab manajer dalam
mengembangkan strategi dan pengambilan keputusan untuk
pencapalan target vang ditetapkan, dan demikian Jusga
tanggung Jawab aparat pengawas akan mengarah kepada kon-
trol atas hasil (control by result) dariprada kontrol atas
proses (control by process).

Sistem pantauvan kinergja vang efektif. Ketidakjelasan tuju-
an dan kurangnya otoritas serta otonomi perusahaan menga-
kibatkan tidak jelasnya kriteria pengukuran kinerja ser%é‘
sulitnya pelaksanaan pantauan dan evaluasi kinerja. Dalam
situasi seperti ini akan berakibat melemahnya tanggung
jawab manajemen. Sebaliknya, dengan adanya sistem pantauan
yang efektif akan mencegah terjadinya perbedaan persepsi
antara pengawas dan manajer BUMN tentang keberhasilan atau

kegagalan perusahaan.
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- Penéhargaan dan sangsi. Sistem insentif (dan sangsi) vang
efektif dapat merupakan alat untuk memotivasi manademen
termasuk individu di dalam organisasi dalam mencapail
kinerja vyvang optimal. Sebaliknya, sistem insentif vansg
kurang efektif dapat melemahkan motivasi manajemen dan
pegawai dalam mencapai sasaran organisasi. BSistem insentif
yvang efektif dapat dikembangkan secara eksternal dan
internal organisasi. Pasar termasuk sistem ingentif ek-
sternal dan internal orgénisasi. Pasar termasuk sistem
insentif eksternal, vang dapat memberikan reward dan atau
punisbment terhadap hasil produksi perusahaan. Hasil
produksi vang balk akan laku di pasar, dan sebaliknya
hasil produksi vang berkualitas kurang baik dan mahal
tidak akan menarik pembeli. Melalui pasar Jjuga akan dapat
mengukur kemampuan pesaing. Laku-tidaknya hasil produksi
perusahaan di pasar mencerminkan kemampuan manajemen dalam
memenuhi selera konsumen dan menghadapi pesalng.

- Kompetisl secara alami ( competitive neutrality). Jika BUMN
bersaing secara alami di pasar, maka ini berarti BUMN
tersebut tidak diuntungkan oleh perlakuan istimewa, atau
dirugikan oleh beban-beban pemerintah. Sebagaimana dite-

kankan oleh Boston:lB)

18) Loc. cit., Boston, hal. 73
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Isu sentral dari proses korporatisasi adalah menyang-
kut pelaksanaan aktivitas BUMN yang tidak berbeda de-
ngan perusahaan swasta. Artinya, pada satu pihak,
BUMN +tidak menikmati perlakuan yang tidak adil (se-—
perti subsidi atau pasar keptif) dan pada pihak lain,
BUMN dilepaskan dari kontrol politik dan birokrasi
vang tidak perlu.

Menghilangkan advantage (seperti subsidi, fasilitas bu-
nga rendah, atau proteksi.pasar) dan disadvantage (penugasan
kegiatan sosial dan nonkomersial lainnya) disamping akan
mendorong persaingan alami di antara pelaku ekonomi Jjuga
akan memacu manajemen bekerja lebih efisien.

Dari diskusi di atas, maka dengan melakukan kelima
prinsip dasar ini secara konsisten maka sekaligus mencermin-
kan dua péndekatan yang saling berkait, yakni (1) memper-
baiki hubungan pemefintah dan BUMN, dan (ii) memperbaiki hu-
bungan BUMN dan pasar telah diaplikasikan. Yang pertama mem-
berikan fasilibtas kepada BUMN untuk menjadi komersial dan
yvang kedua memberikan fasilitas kepada BUMN ‘untuk tangguh
‘bersaing. Dengan demikian, peningkatan kedua Jjenis keterka-
itan ini akan membawa BUMN lebih dekat pada fungsi perusa-
haan swasta. Sebagaimana dipaparkan dalam Reform and Renew-
al: A Policy Discussion paper on Corporatisation of Gover-—

ment Trading Enterprises of Western Australia:lg)

19) Australia-Western Australia, 1991, Reform and Renewal: A Policy Dis-
cussion Paper on the Corporatisation of Goverment Trading Enterprise,
Perth, Australia: Corporatisation Policy and Planning Unit, hal. 6



Korporatisasi merupakan langkah restrukturisasi BUMN
untuk memberikan fasilitas pelaksanaan operasi perusa-
haan vang dapat bertumpu pada basis komersial. Restruk-
turisasi ini mencakup hubungan antara BUMN dan pemerin-
tah dan hubungan antara BUMN dan pasar, dengan tujuan
untuk menjadikan hubungan-hubungan itu berjalan seperti
pada perusahaan swasta komersial.

Dalam pengertian di atas, program korpératisasi merupa—
kan perluasan dari deregulasi, liberalisasi, komersialisasi
dan reformasi administrasi, yang mana masing-masing sering
didiskusikan secara terpisah. Deregulasi merupakan proses
peninjauan kembali peraturan yang ada yakni dengan menghi-
langkan aturan-aturan yvang tidak perlu dan membatasi fleksi-
b%litas kegiatan usaha. Liberalisasi yaitu memberikan pelu-
ang kepada pesaing (competitors) baru untuk memasuki bisnis
yang tadinya hanya dilakukan sektor publik. Komersialisasi
adalah suatu proses yang menempatkan BUMN ke dalam lingkung-
an pasar dan persaingan. reformasi administrasi pada dasar-
nya merupakan suatu proses memperbaiki hubungan antara BUMN
dan pemerintah atas dasar “arms-length” relationship. Arti-
nya BUMN ditempatkan di luar lembaga dan fungsi pemerintah,
dan pemerintah lebih berperan sebagai pemegang saham kebtim-—
bang memperlakukan BUMN dalam hubungan atasan-bawahan.

Disamping mencakup kebijaksanaan deregulasi, liberali-
sasi, komersialisasi, dan reformasi administratif, program
korporatisasik akan lebih efektif bila dibarengi dengan pe-
lepasan BUMN dari unsur politisasi (atau depolitisasi BUMN),

meningkatkan harmonisasi tujuan BUMN dengan misi instansi

pengawas dan merubah perilaku BUMN dari ketergantungan pada



keuangan negara mnenjadi mampu membiayai dirinya sendiri
(self financing).

Mengapa politisasi BUMN perlu dihilangkan? Politik dan
bisnis mempunyal karakter dan tujuan yang secara fundamental
berbeda. Berdasarkan studi empiris yvang pernah dilakukan pa-
ra ahli BUMN dunia, mencampuradukan tujuan politik dan bis-
nis dalam fungsi BUMN akan cenderung mengorbankan kepenting-
an bisnis BUMNZO0).

Organ pemerintaﬁ dapat mempergunakan BUMN sebagail alat
untuk memenuhi kepentingan politiknya atau melaksanakan pro-
gram instansi induknya, sementara aparat BUMN dapat berlin-
dung di balik tirai fungsi sosial dan tugas pemerintah atas
suatu kegagélan manajemen vang dialaminya. Arrangement
fungsi BUMN seperti ini bersifat disincentive dan berdampak
negatif terhadap perilaku-perilaku sumber daya manusia yang
terlibat di dalamnya. Sebagail contoh, exploratory survey
yvang dilakukan oleh 71f terhadap 50 eksekutif BUMN dari Ame-
rika Latin, Asia, dan Afrika memberikan kesimpulan bahwa ma-
najemen yang ditugaskan untuk memenuhi tugas sosial dan
menghadapi tuntutan pelayanan masyarakat akan lebih mengarah

pada orientasi politik. BUMN vang mengemban misi politis ma-

 20) Coombes, D, 1971, State Enterprise: Bussiness or Politics?, London,

George Allen & Unwin Ltd., dan Zif, J., 1981, Managerial Strategic
Behaviour in State-Osmed Enterprise - Bussiness and Political Ori-
entation, Management Science, hal. 1326-1339
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ka sikap manajemen cenderung menekankan kuantitas produk/

penjualan daripada mencari labaZl).

Kreacic menambahkan,
bila intervensi politik masuk ke dalam manajemen maka tujuan
vang harus dicapal menjadi tidak stabil, tetapi tergantung
pada preferensi politik di negara yvang bersangkutan. Akibat-
nya, Sistem monitoring kinergja menjadi tidak berfungsi dan
jalannya perusahaan berada di luar kendalizz).
0leh karena itu, upaya optimalisasi BUMN tidak dapat
. dilepagkan dari usaha untuk melakukan depolitisasi. Dengan
depolitisasi, dan diarahkan pada komersialisasi akan mence-—
gah kerancuan manajemen, serta fungsi manajemen dan tanggung

jawab manajemen menjadi jelas, yvaitu menghimpun dana pemba-—

ngﬁnan nasional melalui pembentukan laba perusahaan.

Harmonisasi Tujuan BUMN dan Misi Instansi Pengawae
Kesulitan vang paling kritis dalam maﬁajemen BUMN adalah
bila instansi yvang bertangsgung jawab mengawasi BUMN mempu-
nvai misi dan sasaran yvang tidak sesual dengan tujuan pendi-
rian BUMN.

Konsistensi tindakan pemerintah diperlukan dalam hal
ini. Sebagai konsekuensi atas tuntutan otonomi keuangan dan

bahkan penerapan ancamar kebangrutan maka pemerintah perlu

21y Ibid.
22) Kreacic, V.G., 1888, The Effect of Goverment Control on Public Enter-

prise Performance: The Negative Public Enterprise Performance Loop,
Public Enterprise GQuartely Journal, 8, 3, hal., 267
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menciptakan lingkungan yang kondusif melalul tindakan yang
mampu menghilangkan disadvantage yang gelama ini telah di-
terapkan kepada BUMN. Sebaliknya, Jjustru pemerintah mampu
memberikan keleluasaan kepada manajemen BUMN dalam penetapan
harga (pricing policies) atas dasar kontrol pasar, dalam di-
versifikasi usaha atas dasar prinsip return yang memadai dan
melepaskan penerapan aturan dan prosedur yang berlaku pada
instansi pemerintah dalam kebijakan investasi BUMN. Lalu, di

mana kemanfaatan privatisasi?

Privatisasi Melalui Pelepasan Sebagian Saham BUMN (Partial
Sale)

Korporatisasi adalah bersifat pembenahan ke dalam, baik
dalam perbaikan hubungan pemerintah Singapura, dan oleh ka-
renanya pingapura mengembangkan strategi vang berbeda dari
wnumnya manajemen BUMN di banyak negara. BUMN di negara ini
tidak secara eksklusif mendapat perlakuan istimewa, tetapi
diperlakukan sama seperbti perusahaan swasta, termasuk prin-

sip kebangkrutan. Sebagaimana dikatakan oleh Ng dan Wag-
23)

ner:

Di Singapura, BUMN dioperasikan secara ketat dalam bha-
ais komersial, khususnya bagi yang mempunyai kegliatan
bisnis yang tidak berbeda dengan swasta. BUMN diharap—
kan memperoleh keuntungan dan sedapat mungkin dapat
berkembang. Jika rugi, BUMN dibiarkan bangkrut... Dalam

23) Loc. cit., Ng & Wagner, hal. 213
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kenvataannya, BUMN d4i Singapura lebih eflslen dari per-
usahaan—-perusahaan lokal lainnya.

BUMN maupun perbaikan hubungan BUMN-pasar. Dengan kata
lain, korporatisasi mengantarkan BUMN ke dalam rentang di-
siplin pasar perusahaan swasta dan mampu menembus persyarat-
an pasar modal. Tanpa kemauan untuk melepaskan saham perusa-
haan pada pasar modal atau penempatan langsung akan mengham-—
bat proses transparasi dan pengawasan public (public scruti-
nyy.

Setidak-tidaknya dua alasan mengapa pelepésan saham
BUMN diperlukan: (i) perilaku pemerintah dan (iil) transpara-

si dan pengawasan masyarakat.

Perilaku Pemerintah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pemerintah mempunyal
perilaku yvang cenderung lebih mendahulukan guntutan politik
daripada tuntutan bisnis. Perubahan politik pemerintah akan
secara mudah mempengaruhi manajemen BUMN. Suatu waktu kein-
ginan birokrasi untuk menjamah kembali tugas-tugas manajemen
akan muncul kembali.

Di samping itu, dengan banyaknya kepentingan dari in-
stansi pemerintah dan masing-masing ingin terkait dengan
BUMN mengakibatkan terjadinya proliferasi dalam ~pelaksanaan
kontrol pemerintah (lihat Mardjaﬁa, 1994a). Dalam kenyataan
yang ada, di mana dua departemen mempunyal akses langsung

dalam pengawasan BUMN di Indonesia dan juga instansi lainnya




seperti BPKP, BPK, DPR, dan sebagainya, proliferasi pengawa-
san ini dapat, atau bahkan telah, membawa kerancuan manaje-~
men BUMN mengikuti pola manajemen pemerintahan. Keadaan
seperti ini berakibat tidak jelasnya tanggung jawab manaje-
men dan rendahnya kinerja.

Melihat permasalahan tersebut memang idealnya adalah
penjualan aset perusahaan secara keseluruhan. Tetapi kebi-
jakan ini tentu tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Pasal
33 UUD 1945 menginginkan keseimbangan antara usaha swasta,
negara dan koperasi. Di samping itu, dengan kondisi ekonomi
swasta masih di tangan kelompok kecil pengusaha maka penjua-
lan aset BUMN secara keseluruhén dapat berakibat pengalihan
monopoli dari negara kepada swasta atau dominasi ekonomi
oleh golongan/kelompok tertentu. Oleh karena itu, apabila
pemilikannya telah Jjuga berada di tangan publik - walaupun
dalam porsi yang kecil - maka tuntutan pemegang saham dari
kelompok masyarakat dan institusi pasar modal 1itu sendiri
akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memper laku-

kan BUMN sebagai badan usaha komersial.
Transparansi dan Pengawasan Masyarakat

Pasar modal atau bursa efek akan mempersyaratkan setiap per-
usahaan go public untuk menyampaikan atau mengunmumnkan secara
rutin laporan keuangan perusahaan dan informasi lain kepada

para investor atau calon investor. Hal ini akan memaksa BUMN
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menjadi transparan. Perkembangan harga saham perusahaan
dapat dijadikan signal dari kinerja perusahaan. Semuanya ini
merupakan insentif bagl pimpinan BUMN untuk selalu memper-
baiki kinerja BUMN. Jadi, mampunya BUMN memasuki bursa efek
efek tidak saja akan mendapatkan dana murah uvntuk investasi
perusahaan tetapi Jjuga merupakan alat motivasi bagi manaje-
men BUMN untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Demikian juga
pengawasan dari institusi pasar modal dan masyarakat akan
bermanfaat sebagai alat monitoring vang efektif bagi peme-
rintah.

Sebaliknya, absennya dorongan kepada BUMN untuk mele-—
paskaﬁ sebagian saham perusahaan kepada masyarakat luas
(public participation) dan untuk secara disiplin beroperasi
dalam rentang pasar yang bersaing maka niscaya akan menye-
babkan kurangnya atensi manajer {(bahkan jusa pejabat peme-
rintah) untuk membuka informasi kepada masyarakat wmnum.
Konsekuensinya, kurangnya alat penekan kepada BUMN untulk me-

menuhi capailan efisiensi optimal. Sebagalmana dikatakan oleh

Jennings dan Cameron:24)

Tidak mampunya untuk mengalihkan hak pemilikan (BUMN
kepada masyarakat) secara signifikan akan mengurangi
jinsentif untuk memonitor dan melakukan tindakan koreksi
dalam situasi terjadinya kondisi keuangan yansg tidak

24) Jennings, 5. and Cemerson, R., 1987, State-Owmed Enterprise Reform in
New Zealand in A. BDII and R. Buckle Economic Liberalisation in New
Zealand, Wellington, New 7ealand, Allen & Unwin New Zealand Limited,

hal. 144
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menggembirakan. Potensi permasalahan yang mungkin tim-
bul mencakup intervensi politik, penunjukan direksi
yang berlandaskan motivasi politik (bukan bisnis), kua-
1itas direksi vang tidak memadal sebagai akibat kurang—-
nya motivasi untuk mendapatkan orang vang kompeten, dan
kurangya tekanan kepada manajemen untuk mencapai hasil
kerja vang terbaik. Sebagal konsekuensinya, permasalah—
an ageni (agency problems) pada BUMN secara signifikan
akan lebih bhesar daripada organisasil sektor swasta.
Dleh karena itu, membebaskan walaupun hanya sejumlah
kecil saham kepada masyarakat, ditambah dengan resiko ke~
bangrutan (sebagaimana diberlakukan di Singapura), mungkin
merupakan alat yang efektif dalam memecahkan permasalahan
agensi pada BUMN.. Untuk kagus Indonesia, pelepasan saham
perusahaan di pasay modal akan merubah perlakuan pemerintah
kepada BUMN yang bersangkutan, vaitu dari kontrol pemerintah

yvang lebih ketat kepada ocbtonomi yang lebih luas.




BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Eesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenal permasalahan—
permasalahan yang timbul dari pergeseran fungsionalisasi
BUMN, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsekuensi yuridis dari restrukturisasi BUMN yang berwu-
Jud perubahan status hukum perusahdan dalam hubungan
- dengan pergeseran fungsionalisasi BUMN adalah:

Dereéulasi BUMN; pemerintah telah menerbitkan peratur-
an-peraturan mengakomodir tujuan dan kebutuhan BUMN
saat ini. Dalam upaya tersebut termasuk Peraturan Pe-
merintah No. 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah
No. 13 Tahun 1998, yang mempertegas fungsi komersial

BUMN dan menggeser fungsi sosialnya.

Konsistensi kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi

]

BUMN terhadap landasan konstitusional BUMN adalah:
a. Pemerintah konsisten dalam melakukan penyempurnaan me-

kanisme kerja BUMN
b. Pemerintah tidak konsisten dalam mempertahankan konsep

dasar tujuan dibentuknyva BUMN




1=

Dalam melakukan pembenahan BUMN sebagai upava meningkat-

ktan kinerja BUMN, terdapat beberapa alternatif seperti

deregulasi, reformasi administratif dan swastanisasi (pe-

milikan dan manajemen), apabila disederhanakan maka dike-

lompokkan dalam dua model:

a.

Korporatisasi BUMN

Penyvempurnaan sistem kelembagaan BUMN tanpa merubah
status pemiliksan. BUMN benar-benar dijalankan berda-
sarkan prinsip-prinsip perusahaan, sementara pemilik-
nys tetap berada di tangan pemerintah.
Privatisasi/swastanisasi_pemilikan

Intinyva mefupakan pengalihan pemilikan dari negara
kepada pihak swasta. Dampak yang positif dari priva-
tisasi adalah peningkatan produktivitas, investasi dan
peningkatan kesejahteraan karyawan.

Dampak negatif timbul jika sistem pasar belum kompeti-
tif, monopoli, oligopoli atau kolusi masih mewarnai
sistem ekonomi maka transfer pemilikan BUMN ke swasta
akan berbahaya. Monopoli swasta tanpa mekanisme kon-
trol oleh sistem hukum yang efektif akan merugikan

konsumen dan ekonomi nasional secara umum.




B. Saran

BUMN masih memerlukan perhatian mengenal kelemahan struk-
tural antara lain masalah mekanisme kontrol, masalah
otonomi, sistem rekruitment dan ketidakjelasan misi.
Pemerintah secara teoritis berusaha mengatasi distorsi,
misalnya sistem kontrol (dengan diterbitkannya Keputusan
Menteri Keuangan No. T741/KMK.00/1989 vyang menetapkan
bahwa BUMN harus mempunyal Rencana Jangka Parjang, Renca-
na Kerja dan Anggaran Perusahaan yang ménjadi pedoman
operasional). Namun dalam praktek pemerintah tidak kon-
sisten melaksanakannya. Untuk itu perlu ada konsistensi
antara teori dan praktek.

Dalam pembenahan BUMN, alternatif korporatisasi lebih
seguai diterapkan di Indonesia. Secara filosofis hal ini
sejajar dengan semangat UUD 1945 yang menginginkan keha-
diran sektor negara sebagai salah satu pilar dari sistem
ekonomi nasional. Secara sosiologis kehadiran terutama
sebagai agent of stablilization dan pengimbang sektor

swasta vang pemilikannya sangat terkonsentrasi.
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